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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2021 ini,
merupakan penjabaran Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barru Tahun
Anggaran 2021 dan bepedoman pada Peraturan Bupati Barru Nomor 23
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Barru Tahun 2021 yang dalam penyusunannya tetap
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun
2019 tentang Perubahan Peratuan Daerah Nomor 06 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2016-2021.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran
2021 disusun dengan melakukan sinkronisasi pada kebijakan
Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam
Rancangan RKP dan RKPD Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Barru yang disampaikan pada
Musrenbang Kabupaten Barru Tahun 2020.

Berdasarkan muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021 yang penekanannya pada upaya memacu pembangunan daerah
berkualitas untuk mewujudkan pemerataan, maka Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, secara substansi
telah mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan
dengan indikator sasaran dan target yang ingin dicapai pada tahun 2021
termasuk program dan kegiatan prioritas dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang dirangkum pada masing-masing urusan dan
kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan di dalam satu tahun
anggaran.

Selanjutnya PPAS Tahun Anggaran 2021 dibahas dan disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Perumusan PPAS Tahun
Anggaran 2021 merupakan kebijakan pemerintah daerah dengan
maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir

dinamika pembangunan pusat dan daerah sehingga dapat
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mempertahankan  sinergitas pencapaian tujuan pembangunan
pemerintah pusat dan daerah, selama kurun waktu satu tahun anggaran

kedepan.

1.2 Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2021
bertujuan untuk menyiapkan dokumen yang menjadi pedoman dan
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang terjabar melalui program dan
kegiatan masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk
kemudian disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan bersama antara
Pemerintah Kabupaten Barru dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Barru.

1.3 Dasar Hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)

Dasar Hukum pelaksanaan penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara APBD Tahun 2021adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Sistem Jaminan Sosial Nasional,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

Anggaran 2020;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023;

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Barru Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Barru Tahun 2016-2021.
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BAB 1II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah memegang peranan yang cukup penting
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pendapatan daerah Sangat berdampak pada kemampuan belanja
di daerah. Artinya, secara ideal perlu ada keseimbangan antara
pendapatan dan pengeluaran..
Komponen pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Barru terdiri dari i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), ii)
Pendapatan Transfer dan iii) lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah, pada tahun 2021 diasumsikan sebesar
Rp.957.284.303.545,00
Berikut ini akan diuraikan seluruh uraian target pendapatan

daerah untuk Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari :

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran
2021, ditargetkan sebesar Rp. 106.995.777.751,00 yang
didalamnya terdiri dari pajak daerah sebesar
Rp.18.670.000.000,00; retribusi daerah sebesar
Rp.8.451.218.360,00; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan sebesar Rp.8.942.135.943,00 dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah sebesar Rp.70.932.423.448,00

2.1.2 Pendapatan Transfer

Selanjutnya, untuk pendapatan transfer ditargetkan
sebesar Rp.826.910.725.794,00 yang terdiri dari i) Pendapatan
transfer pemerintah pusat sebesar Rp.779.216.072.000,00 ii)
Pendapatan transfer atar-daerah Rp.47.694.653.794,00.

2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kemudian pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah
yang sah ditargetkan sebesar Rp.23.377.800.000,00 terdiri dari
i) Pendapatan Hibah sebesar Rp.23.377.800.000,00
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2.2 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH DALAM KUA
Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dengan melakukan upaya-
upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, regulasi perda
yang terkait dengan pendapatan perlu ditinjau kembali.
Pada Tabel dibawah ini, diuraikan target pendapatan dan
penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Barru.
Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2021
ALOKASI DASAR
KODE PENERIMAAN DAERAH ANGGARAN HUKUM
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 106.995.777.751,00
41.01. | Pajak Daerah 18.670.000.000,00 ggga Nomor 11 Tahun
4.1.02. | Retribusi Daerah 8.451.218.360,00 | p o192 Nomor 12 Tahun
4.1.03. Hasil Pgngelolaan Kekayaan Daerah 8.942.135.943,00
Yang Dipisahkan
4.1.04. | Lain-Lain PAD Yang Sah 70.932.423.448,00
4.2. PENDAPATAN TRANSFER 826.910.725.794,00
4201, Pendapatan Transfer Pemerintah 779.216.072.000,00
Pusat
4.2.02. | Pendapatan Transfer Antar Daerah 47.694.653.794,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
4.3. YANG SAH 23.377.800.000.00
4.3.01. | Pendapatan Hibah 23.377.800.000,00
4.3.02. | Dana Darurat
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 957.284.303.545,00
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1.01. Sisal.ebihPerhitungan Anggaran 10.183.000.000,00

Tahun Sebelumnya

JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

10.183.000.000,00

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH

967.467.303.545,00
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BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Untuk prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan
daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah
didasarkan pada urusan pemerintahan, baik yang menjadi urusan
pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung,
unsur penunjang, unsur pengawas, unsur Kkewilayahan, wunsur
pemerintahan umum maupun unsur kekhususan. Selain itu, prioritas
pembangunan daerah juga menjadi dasar atas pelaksanaan penetapan

belanja daerah Tahun Anggaran 2021.

Penetapan prioritas belanja daerah juga tetap mengacu pada prioritas
pembangunan tingkat Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan maupun
Permerintah Pusat. Selain itu juga, hal-hal yang menjadi isu nasional

seperti masalah pendidikan, kesehatan, kemiskinan maupun lainnya.

Untuk lebih jelasnya uraian prioritas pembangunan dapat dilihat pada

tabel berikut ini :
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No | Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana | Keterangan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik & Persentase
1 Pertumbuhan Yang Berkualitas dan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Terbangunnya saluran pengendali banjir dan saluran PUPR

Berkeadilan pembuang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola dan berkembang DINAS PARIWISATA
PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA jumlah Kunjungan wisata DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA . .
DAN EKONOMI KREATIF Lembaga yang bermitra dalam pengembangan destinasi DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PERTANIAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021




Hal: 9

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA

7 PERTANIAN Jumlah produksi tanaman pangan DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN - . .

8 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jumlah kasus kejadian penyakit yang tertangani DINAS PERTANIAN

9 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN Persentase Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan, DINAS PERTANIAN
BENCANA PERTANIAN Hortikultura dan Perkebunan yang terlaksana

10 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Jumlah Perizinan Usaha Pertanian DINAS PERTANIAN

11 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan tekmolog DINAS PERTANIAN

pertanian tepat guna

12 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DINASKOP, UKIM &

13 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI DINAS KOP, UKM &
NASIONAL DAG

14 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DlNASPKEEmANAN

15 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan DINAS KETAHANAN
Kemandirian Pangan Kemandirian Pangan yang dikelola PANGAN
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16 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Skoring Pola Pangan Harapan DlNAiKEEmANAN
17 | Penanganan Kerawanan Pangan DINAS KETAHANAN
g g PANGAN
18 | Pengawasan Keamanan Pangan DINAS KETAHANAN
g g PANGAN
19 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DINAS PERIKANAN
20 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap DINAS PERIKANAN
21 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya DINAS PERIKANAN
22 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DINAS PERIKANAN
2 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi 1 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSPIUSP yang sehat DINAS KOP, UKM. &
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan DAG
2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi DINAS KOP, UKM, &

DAG

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021




Hal : 11

DINAS KOP, UKM, &

3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian DAG
4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN DINAS KOP, UKM, &
KOPERASI DAG
5 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DINAS KD?AZ UKM, &
6 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DINAS PMPTSPNAKER
7 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS SOSIAL
8 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Cakupan PSM & Karang Taruna , Orsos dan TKSK yang DINAS SOSIAL
memahami teknis pendampingan PMKS
Presentase Anak dan LansiaTerlantar yang memperoleh
9 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL bantuan sosial, Presentase Penyandang Cacat dan Eks DINAS SOSIAL
Trauma yang memperoleh bantuan sosial, Cakupan Eks
penyandang penyakit sosial yang dibina
Presentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan
10 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL sosial & Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan DINAS SOSIAL
tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (SDGs)
3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang 1| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran DINAS PENDIDIKAN

Berkualitas dan Berdaya Saing
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Jumlah lembaga PAUD terakreditasi, APK SD/SDLB, APK

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMP/Paket B, Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, Jumlah DINAS PENDIDIKAN
PTK yang menerima sertifikasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS KESEHATAN
Rasio PKM per jumlah penduduk, Rasio Puskesmas
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Pembaptu (pustu) persatuan Penduduk, Calfupan DINAS KESEHATAN
Kesehatan Masyarakat ketersediaan obat yang cukup dan memenuhi syarat
penyimpanan
Persentase ibu hamil, ibu bersalin, ibu melahirkan, bayi baru
lahir, balita, usia produktif dan lanjut usia yang mendapatkan DINAS KESEHATAN
pelayanan kesehatan sesuai standar
Cakupan penderita hipertensi, Diabtes Militus (DM), Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan DINAS KESEHATAN
kesehatan sesuai standar
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (SDGs),
Cakupan Puskesmas yang mendapatkan pembiayaan BOK DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Cakupan Rawat Jalan, Cakupan Rawat inap DINAS KESEHATAN
Kesehatan
Program Se.dlaan farmasi, Alat Kesehatan dan Jumlah fasilitas Kesehata!n yang melaksanakan pelayanan DINAS KESEHATAN
Makanan/Minuman kefarmasian sesuai standar
Cakupan Desal/Kelurahan Siaga Aktif strata Purnama dan
Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan Strata Mandiri, Cakupan Posyandu Strata Purnama dan Strata DINAS KESEHATAN

Mandiri
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Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit

8 Kesehatan Masyarakat sesuai standar RSUD

9 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah jenis pelayanan kesehatan BLUD RSUD

10 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN DISTRIBUSI DINAS KOP, UKM &
PERDAGANGAN DAG

11 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN DINAS KOP, UKM &
POKOK DAN BARANG PENTING DAG

12 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN DINAS KOP, UKM &
KONSUMEN DAG

13 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DINAS KOP, UKM &
DALAM NEGERI DAG

14 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja DINAS PMPTSPNAKER
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS . I .

15 TENAGA KERJA % tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi keahlian DINAS PMPTSPNAKER

16 | PROGRAMPENGARUS UTAMAAN GENDER DAN Jumlah Perangkat Daerah yang berperan akiif dalam PUG | DINAS PMDPPKBPPPA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021




Hal : 14

17 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Jumlah Kasus KDRT DINAS PMDPPKBPPPA
18 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina DINAS PMDPPKBPPPA
19 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Jumlah Anak yang terlibat dalam forum anak dan berprestasi DINAS PMDPPKBPPPA
20 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Cakupan penyelenggaraan program kelitbangan, Cakupan BAPPEDA
inovasi yang diterapkan
21 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |  C@kupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi, Gakupan DINAS DUKCAPIL
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
22 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Jumiah penduduk yang di('}%‘;,”:(;‘;mi”is”as’i kependudukan DINAS DUKCAPIL
23 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL Jumlah Penduduk yang dilayani Pencatatan Sipil DINAS DUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

24 KEPENDUDUKAN Jumlah Laporan pengembangan data base kependudukan DINAS DUKCAPIL
25 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan Jumlah Sistem Administrasi Kependudukan Yang dijalankan DINAS DUKCAPIL
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26 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PMDPPKBPPPA
27 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persetase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan | -\ as pMDPPKBPPPA
adimistrasi desa
Persetase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan
28 | PROGRAM ADMINISTRASI ~ PEMERINTAHAN DESA adimistrasi desa, cakupan desa yang meningkat dalam | 5\ aq pyDPPKBPPPA
pengelolaan pemerintahan desa, Jumlah desa yang memiliki
Dokumen Perencanaan Tahunan sesuai standar
Persentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA masyarakat (LPM), Cakupan Penanggulangan Kemiskinan
29 | KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, cakupan desa/ kel yang | DINAS PMDPPKBPPPA
MASYARAKAT HUKUM ADAT mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi, cakupan
desa yang menerapkan TTG
30 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Jumiah PUS yang terdaftar menjadi Peserta KB Aktif, Jumlah |5\ » prppPKBPPPA
PIK KR yang terbentuk
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN -
31 KELUARGA SEJAHTERA (KS) Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS yang dibina DINAS PMDPPKBPPPA
32 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Investor yang mengenal potensi investasi DINAS PMPTSPNAKER
33 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perizinan DINAS PMPTSPNAKER
34 “P/I%%iIEAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN Jumlah Kemitraan UKM dengan perusahaan PMDN/PMA DINAS PMPTSPNAKER
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PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

Persentase Penyelesaian Pengelolaan data dan sistem

3% | PENANAMAN MODAL Informasi Penanaman Modal DINAS PMPTSPNAKER
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH . .
36 KABUPATEN / KOTA Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi DINAS PMPTSPNAKER
37 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pelayanan administrasi perkantoran DIKPORA
Presentase Pembinaan Olah Raga yang dilaksanakan,
38 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Persentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi DIKPORA
KEOLAHRAGAAN baik, Jumlah atlet yang tangguh dan handal, Persentase
sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik
Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina,
39 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina, DIKPORA
KEPEMUDAAN Jumlah pemuda yang berwirausaha dan terciptanya lapangan
kerja
4 Revolusi Mental dan Pembangunan 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Cakupan budaya lokal dan situs bersejgrah yang dilestarikan, DINAS PENDIDIKAN
Kebudayaan Jumlah budaya lokal yang dilestarikan
2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Jumiah Pelaku b“dayakt;f)rupgsgaikt'f dalam melestarikan DINAS PENDIDIKAN
3 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Cakupan budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan DINAS PENDIDIKAN
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Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi. BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER BANGSA Jumlah pertmuan pengembangan wawasan kebangsaan BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN Jumlah kegiatan Kemitraan pengembnagan wawasan
ORGANISASI KEMASYARAKATAN. kebangsaan BADAN KESBANGPOL
PPROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase penduduk yang memperoleh penyuluhan
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA mengenai bahaya narkgtr)ssmgzis, pidana perjudian dan BADAN KESBANGPOL
Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Jumlah alat
5 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |  berat dalam kondisi baik, Cakupan ketersediaan sarana dan PUPR
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
prasarana aparatur

Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik PUPR
Program Penataan Bangunan Gedung Jumlah Gedung Negara yang terbangun dan terpelihara PUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah dokumen perencanaan tata ruang, Penyusunan PUPR

kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang
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PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

Persentase rumah tangga yang memperoleh sarana dan

5 AIR LIMBAH prasarana air Limbah DINAS PKP
6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Persentase rumah tangga yang memperoleh sarana dan DINAS PKP
PENYEDIAAN AIR MINUM prasarana air minum
Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Cakupan
7 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | S2rana dan prasarana perkantoran yang terpenuh DINAS PKP
Persentase aparataur yang telah mengikuti pengembangan
kompetensi
8 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Jumlah bantuan perumahan layak huni DINAS PKP
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Terpenuhinya kebutuhan air bersih dipedesaan dan jumlah
9 DINAS PKP
KUMUH bantuan RTLH
Jumlah sarana infrastruktur permukiman yang terbangun,
10 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN Persentase pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong, DINAS PKP
UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Pembangunan Penerangan Jalan, Areal
Pemakaman umum yang tertata
11 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
12 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN DINAS PKP

SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana dan Perubahan lklim

Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran
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Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten /

Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi dan Cakupan

2 kota sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana BPBD
3 Program Penanggulangan Bencana cakupan warganegara yang memperoleh layanan BPBD
penanggulangan bencana

Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan Cakupan Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan

4 BPBD
kebakaran dan penyelamatan non kebakaran kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase penanganan darurat pada daerah bencana DINAS SOSIAL

6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi DINAS H:\IID%};UNGAN

7 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Presentase dokumen yang dikaji DINAS l}‘_”\ll)%};UNGAN

8 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN Tinakat Pencemaran air. Tinakat Pencemaran Udara DINAS LINGKUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP 9 N9 HIDUP

9 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber DINAS LINGKUNGAN
(KEHATI) HPL/HGB HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN DINAS LINGKUNGAN

10 | BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN Persentase B3 dan Limbah B3 yang dikendalikan HIDUP

BERACUN (LIMBAH B3)
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1" Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Persentase usaha yang mendapatkan pembinaan dan DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan dan Izin Perlindungan LH pengawasan izin Lingkungan HIDUP
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat : . DINAS LINGKUNGAN

121 (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait Persentas Masyarakat hukum adat yang didampingi HIDUP

13 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Persentase Penaharaaan Linakunaan DINAS LINGKUNGAN
MASYARAKAT ghargaan Lingkung HIDUP

14 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Persentase Penaharaaan Linakundan DINAS LINGKUNGAN
MASYARAKAT gnarg grung HIDUP

15 | Program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani DINAS H:\IID%};UNGAN

16 | Program Pengelolaan Persampahan Persentase sampah yang tertangani DINAS l}‘_”\ll)%};UNGAN

17 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS PKP

18 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi DINAS PERHUBUNGAN
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PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN

Jumlah rambu jalan, jumlah marka jalan, Persentase kegiatan
operasional pengelolaan pelabuhan penyeberangan dan

19 ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Termmal, Persgntasg prasarana dan fasilitas LLAJ yang DINAS PERHUBUNGAN
dipelihara dan direhabitasi, Persentase penghargaan yang
diperoleh di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
20 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan | '\ ac PERHUBUNGAN
penyeberangan dan Terminal
21 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten DINAS KOMINFOSTAT
22 | Program Informasi dan Komunikasi Publik DINAS KOMINFOSTAT
23 | Program Aplikasi Informatika DINAS KOMINFOSTAT
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah L . . SATPOL PP DAN
! Transformasi Pelayanan Publik ! Kabupaten/Kota CakupanKebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi DAMKAR
Cakupan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, SATPOL PP DAN
2 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3, Jumlah satuan
: . DAMKAR
keamanan lingkungan yang terdapat di masyarakat
3 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Perda Yang Ditegakkan SATDPghlh;:RDAN
4 PROGRAM PENINGKATAAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN Persentase Masyarakat yang terlibat dalam menjaga BADAN KESBANGPOL

PENINGKATAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

ketertiban dan keamanan, Persentase keaktifan Fokmas
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PROGRAM  PENINGKATAN PERAN  PARTAI POLITIK
DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN

Meningkatnya jumlah Stakeholder yang mengetahui dan

5 | POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA paham tentang Undang-Undang Politik BADAN KESBANGPOL
POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH T .
6 KABUPATEN/KOTA Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, KECAMATAN
7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Jumlah Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK dan diimplementasikan
Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan
8 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN diawasi, Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan KECAMATAN
KELURAHAN kecamatan pada bidang perencanaan, pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
9 EE%?ARAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Cakupan pengaduan masyarakat yang tertangani KECAMATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH T .
10 KABUPATEN/KOTA Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi BKPSDM
Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi, Persentase aparatur yang
dilayani pada bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan
11 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Kompetensi, Jumlah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan BKPSDM
administrasi yang diisi, Jumlah aparatur yang lulus pendidikan
dan pelatihan, Persentase aparatur yang dilayani pada bidang
Diklat, Penilaian Kinerja dan Penghargaan
12 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase aparatur yang menaati peraturan disiplin PNS BKPSDM

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021




Hal : 23

13 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi SEK DPRD
14 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, SEK DPRD
KEUANGAN Tingkat Pencapaian Disiplin Aparatur
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD,
15 FF)SIEI)C?SRIADMPIEISJ KUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, SEK DPRD
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD
16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Terjalinnya BAG. UMUM
Kabupaten/Kota Koordinasi dan komunikasi dan harmonis dengan stake holder '
17 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan kebutuhan administrasi vana teroenuhi BAG. ADM.
KAB/KOTA P yang e PEMBANGUNAN
Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BAG. ADM.
18 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN kebijakan KDH PEMBANGUNAN
19 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BAG. PEMERINTAHAN
KAB/KOTA
20 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAG. PEMERINTAHAN
21 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAG. PEMERINTAHAN
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
22 KAB/KOTA BAG. HUKUM
. . BAG. PROTOKOL DAN
23 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota KOMUNIKASI PIMPINAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH L .
24 KABUPATEN/KOTA Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi BAG. PEREKONOMIAN
25 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase peningkatan kinerja perekonomian daerah BAG. PEREKONOMIAN
26 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi BAG. KESRA
KAB/KOTA
27 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Presentase Pembinaan Tim Pembina UKS BAG. KESRA
Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Persentasi
Pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Aturan
28 | Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan tujuan penyusunannya se@g 'ImplementaS| Ketatalaksana, BAG. ORGANISASI
Persenatase SKPD yang Memiliki/menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jumlah Analisis
jabatan yang tersusun sesuai beban kerja
29 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Cakypan kebutuhap administrasi yang terpenuhi, cakupan BAG. PENG. BARJAS
peningkatan kapasitas SDM aparatur
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30 | Perekonomian dan Pembangunan 'Igreagzzaranm dan akuntabilitas penyediaan Barang dan Jasa BAG. PENG. BARJAS
31 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase ketersediaan data stafistik pertanian sesuai DINAS KOMINFOSTAT
standar baku dan tepat waktu
32 Program.PenyeIenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Qakupaq Penyelenggaraan persandian untuk keamanan DINAS KOMINFOSTAT
Informasi informasi
33 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi DINAS}J;I;I;PUS &
Jumlah Perpustakaan umum perpustakaan Kel/Desa Taman DINAS PERPUS &
34 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Baca, Rasio Jumlah buku dengan jumlah penduduk ARSIP
Presentase dokumen arsip yang tersimpan sesuai dengan
35 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP jenis kIaS|f|k§S| kearsman, qulgh dokumen arsip yang penting DINAS PERPUS &
yang bernilai sejarah yang dipelihara, Jumlah sarana dan ARSIP
prasarana Kearsipan yang dipelihara
36 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi BAPPEDA
Jumlah dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan
program dan kegiatan, Jumlah dokumen monitoring,
37 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan BAPPEDA
PEMBANGUNAN DAERAH
rencana pembangunan daerah, Cakupan penyusunan
dan/informasi pembangunan
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Cakupan OPD bidang ekonomi yang dikoordinasikan dan
difasilitasi , Cakupan OPD bidang sosial budaya yang
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI . L e ’
38 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Q|koord|na3|kan dan difasilitasi , quupan OPD t?ldangl ' BAPPEDA
infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dikoordinasikan
dan difasilitasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH L .
39 KABUPATEN/KOTA Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi BPKAD
40 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BPKAD
41 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BAPENDA
42 | Pengelolaan Pendapatan Daerah BAPENDA
43 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan BAPENDA
44 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi INSSEE(;?EA T
45 | Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan INSSEE(;?EA T
46 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Persentase pendampingan dan asistensi lNSgEggﬁE AT
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Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi

TABEL 3.2

Hal : 27

No Prioritas Pembangunan Provinsi

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Keterangan

Peningkatan ~ Kualitas ~ Sumberdaya Manusia dan
Berdayasaing

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

DINAS SOSIAL

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Cakupan PSM & Karang Taruna , Orsos
dan TKSK yang memahami teknis
pendampingan PMKS

DINAS SOSIAL

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Presentase Anak dan LansiaTerlantar yang
memperoleh bantuan sosial, Presentase
Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang
memperoleh bantuan sosial, Cakupan Eks
penyandang penyakit sosial yang dibina

DINAS SOSIAL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Jumlah lembaga PAUD terakreditasi, APK
SD/SDLB, APK SMP/Paket B, Angka
Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, Jumlah
PTK yang menerima sertifikasi

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

DINAS KESEHATAN

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

Rasio PKM per jumlah penduduk, Rasio
Puskesmas Pembantu (pustu) persatuan
Penduduk, Cakupan ketersediaan obat
yang cukup dan memenuhi syarat
penyimpanan

DINAS KESEHATAN
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Persentase ibu hamil, ibu bersalin, ibu
melahirkan, bayi baru lahir, balita, usia
produktif dan lanjut usia yang DINAS KESEHATAN
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar
Cakupan penderita hipertensi, Diabtes
Militus (DM), Orang Dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan DINAS KESEHATAN
kesehatan sesuai standar
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) (SDGs), Cakupan Puskesmas yang DINAS KESEHATAN
mendapatkan pembiayaan BOK
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Cakupan Rawat ngan, Cakupan Rawat DINAS KESEHATAN
Kesehatan inap
. . Jumlah fasilitas Kesehatan yang
9 Program Seldlaan farmasi, Alat Kesehatan dan melaksanakan pelayanan kefarmasian DINAS KESEHATAN
Makanan/Minuman .
sesuai standar
Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif strata
. Purnama dan Strata Mandiri, Cakupan
10 | Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan Posyandu Strata Purnama dan Strata DINAS KESEHATAN
Mandiri
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Cakupan ketersediaan sarana dan
1 . . RSUD
Kesehatan Masyarakat prasarana rumah sakit sesuai standar
12 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah jenis pelayanan kesehatan BLUD RSUD
13 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN DISTRIBUSI DINAS KOP, UKM &
PERDAGANGAN DAG
14 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN DINAS KOP, UKM &
POKOK DAN BARANG PENTING DAG
15 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN DINAS KOP, UKM &
KONSUMEN DAG
16 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DINAS KOP, UKM &
DALAM NEGERI DAG
17 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Pe”";é‘?;a'a” Perselisihan | pNAS PMPTSPNAKER
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS % tenaga kerja yang mendapatkan
18 TENAGA KERJA sertifikasi keahlian DINAS PMPTSPNAKER
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PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN

Jumlah Perangkat Daerah yang berperan

19 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN aktif dalam PUG DINAS PMDPPKBPPPA
20 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Jumlah Kasus KDRT DINAS PMDPPKBPPPA
21 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina DINAS PMDPPKBPPPA
22 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Jumlah Anak yang terlibat dalam forum |1\ og pyDPPKBPPPA
anak dan berprestasi
Cakupan penyelenggaraan program
23 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH kelitbangan, Cakupan inovasi yang BAPPEDA
diterapkan
2 Pengempangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan Pelayanan Administrasi DINAS PARIWISATA
dan menjamin pemerataan Perkantoran
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola dan
2 PARIWISATA berkembang DINAS PARIWISATA
3 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA jumlah Kunjungan wisata DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA Lembaga yang bermitra dalam
4 DAN EKONOMI KREATIF pengembangan destinasi DINAS PARIWISATA
5 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan P;ﬁ'}f{:;‘for:aﬁdmi”is”aﬂ DINAS PERTANIAN
g | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA Jumlah produksi tanaman pangan DINAS PERTANIAN
PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN Jumlah kasus kejadian penyakit yang
7 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER tertangani DINAS PERTANIAN
Persentase Gerakan Pengendalian OPT
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN !
8 BENCANA PERTANIAN Tanaman Pangan, Hortikultura dan DINAS PERTANIAN
Perkebunan yang terlaksana
9 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Jumlah Perizinan Usaha Pertanian DINAS PERTANIAN
Jumlah kelompok tani yang mampu
10 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN menerapkan tekmologi pertanian tepat DINAS PERTANIAN
guna
11 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PINAS KDOAl(DB e
12 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI DINAS KOP, UKM &
NASIONAL DAG
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13 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota Meningkatnya kapasitas sumber daya DINAS KETAHANAN
aparatur PANGAN
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Persentase Sumber Day.a. Ekonori Untuk DINAS KETAHANAN
14 y Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang
Kemandirian Pangan \ PANGAN
dikelola
15 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Skoring Pola Pangan Harapan DlNAiKEEmANAN
16 | Penanganan Kerawanan Pangan DINAS KETAHANAN
g g PANGAN
17 | Pengawasan Keamanan Pangan DINAS KETAHANAN
PANGAN
18 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DINAS PERIKANAN
19 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap DINAS PERIKANAN
20 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya DINAS PERIKANAN
21 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DINAS PERIKANAN
Cakupan Kebutuhan Administrasi yang
22 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | terpenuhi, Cakupan Ketersediaan Sarana DINAS DUKCAPIL
dan Prasarana Aparatur
Jumlah penduduk yang dilayani
23 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK adminisrasi kependudukan (KTP KK) DINAS DUKCAPIL
24 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL Jumiah Penduduk yang dilayani DINAS DUKCAPIL
Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI Jumlah Laporan pengembangan data base
2 KEPENDUDUKAN kependudukan DINAS DUKCAPIL
26 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan Jumiah Sistem Admlqlstra3| Kependudukan DINAS DUKCAPIL
Yang dijalankan
27 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan P;ﬁ'}?{:;‘for;aﬁdm'”'s”as' DINAS PMDPPKBPPPA
28 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persetase seluruh desa yang terfasilitasi |\ g pyDPPKBPPPA
dalam pengelolaan adimistrasi desa
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Persetase seluruh desa yang terfasilitasi
dalam pengelolaan adimistrasi desa,
29 | PROGRAM  ADMINISTRASI  PEMERINTAHAN DESA cakupan desa yang meningkat dalam DINAS PMDPPKBPPPA
pengelolaan pemerintahan desa, Jumlah
desa yang memiliki Dokumen
Perencanaan Tahunan sesuai standar
Persentase kelompok binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPM),
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA Cakupan Penanggulangan Kemiskinan
30 | KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, DINAS PMDPPKBPPPA
MASYARAKAT HUKUM ADAT cakupan desal kel yang mendapatkan
pembinaan kelembagaan ekonomi,
cakupan desa yang menerapkan TTG
Jumlah PUS yang terdaftar menjadi
31 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Peserta KB Aktif, Jumlah PIK KR yang DINAS PMDPPKBPPPA
terbentuk
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS yang
32 KELUARGA SEJAHTERA (KS) dibina DINAS PMDPPKBPPPA
33 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumiah '”VeStorir‘]’fgga’zienge”a' potensi | piNAS PMPTSPNAKER
34 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Ketepatan Walu Penyelesaian | piNas PMPTSPNAKER
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN Jumlah Kemitraan UKM dengan
3 MODAL perusahaan PMDN/PMA DINAS PMPTSPNAKER
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI Persentase Penyelesaian Pengelolaan data
36| PENANAMAN MODAL dan sistem Informasi Penanaman Modal | 0'NAS PMPTSPNAKER
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase kebutuhan administrasi yang
37 KABUPATEN / KOTA terpenuhi DINAS PMPTSPNAKER
38 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pelayanan administrasi DINAS PEMUDA DAN
perkantoran OR
Presentase Pembinaan Olah Raga yang
dilaksanakan, Persentase sarana dan
39 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING prasarana olah raga dalam kondisi baik, DINAS PEMUDA DAN
KEOLAHRAGAAN Jumlah atlet yang tangguh dan handal, OR
Persentase sarana dan prasarana olah
raga dalam kondisi baik
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Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan
yang dibina, Cakupan kegiatan organisasi

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING - DINAS PEMUDA DAN
40 kepemudaan yang dibina, Jumlah pemuda
KEPEMUDAAN 4 ; OR
yang berwirausaha dan terciptanya
lapangan kerja
Cakupan budaya lokal dan situs
41 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN bersejarah yang dilestarikan, Jumlah DINAS PENDIDIKAN
budaya lokal yang dilestarikan
42 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Jumiah Pelaku budaya berperan akti DINAS PENDIDIKAN
dalam melestarikan kebudayaan
43 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Cak“paf‘ budaya Iokal da’.‘ situs DINAS PENDIDIKAN
bersejarah yang dilestarikan
44 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan kebutter;Zr;SgimlnlstraS| yang BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN Jumlah pertmuan pengembangan wawasan
45| KARAKTER BANGSA kebangsaan BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN Jumlah kegiatan Kemitraan
46 ORGANISASI KEMASYARAKATAN. pengembnagan wawasan kebangsaan BADAN KESBANGPOL
Persentase penduduk yang memperoleh
PPROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN )
47 KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA pepyuluhan mengenai bahaya narll<ob.a BADAN KESBANGPOL
miras, pidana perjudian dan prostitusi
Cakupan kebutuhan administrasi yang
Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH terpgnuhl, Jumlah alat bgrat dalam kondisi PUPR
pertumbuhan baik, Cakupan ketersediaan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan
2 Program Penyelenggaraan Jalan dalam Kondisi Baik PUPR
3 Program Penataan Bangunan Gedung Jumlah Gedung Negarg yang terbangun PUPR
dan terpelihara
Jumlah dokumen perencanaan tata ruang,
4 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Penyusunan kebijakan dan pengendalian PUPR
pemanfaatan ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Persentase rumah tangga yang
5 memperoleh sarana dan prasarana air DINAS PKP
AR LIMBAH .
Limbah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM | Fersentase rumah tanggayang
6 memperoleh sarana dan prasarana air DINAS PKP

PENYEDIAAN AIR MINUM

minum
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Persentase kebutuhan administrasi yang
terpenuhi, Cakupan sarana dan prasarana

7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | perkantoran yang terpenuhi, Persentase DINAS PKP
aparataur yang telah mengikuti
pengembangan kompetensi
8 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Jumlah bantuan perumahan layak huni DINAS PKP
9 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Terpenuhinya kebutuhan air bersih DINAS PKP
KUMUH dipedesaan dan jumlah bantuan RTLH
Jumlah sarana infrastruktur permukiman
yang terbangun, Persentase pembangunan
10 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN saluran drainase/ gorong-gorong, DINAS PKP
UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Pembangunan Penerangan
Jalan, Areal Pemakaman umum yang
tertata
11 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
12 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN DINAS PKP
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
18 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH t%fggﬁﬁﬁl kebutuhan administrasi yang DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah rambu jalan, jumlah marka jalan,
Persentase kegiatan operasional
pengelolaan pelabuhan penyeberangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN dan Terminal, Persentase prasarana dan
19" | ANGKUTAN JALAN (LLAJ) fasilitas LLAJ yang dipelinara dan DINAS PERHUBUNGAN
direhabitasi, Persentase penghargaan yang
diperoleh di bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Persentase kegiatan operasional
20 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN pengelolaan pelabuhan penyeberangan DINAS PERHUBUNGAN
dan Terminal
Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi
21 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) baik & Persentase Terbangunnya saluran PUPR
pengendali banjir dan saluran pembuang
4 Egcric;pata” pemulinan dan transformasi perlindungan 1 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP yang sehat DINAS KD%' UKM, &
2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |  Cakupan keb”:g:‘:e”nig?‘i”is“a‘“ yang DINAS KD% UKM, &
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Persentase Pendidikan dan Pelatihan

DINAS KOP, UKM, &

3 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN .
Perkoperasian DAG
4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN DINAS KOP, UKM, &
KOPERASI DAG
5 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DINAS KD?AZ UKM, &
6 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DINAS PMPTSPNAKER
Presentase masyarakat miskin yang
memperoleh bantuan sosial & Jumlah
10 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL rumah tangga yang mendapatkan bantuan DINAS SOSIAL
tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan
(SDGs)
Pengelolaan Sumberdaya alam berbasis Kelestarian daya - .
5 dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan kebutuhan admlnlstra& yang DINAS LINGKUNGAN
. - terpenuhi HIDUP
meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim
2 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Presentase dokumen yang dikaji DINAS 'dl'\é%*;UNGAN
3 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN Tingkat Pencemaran air, Tingkat DINAS LINGKUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP Pencemaran Udara HIDUP
4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan DINAS LINGKUNGAN
(KEHATI) Luas Wilayah ber HPL/HGB HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN .
5 | BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN ;ﬁfﬁ;;ﬁﬁzn% dan Limbah B3 yang DINAS H:B%*;UNGAN
BERACUN (LIMBAH B3)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Perse.ntase usaha yang menqapatkan DINAS LINGKUNGAN
6 . . . pembinaan dan pengawasan izin
Lingkungan dan Izin Perlindungan LH Li HIDUP
ingkungan
7 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Persentas Masyarakat hukum adat yang DINAS LINGKUNGAN
(MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait didampingi HIDUP
8 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Persentase Penaharaaan Linakunan DINAS LINGKUNGAN
MASYARAKAT ghargaan Lingkung HIDUP
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PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK

DINAS LINGKUNGAN

9 MASYARAKAT Persentase Penghargaan Lingkungan HIDUP
. . Persentase pengaduan lingkungan hidup DINAS LINGKUNGAN
10 | Program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani HIDUP
11 | Program Pengelolaan Persampahan Persentase sampah yang tertangani DINAS I}._”BCEJP;UNGAN
12 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS PKP
Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan . .
13 Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran
. . Cakupan kebutuhan administrasi yang
14 Ilztn;?sram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / terpenuhi dan Cakupan sarana dan BPBD
prasarana aparatur yang terlaksana
15 | Program Penanggulangan Bencana cakupan warganegara yang memperoleh BPBD
layanan penanggulangan bencana
Cakupan Pencegahan, penanggulangan,
16 Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan penyelamatan kebakaran dan BPRD
kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
penyelamatan non kebakaran
17 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase penanganan darurat pada DINAS SOSIAL
daerah bencana
6 Peningkatan kualltas.reforma3| birokrasi dan tata kelola 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten DINAS KOMINFOSTAT
serta pelayanan publik
2 Program Informasi dan Komunikasi Publik DINAS KOMINFOSTAT
3 Program Aplikasi Informatika DINAS KOMINFOSTAT
4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CakupanKebutuhan Administrasi Yang SATPOL PP DAN
Kabupaten/Kota Terpenuhi DAMKAR
Cakupan Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Persentase
5 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Penyelesaian Pelanggaran K3, Jumlah SATS/?,\I;I; :RDAN
satuan keamanan lingkungan yang
terdapat di masyarakat
6 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Perda Yang Ditegakkan SATS/?,\I;I; :RDAN
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PROGRAM PENINGKATAAN KEWASPADAAN NASIONAL Persentase Masyarakat yang terlibat dalam
7 | DAN PENINGKATAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK menjaga ketertiban dan keamanan, BADAN KESBANGPOL
SOSIAL. Persentase keaktifan Fokmas
PROGRAM  PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK Meningkatnya jumiah Stakeholder yang
8 DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN mengetahui dan paham tentang Undang- BADAN KESBANGPOL
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA o
POLITIK Undang Politik
9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan kebutuhan administrasi yang KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA terpenuhi,
Jumlah Dokumen SOP Pelayanan
10 EEI(.) S{%\\l’\f\g IEDTEIE.II-}E NGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kecam?tan yang digusun dan KECAMATAN
diimplementasikan
Persentase pemerintahan desal/kelurahan
yang dibina dan diawasi, Cakupan
1" PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN pelaksanaan tugas-tugas kedinasan KECAMATAN
KELURAHAN kecamatan pada bidang perencanaan,
pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan
12 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Cakupan pengaduan mgsyarakat yang KECAMATAN
UMUM tertangani
13 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan kebutuhan administrasi yang BKPSDM
KABUPATEN/KOTA terpenuhi
Persentase aparatur yang dilayani pada
bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi, Persentase aparatur yang
dilayani pada bidang Mutasi, Promosi dan
Pengembangan Kompetensi, Jumlah
14 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH jabatan pimpinan tinggi dan jabatan BKPSDM
administrasi yang diisi, Jumlah aparatur
yang lulus pendidikan dan pelatihan,
Persentase aparatur yang dilayani pada
bidang Diklat, Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
15 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase aparatur yang menaafi BKPSDM
peraturan disiplin PNS
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16 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH t%f;gﬁﬁgl Kebutuhan Administrasi yang SEK DPRD
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat
17 | PROGRAM ~LAYANAN = DAN  ADMINISTRASI Kelengkapan DPRD, Tingkat Pencapaian SEK DPRD
KEUANGAN o
Disiplin Aparatur
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat
Kelengkapan DPRD, Jumlah Pelaksanaan
18 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, SEK DPRD
FUNGSI DPRD
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat
Kelengkapan DPRD
Cakupan kebutuhan administrasi yang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi, Terjalinnya Koordinasi dan
19 P ) BAG. UMUM
Kabupaten/Kota komunikasi dan harmonis dengan stake
holder
20 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan kebutuhan administrasi yang BAG. ADM.
KAB/KOTA terpenuhi PEMBANGUNAN
Persentase pelaksanaan pengawasan dan BAG. ADM.
21 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN pengendalian kebijakan KDH PEMBANGUNAN
2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BAG. PEMERINTAHAN
KAB/KOTA
23 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN BAG. PEMERINTAHAN
RAKYAT
24 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAG. PEMERINTAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
25 KAB/KOTA BAG. HUKUM
. . BAG. PROTOKOL DAN
26 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota KOMUNIKAS| PIMPINAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan kebutuhan administrasi yang
A KABUPATEN/KOTA terpenuhi BAG. PEREKONOMIAN
28 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase peningkatan kinerja BAG. PEREKONOMIAN
perekonomian daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan kebutuhan administrasi yang
29 . BAG. KESRA
KAB/KOTA terpenuhi
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30

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Presentase Pembinaan Tim Pembina UKS

BAG. KESRA

31

Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Cakupan kebutuhan administrasi yang
terpenuhi, Persentasi Pembentukan
Perangkat Daerah yang sesuai dengan
Aturan dan tujuan penyusunannya serta
Implementasi Ketatalaksana, Persenatase
SKPD yang Memiliki/menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Jumlah Analisis jabatan yang tersusun
sesuai beban kerja

BAG. ORGANISASI

32

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan kebutuhan administrasi yang
terpenuhi, cakupan peningkatan kapasitas
SDM aparatur

BAG. PENG. BARJAS

33

Perekonomian dan Pembangunan

Transparansi dan akuntabilitas penyediaan
Barang dan Jasa Pemda

BAG. PENG. BARJAS

34

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Persentase ketersediaan data statistik
pertanian sesuai standar baku dan tepat
waktu

DINAS KOMINFOSTAT

35

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi

Cakupan Penyelenggaraan persandian
untuk keamanan informasi

DINAS KOMINFOSTAT

36

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cakupan kebutuhan administrasi yang
terpenuhi

DINAS PERPUS &
ARSIP

37

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Jumlah Perpustakaan umum perpustakaan
Kel/Desa Taman Baca, Rasio Jumlah buku
dengan jumlah penduduk

DINAS PERPUS &
ARSIP

38

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Presentase dokumen arsip yang tersimpan
sesuai dengan jenis klasifikasi kearsipan,
Jumlah dokumen arsip yang penting yang
bernilai sejarah yang dipelihara, Jumlah
sarana dan prasarana Kearsipan yang
dipelihara

DINAS PERPUS &
ARSIP

39

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cakupan kebutuhan administrasi yang
terpenuhi

BAPPEDA
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Jumlah dokumen perencanaan sebagai
acuan pelaksanaan program dan kegiatan,
40 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN Jumlah dokumen monitoring, pengendalian BAPPEDA
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan
rencana pembangunan daerah, Cakupan
penyusunan dan/informasi pembangunan
Cakupan OPD bidang ekonomi yang
dikoordinasikan dan difasilitasi , Cakupan
OPD bidang sosial budaya yang
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI . o LA
41 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH dlkoor(?masn(.an dan difasilitasi , Cakupan BAPPEDA
OPD bidang infrastruktur dan
pengembangan wilayah yang
dikoordinasikan dan difasilitasi
4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan kebutuhan administrasi yang BPKAD
KABUPATEN/KOTA terpenuhi
43 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BPKAD
44 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BAPENDA
45 | Pengelolaan Pendapatan Daerah BAPENDA
46 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Terpgrjuhlnya Kebutuhan Kontrol BAPENDA
Administrasi Keuangan
. . Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang INSPEKTORAT
47 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi DAERAH
48 | Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan lNSS/EgRT’E\)E AT
49 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Persentase pendampingan dan asistensi lNSgEgggEA T
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TABEL 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Hal : 40

No Prioritas Kabupaten Barru Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana | Keterangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk
1 mewujudkan SDM berkualitas, berdaya saing, B/I?\SIS AR: MPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS SOSIAL
dan berkarakter;

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Cakupan PSM & Karang Taruna , Orsos dan TKSK yang DINAS SOSIAL
memahami teknis pendampingan PMKS
Presentase Anak dan LansiaTerlantar yang memperoleh

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL bantuan sosial, Presentase Penyandang Cacat dan Eks DINAS SOSIAL
Trauma yang memperoleh bantuan sosial, Cakupan Eks
penyandang penyakit sosial yang dibina

B/T(EDISE:M PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran DINAS PENDIDIKAN
Jumlah lembaga PAUD terakreditasi, APK SD/SDLB, APK

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMP/Paket B, Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, DINAS PENDIDIKAN
Jumlah PTK yang menerima sertifikasi

B/Figgm'\" PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS KESEHATAN

Rasio PKM per jumlah penduduk, Rasio Puskesmas
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Pembaptu (pustu) persatuan Penduduk, Call<upan DINAS KESEHATAN
Upaya Kesehatan Masyarakat ketersediaan obat yang cukup dan memenuhi syarat
penyimpanan

Persentase ibu hamil, ibu bersalin, ibu melahirkan, bayi
baru lahir, balita, usia produktif dan lanjut usia yang DINAS KESEHATAN

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
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Cakupan penderita hipertensi, Diabtes Militus (DM), Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan DINAS KESEHATAN
kesehatan sesuai standar
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (SDGs),
Cakupan Puskesmas yang mendapatkan pembiayaan DINAS KESEHATAN
BOK
g | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Cakupan Rawat Jalan, Cakupan Rawat inap DINAS KESEHATAN
Kesehatan
9 Program Se'diaan farmasi, Alat Kesehatan dan Jumlah fasilitas Kesehatqn yang melaksanakan DINAS KESEHATAN
Makanan/Minuman pelayanan kefarmasian sesuai standar
Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif strata Purnama dan
10 | Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan Strata Mandiri, Cakupan Posyandu Strata Purnama dan DINAS KESEHATAN
Strata Mandiri
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit
11 X RSUD
Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai standar
12 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah jenis pelayanan kesehatan BLUD RSUD
13 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN DISTRIBUSI DINAS KOP, UKM &
PERDAGANGAN DAG
14 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN DINAS KOP, UKM &
POKOK DAN BARANG PENTING DAG
15 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN DINAS KOP, UKM &
KONSUMEN DAG
16 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DINAS KOP, UKM &
DALAM NEGERI DAG
17 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja DINAS PMPTSPNAKER
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS 0 . - .
18 TENAGA KERJA % tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi keahlian DINAS PMPTSPNAKER
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN .
19 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam PUG | DINAS PMDPPKBPPPA
20 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Jumlah Kasus KDRT DINAS PMDPPKBPPPA
21 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina DINAS PMDPPKBPPPA
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Jumlah Anak yang terlibat dalam forum anak dan

22 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) berprestasi DINAS PMDPPKBPPPA
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Cakupan penyelenggaraan program kelitbangan, Cakupan

23 \ . . BAPPEDA
DAERAH inovasi yang diterapkan

Presentase Pembinaan Olah Raga yang dilaksanakan,

39 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING | Persentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi DINAS PEMUDA DAN

KEOLAHRAGAAN baik, Jumlah atlet yang tangguh dan handal, Persentase OR
sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik
Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina,

40 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA Cakupan kegiatan organisasi kepemudaan yang dibina, DINAS PEMUDA DAN

SAING KEPEMUDAAN Jumlah pemuda yang berwirausaha dan terciptanya OR
lapangan kerja
41 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Cakupan budaya lokal dan situs bersejarah yang DINAS PENDIDIKAN
dilestarikan, Jumlah budaya lokal yang dilestarikan
42 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Jumian Pelaku b“dayakzizp(f;;;‘;‘kt” dalam melestarikan | b \AS PENDIDIKAN
43 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Cakupan budaya l?jlazls?;?kzlr:us bersejarah yang DINAS PENDIDIKAN
2 Penmgkatar.] nilai tambah perekonomian 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PARIWISATA
masyarakat; DAERAH

2 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola dan berkembang | DINAS PARIWISATA
PARIWISATA

3 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA jumlah Kunjungan wisata DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA . -

4 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Lembaga yang bermitra dalam pengembangan destinasi DINAS PARIWISATA

5 E/Figgm'\" PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN .

6 SARANA PERTANIAN Jumlah produksi tanaman pangan DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN - . .

7 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jumlah kasus kejadian penyakit yang tertangani DINAS PERTANIAN

8 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN Persentase Gerakan Pengendalian OPT Tanaman DINAS PERTANIAN

BENCANA PERTANIAN

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terlaksana
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9 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Jumlah Perizinan Usaha Pertanian DINAS PERTANIAN
10 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan DINAS PERTANIAN
tekmologi pertanian tepat guna
11 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DINAS KOP, UKM &
INDUSTRI DAG
12 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DINAS KOP, UKM &
INDUSTRI NASIONAL DAG
13 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DlNASPKEI;mANAN
14 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan | Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan DINAS KETAHANAN
Kemandirian Pangan Kemandirian Pangan yang dikelola PANGAN
15 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Skoring Pola Pangan Harapan DlNASPKEI;mANAN
16 | Penanganan Kerawanan Pangan DINAS KETAHANAN
g g PANGAN
17 | Pengawasan Keamanan Pangan DINAS KETAHANAN
PANGAN
18 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DINAS PERIKANAN
19 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap DINAS PERIKANAN
20 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya DINAS PERIKANAN
21 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DINAS PERIKANAN
33 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Investor yang mengenal potensi investasi DINAS PMPTSPNAKER
34 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perizinan DINAS PMPTSPNAKER
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN .
35 PENANAMAN MODAL Jumlah Kemitraan UKM dengan perusahaan PMDN/PMA | DINAS PMPTSPNAKER
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM Persentase Penyelesaian Pengelolaan data dan sistem
36| INFORMASI PENANAMAN MODAL Informasi Penanaman Modal DINAS PMPTSPNAKER
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN . .
37 DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi DINAS PMPTSPNAKER
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DINAS PEMUDA DAN

38 DAERAH Persentase pelayanan administrasi perkantoran OR
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP DINAS KOP, UKM, &
1 KOPERASI Persentase KSP/USP yang sehat DAG
9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan kebutuhan administrasi vana teroenuhi DINAS KOP, UKM, &
DAERAH P yang e DAG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN - . . DINAS KOP, UKM, &
3 PERKOPERASIAN Persentase Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian DAG
4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN DINAS KOP, UKM, &
KOPERASI DAG
5 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DINAS KOF, UKt &
6 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN DINAS PMPTSPNAKER
MODAL
Presentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan
10 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN sosial & Jumlah rumah tangga yang mendapatkan DINAS SOSIAL
SOSIAL bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan
(SDGs)
3 Perwujudan Keamanan dan Ketertiban; 13 Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi dan
14 BPBD
kabupaten / kota Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana
15 | Program Penanggulangan Bencana cakupan warganegara yang memperoleh layanan BPBD
penanggulangan bencana
Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan Cakupan Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan
16 BPBD
kebakaran dan penyelamatan non kebakaran kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
17 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase penanganan darurat pada daerah bencana DINAS SOSIAL
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah L . . SATPOL PP DAN
4 Kabupaten/Kota CakupanKebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi DAMKAR
Cakupan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban SATPOL PP DAN
5 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Umum, Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3, Jumlah DAMKAR

satuan keamanan lingkungan yang terdapat di masyarakat
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6 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Perda Yang Ditegakkan SATS/?,\I;I; :RDAN
PROGRAM PENINGKATAAN KEWASPADAAN Persentase Masyarakat yang terlibat dalam menjaga
7 | NASIONAL DAN PENINGKATAN FASILITASI celoriban den kooranon porventass keaktan Fogas | BADAN KESBANGPOL
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. '
PROGRAM  PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI Meningkatnya jumlah Stakeholder yang mengetahui dan
8 PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA paham tentang Undang-Undang Politik BADAN KESBANGPOL
SERTA BUDAYA POLITIK
44 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi. BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
45 KARAKTER BANGSA Jumlah pertmuan pengembangan wawasan kebangsaan BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN Jumlah kegiatan Kemitraan pengembnagan wawasan
46 ORGANISASI KEMASYARAKATAN. kebangsaan BADAN KESBANGPOL
Persentase penduduk yang memperoleh penyuluhan
PPROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ! . ) -
47 KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL. DAN BUDAYA mengenai bahaya narkgtr)ssglgzis, pidana perjudian dan BADAN KESBANGPOL
Percepatan pembangunan infrastruktur dan Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, Jumlah
4 pemerataan wilayah dengan memperhatikan 1 B/T(EDIS EI_'?‘ M PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN alat berat dalam kondisi baik, Cakupan ketersediaan PUPR
keberlanjutan Lingkungan; sarana dan prasarana aparatur
9 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Kondisi Jalan éj:irll Jembatan dalam Kondisi PUPR
3 Program Penataan Bangunan Gedung Jumlah Gedung Negara yang terbangun dan terpelihara PUPR
4 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah”dokumen perencanaan tata ruang, Penyusunan PUPR
kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang
5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase rumah tangga yang memperoleh sarana dan DINAS PKP
SISTEM AIR LIMBAH prasarana air Limbah
6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase rumah tangga yang memperoleh sarana dan DINAS PKP
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM prasarana air minum
Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi,
7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang DINAS PKP

DAERAH

terpenuhi, Persentase aparataur yang telah mengikuti
pengembangan kompetensi
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8 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Jumlah bantuan perumahan layak huni DINAS PKP
9 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN Terpenuhinya kebutuhan air bersih dipedesaan dan jumlah DINAS PKP
PERMUKIMAN KUMUH bantuan RTLH
Jumlah sarana infrastruktur permukiman yang terbangun,
10 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN | Persentase pembangunan saluran drainase/ gorong- DINAS PKP
UTILITAS UMUM (PSU) gorong, Persentase Pembangunan Penerangan Jalan,
Areal Pemakaman umum yang tertata
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
1 PAHLAWAN DINAS SOSIAL
12 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN DINAS PKP
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
18 B/TSSAR:M PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah rambu jalan, jumlah marka jalan, Persentase
kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN | penyeberangan dan Terminal, Persentase prasarana dan
19" 1 ANGKUTAN JALAN (LLAJ) fasilitas LLAJ yang dipelinara dan direhabitasi, Persentase | DINAS PERHUBUNGAN
penghargaan yang diperoleh di bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
20 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan | b\ ag pERHUBUNGAN
penyeberangan dan Terminal
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AR Persentase Panjang jaringan irigasi kondisj bailﬁ&
21 (SDA) Persentase Terbangunnya saluran pengendali banjir dan PUPR
saluran pembuang
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi DINAS l}‘_”\ll)%};UNGAN
2 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Presentase dokumen yang dikaji DINAS 'dl'\é%*;UNGAN
3 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU Tinakat Pencemaran air. Tinakat Pencemaran Udara DINAS LINGKUNGAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 9 L HIDUP
4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber DINAS LINGKUNGAN
HAYATI (KEHATI) HPL/HGB HIDUP
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PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN

DINAS LINGKUNGAN

5 BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA Persentase B3 dan Limbah B3 yang dikendalikan HIDUP
DAN BERACUN (LIMBAH B3)

6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Persentase usaha yang mendapatkan pembinaan dan DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan dan Izin Perlindungan LH pengawasan izin Lingkungan HIDUP

7 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Persentas Masvarakat hukum adat vana didampinai DINAS LINGKUNGAN
(MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait y yang didamping HIDUP

8 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Penaharaaan Linakunaan DINAS LINGKUNGAN
UNTUK MASYARAKAT gharg grung HIDUP

9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Penaharaaan Linakundan DINAS LINGKUNGAN
UNTUK MASYARAKAT gharg grung HIDUP

10 | Program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani DINAS l}‘_”\ll)%};UNGAN

11 | Program Pengelolaan Persampahan Persentase sampah yang tertangani DINAS H:\IID%};UNGAN

12 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS PKP

5 | Akselerasi tata kelola dan reformasi Birokrasi. | 1 Era%%rsg:;e”“”jang Urusan Pemerintahan Daerah DINAS KOMINFOSTAT

2 Program Informasi dan Komunikasi Publik DINAS KOMINFOSTAT

3 Program Aplikasi Informatika DINAS KOMINFOSTAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN N .

9 DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi, KECAMATAN

10 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Jumlah Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK disusun dan diimplementasikan

Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan

1" PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN diawasi, Cakupan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan KECAMATAN

KELURAHAN kecamatan pada bidang perencanaan, pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
12 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Cakupan pengaduan masyarakat yang tertangani KECAMATAN

KETERTIBAN UMUM
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN T .
13 DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi BKPSDM
Persentase aparatur yang dilayani pada bidang
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Persentase
aparatur yang dilayani pada bidang Mutasi, Promosi dan
14 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH _Pengembangan Kompetensi, Jumiah jabatan pimpinan BKPSDM
tinggi dan jabatan administrasi yang diisi, Jumlah aparatur
yang lulus pendidikan dan pelatihan, Persentase aparatur
yang dilayani pada bidang Diklat, Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
15 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase aparatur yang menaati peraturan disiplin PNS BKPSDM
16 B/T(E)S/TSM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi SEK DPRD
17 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan SEK DPRD
KEUANGAN DPRD, Tingkat Pencapaian Disiplin Aparatur
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan
18 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN DPRD, Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat SEK DPRD
FUNGSI DPRD Kelengkapan DPRD, Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat
Alat Kelengkapan DPRD
. . Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi,
19 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terjalinnya Koordinasi dan komunikasi dan harmonis BAG. UMUM
Kabupaten/Kota
dengan stake holder
20 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan kebutuhan administrasi vana teroenuhi BAG. ADM.
DAERAH KAB/KOTA P yang e PEMBANGUNAN
Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BAG. ADM.
21 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN kebijakan KDH PEMBANGUNAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
22 DAERAH KAB/KOTA BAG. PEMERINTAHAN
23 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN BAG. PEMERINTAHAN
RAKYAT
24 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAG. PEMERINTAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
25 | DAERAH KABKOTA BAG. HUKUM
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. . BAG. PROTOKOL DAN
26 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota KOMUNIKASI PIMPINAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN L .
27 DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi BAG. PEREKONOMIAN
28 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase peningkatan kinerja perekonomian daerah BAG. PEREKONOMIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN L .
29 DAERAH KAB/KOTA Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi BAG. KESRA
30 | PROGRAMPEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAMN | posentase Pembinaan Tim Pembina UKS BAG. KESRA
RAKYAT
Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi,
Persentasi Pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai
. . dengan Aturan dan tujuan penyusunannya serta
31 Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Implementasi Ketatalaksana, Persenatase SKPD yang BAG. ORGANISASI
Kota [ - . .
Memiliki/menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Jumlah Analisis jabatan yang tersusun sesuai
beban kerja
32 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Cak.upan kebutuhap administrasi yang terpenuhi, cakupan BAG. PENG. BARJAS
peningkatan kapasitas SDM aparatur
33 | Perekonomian dan Pembangunan Transparansi dan akuntabilitas penyediaan Barang dan BAG. PENG. BARJAS
Jasa Pemda
34 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase ketersediaan data stafistik pertanian sesuai DINAS KOMINFOSTAT
standar baku dan tepat waktu
35 Program.PenyeIenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Qakupaq Penyelenggaraan persandian untuk keamanan DINAS KOMINFOSTAT
Informasi informasi
3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan kebutuhan administrasi vana teroenuhi DINAS PERPUS &
DAERAH P yang e ARSIP
Jumlah Perpustakaan umum perpustakaan Kel/Desa DINAS PERPUS &
37 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Taman Baca, Rasio Jumlah buku dengan jumlah ARSIP
penduduk
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Presentase dokumen arsip yang tersimpan sesuai dengan
jenis klasifikasi kearsipan, Jumlah dokumen arsip yang DINAS PERPUS &
38 | PROGRAMPENGELOLAAN ARSIP penting yang bernilai sejarah yang dipelihara, Jumlah ARSIP
sarana dan prasarana Kearsipan yang dipelihara
39 B/TSISAR:M PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi BAPPEDA
Jumlah dokumen perencanaan sebagai acuan
laksanaan program dan kegiatan, Jumlah dokumen
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN pelaxsa . S
40 EVALUAS| PEMBANGUNAN DAERAH monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap BAPPEDA
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Cakupan
penyusunan dan/informasi pembangunan
Cakupan OPD bidang ekonomi yang dikoordinasikan dan
difasilitasi , Cakupan OPD bidang sosial budaya yang
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI . L e ’
41 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Q|koord|na3|kan dan difasilitasi , quupan OPD bidang BAPPEDA
infrastruktur dan pengembangan wilayah yang
dikoordinasikan dan difasilitasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN . .
42 DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi BPKAD
43 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BPKAD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
44 DAERAH BAPENDA
45 | Pengelolaan Pendapatan Daerah BAPENDA
46 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan BAPENDA
47 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi lNSgEgggE AT
48 | Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan INSSEE(;?EA T
49 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Persentase pendampinaan dan asistensi INSPEKTORAT
Asistensi pendamping DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi,
2 DAERAH Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur DINAS DUKCAPIL
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23 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Jumiah penduduk yang dilayani adminisrasi DINAS DUKCAPIL
kependudukan (KTP KK)

24 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL Jumlah Penduduk yang dilayani Pencatatan Sipil DINAS DUKCAPIL

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
25 KEPENDUDUKAN Jumlah Laporan pengembangan data base kependudukan DINAS DUKCAPIL
26 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan Jumlah Sistem Admé:};gii:;epe”d“d“ka” vang DINAS DUKCAPIL
27 B/Figgm'\" PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PMDPPKBPPPA
28 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persetase seluruh desa yang terfasilitasi dalam DINAS PMDPPKBPPPA

pengelolaan adimistrasi desa
Persetase seluruh desa yang terfasilitasi dalam
pengelolaan adimistrasi desa, cakupan desa yang
29 BESERAM ADMINISTRASI  PEMERINTAHAN meningkat dalam pengelolaan pemerintahan desa, Jumlah | DINAS PMDPPKBPPPA
desa yang memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan
sesuai standar
Persentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA masyarakat (LPM), Cakupan Penanggulangan Kemiskinan
30 | KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, cakupan desa/ kel DINAS PMDPPKBPPPA

MASYARAKAT HUKUM ADAT yang mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi,

cakupan desa yang menerapkan TTG
31 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Jumiah PUS yang terdaftar menjadi Peserta KB AKtf, | 1\ 1o pyppPKBPPPA
Jumlah PIK KR yang terbentuk

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN -

32 KELUARGA SEJAHTERA (KS) Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS yang dibina DINAS PMDPPKBPPPA
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BAB 1V

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Penetapan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja berdasarkan pada penentuan prioritas

pembangunan daerah pada tahun 2021, yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021, dapat

dijabarkan pada tabel 4.1 seperti dibawah ini.

TABEL 4.1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target REL Anggz;rpa)n SEnEE OPD Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 S

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN

1 01

01

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 1 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 1 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 239.326.020.028,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 01 |205| 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
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1 01 01 | 205 | 5 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 Orang 55.162.500,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 01 | 206 | 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 01 | 01 | 206 | 6 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Jenis, 10 jenis 31.243.700,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 | 206 | 6 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54 OK 182.954.900,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 01 | 209 6 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Jenis 23.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 01 | 207 | 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 01 ] 01 |207 | 7 05 | Pengadaan Mebel 3 Jenis 23.435.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 01 | 208 | 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 01 01 | 208 | 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Jenis, 150 org, 600 org, 1 dok 285.416.300,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 01 | 208 | 8 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Jenis 173.580.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 | 208 | 8 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 Orang 36.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 01 | 209 | 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 01 o1 | 200 | 9 02 ggr;);ggiica:r?;l J;:S E:gr:g;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 53 Unit 57.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 01 ]209 | 9 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Jenis 181.647.500,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 Program Pengelolaan Pendidikan

1 01 | 02 2 1 Pengelelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1 01 02 2 1 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 4 Ruang 856.025.700,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2 1 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 2 Ruang 149.934.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 1 06 | Pembangunan sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah 4 Unit, 2 unit 2.118.945.650,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2 1 07 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 2 Unit 403.925.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 1 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 8RK 556.666.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 1 14 | Pengadaan Mebel Sekolah 10 Set 164.540.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 1 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah 5 Set 283.490.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 1 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 198 SP 19.549.103.300,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2 1 22 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1 Jenis 2.199.346.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 1 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 6925 Siswa 550.337.400,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2 1 24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 199 SP 72.679.200,00 DINAS PENDIDIKAN
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1 01 02 2 1 25 | Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 3780 Siswa 225.871.700,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 1 26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 79 Orang 952.439.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2 1 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 495 orang 455.191.400,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 1 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 323 Orang 69.731.200,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 2 Pengelelolaan Pendidikan Sekolah menengah pertama

1 01 | 02 2 2 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru 5RK 407.756.900,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 2 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1 Ruang 567.022.900,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2 2 12 | Pembangunan sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah 3 Unit, 1 ruang 1.286.131.300,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 2 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1 Ruang 149.678.500,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 2 25 | Pengadaan Mebel Sekolah 10 Set 187.458.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 2 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 39 SMP 12.401.122.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 2 35 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1 Jenis 337.765.750,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2 2 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 3407 Siswa 404.666.400,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 2 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 20 SP 24.836.400,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2 2 38 | Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 3780 Siswa 430.384.800,00 DINAS PENDIDIKAN
1 o1 | o2 2 2 39 Ezgy;(re:]i;aan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 23 Orang 278.282.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2 2 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 244 orang 242.635.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 2 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 120 Orang 51.563.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 3 Pengelelolaan Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD)

Pembangunan Gedung/Ruang .

1 01 | 02 2 3 01 Kelas/Ruang Guru PAUD 2 Unit 260.650.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2 3 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 10 SP 176.225.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 3 11 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 6542 Orang 4.163.352.400,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2 3 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 655 Orang 5.975.379.000,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 3 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 200 Orang 133.413.400,00 DINAS PENDIDIKAN
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1|01 |02]| 2 | 3| 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 7 Dokumen, 250 ORG, 22 147 679.900,00 DINAS PENDIDIKAN
1 01 | 02 2 4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1] 01|02 2 | 4 | 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformall Kesetaraan 100 WBV\}BLEGJ'E1,JI§LP' 100 4.865.599.200,00 DINAS PENDIDIKAN
1 2 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 2 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 2 |0 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 42.115.538.842,00 DINAS KESEHATAN
1 02 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 02 1 2 5 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32 orang 48.600.000,00 DINAS KESEHATAN
1 2 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 2 1 2 6 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 Jenis 77.789.500,00 DINAS KESEHATAN
1 2 1 22 6 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 342 buah 14.412.000,00 DINAS KESEHATAN
1 2 1 2 6 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 342 buah 2.050.000,00 DINAS KESEHATAN
1 2 1 2 6 09 | Penyediaan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD 222 ok 737.287.500,00 DINAS KESEHATAN
1 2 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 2 1 2 7 01 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25 unit 95.250.000,00 DINAS KESEHATAN
1 2 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 2 1 2 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Jenis 976.656.724,00 DINAS KESEHATAN
1 2 1 2 8 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 3 Jenis 737.600.000,00 DINAS KESEHATAN
1 2 1 2 8 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39 unit 15.150.000,00 DINAS KESEHATAN
1 2 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 2 1 2 9 02 gzrgaegiice::; ﬁ:ﬁ Ilfaerzr;g;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 38 unit 582.384.000,00 DINAS KESEHATAN
1 2 1 2 9 09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12 unit 13.000.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
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1 02 | 02 2 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota

1 02 | 02 2 1 02 | Pembangunan Puskesmas 8 pkm 7.498.414.960,24 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 1 07 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 unit 216.975.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 1 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 12 pkm 811.135.769,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 1 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2 jenis 36.320.700,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 1 16 | Pengadaan Obat dan Vaksin 140 jenis 5.101.996.169,45 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1 02 | 02 2 2 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100% 264.352.500,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 02 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100% 717.382.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100% 35.328.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 100% 29.898.500,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100% 5.332.500,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif 100% 7.930.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 100% 21.655.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% 9.695.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% 5.445.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100% 9.412.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100% 30.744.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 100% 24.965.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | o 2 2 14 Z’;rllggfrlssg rI?’SeiISy‘/eei11r:;rr1u:(escehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan 3kej 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 100% 325.181.890,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 PKM. 200 sampel 67.900.500,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 18 | Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan 5 Klp,2 media 60.550.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 12 pkm 2.440.563.500,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 pkm 159.521.500,00 DINAS KESEHATAN
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1 02 | 02 2 2 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 pkm 55.400.809.742,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 29 | Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat 12 pkm 124.827.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas 12 pkm 10.238.173.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 5 pkm 777.677.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 2 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 55 desalkel 377.576.700,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 02 2 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1 ]02|02| 2 | 3| 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan dumieh profil 13 Dok, 3 survey. 34.373.380,00 DINAS KESEHATAN
1 02 | 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1 02 | 03 2 3 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP
dan UKM di wilayah Kabupaten/kota
1 02 | 03 2 3 02 | Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar 1 Dok 42.076.600,00 DINAS KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
1 02 | 03 2 4 )
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 | 03 2 4 02 P_engembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan 8 orang 7.740.000,00 DINAS KESEHATAN
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 04 Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan/Minuman
Pemberian izin apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
1 02 | 04 2 1 i
Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan apotek, toko Obat, Toko
10204 2 10T hatKesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat tradisional (UMOT) 3 PKM 8.519.000,00 DINAS KESEHATAN
pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas | tertentu dan
1 02 | 04 2 2
perbekalan kesehatan rumah tangga kelas | tertentu perusahaan rumah tangga
1 02 | o4 2 2 01 pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan 12 PKM 489,559 000.00 DINAS KESEHATAN
kelas | tertentu dan PKRT kelas | tertentu perusahaan rumah tangga e
Pemeriksaandan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk
1 02 | 04 2 6 ; ;
makanan minuman Industri Rumah Tangga
1 02 | o4 2 6 06 Pemeriksaan post market paQa produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan 5 kit 5.130.500,00 DINAS KESEHATAN
pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
1 02 | 05 Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan
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1 02 | 05 2 1 Adovokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor
1 02 | 05 2 1 01 | Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat 12 pkm 32.227.000,00 DINAS KESEHATAN
1 2 5 2 2 P_engembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 2 5 2 2 01 gian;t;irlwwg::y;'?ak;aits (dUaEBSI\;lJ)peNiSi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 24 Posyandu 86.939.000,00 DINAS KESEHATAN
1 02 1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
1 2 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 2 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.406.322.437,00 RSUD
1 02 | 02 2 10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1 02 | 02 2 10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 76.215 orang 49.736.000.000,00 RSUD
1 02 | 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 | 02 2 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1 02 | 02 2 1 01 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana & Prasarana Pendukungnya 1 Jenis 913.330.530,00 RSUD
1 02 | 02 2 1 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 125 Jenis 10.452.507.400,00 RSUD
1 3 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM
1 03 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 3 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 3]0 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.163.235.494,00 DINAS PUPR
1 3 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 3 01 2 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5426 eks 280.462.050,00 DINAS PUPR
1 3 01 2 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 rekeneing 39.600.000,00 DINAS PUPR
1 3 01 2 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Orang 9.600.000,00 DINAS PUPR
1 3 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 3 01 2 09 | o1 Ezgzgtri;e;n E;Ji?]:e; Eaekr)r;ii:araan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 2 unit
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1 3 01 2 09 | 02 ggr;);ggiica:r?;l J;:S E:gr:g;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 17 unit 93.286.000,00 DINAS PUFR
1 3 01 2 09 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 16 unit 205.396.800,00 DINAS PUPR
1 3 01 2 09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Jenis 8.250.000,00 DINAS PUPR
1 3 01 2 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 unit 11.379.915,00 DINAS PUPR
1 3 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 3 01 2 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 jenis 1.936.000,00 DINAS PUPR
1 3 01 2 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3 Jenis 3.649.375,00 DINAS PUPR
1 3 01 2 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57 OK 124.415.500,00 DINAS PUPR
1 3 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 3]0 2 07 | 03 | Pengadaan AlatBesar 7 unit 79.000.000,00 DINAS PUPR
1 3 01 2 07 | 05 | Pengadaan Mebeleur 4 unit 19.550.000,00 DINAS PUPR
1 3 01 2 07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 unit 33.000.000,00 DINAS PUPR
1 3 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 3 01 2 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4 orang 55.038.000,00 DINAS PUPR
1 3 | 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1 3 02 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)

Daerah Kabupaten/Kota
1 3 02 2 1 09 | Pembangunan Tanggul Sungai 1800 meter - DINAS PUPR
1 3 02 2 1 10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 2530 meter DINAS PUPR
1 3 02 2 1 18 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 3040 meter 949.923.703,95 DINAS PUPR
1 3 02 2 1 24 | Rehabilitasi Tanggul Sungai 150 meter DINAS PUPR
1 3 02 2 1 37 | Peningkatan Kanal Banjir 3494 meter 1.699.107.058,82 DINAS PUPR
1 3 02 2 1 53 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 500 meter 181.555.000,00 DINAS PUPR
1 3 02 2 1 54 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir 195 meter 216.401.000,00 DINAS PUPR
1 3 02 2 1 61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Paket 7.445.000,00 DINAS PUPR
1 3 02 2 2 Pengembangan _dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi

yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
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1 3 02 2 2 02 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 3 unit bendung + 1.030 m 449.931.000,00 DINAS PUPR
1 3 02 2 2 08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 2 unit bendung + 3.850 m 964.532.000,00 DINAS PUPR
1 3 02 2 2 03 | Pembangunan Bendung Irigasi 1 Unit 189.635.000,00 DINAS PUPR
1 3 02 2 2 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 7 unit bendung + 3.400 m 6.797.302.500,00 DINAS PUPR
1 3 02 2 2 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 8D.I 615.123.000,00 DINAS PUPR
1 3 10 Program Penyelenggaraan Jalan
1 3 10 2 1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1 3 10 2 1 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan 17 km 262.202.400,00 DINAS PUPR
1 3 10 2 1 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan 17 km 107.253.200,00 DINAS PUPR
1 3 10 2 1 05 | Pembangunan Jalan 17 km 14.729.145.400,00 DINAS PUPR
1 3 10 2 1 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan 2km 221.566.700,00 DINAS PUPR
1 3 10 2 1 12 | Pembangunan Jembatan 2 unit 1.441.759.800,00 DINAS PUPR
1 3 10 2 1 20 | Pemeliharaan Berkala Jembatan 30 km 138.647.500,00 DINAS PUPR
1 3 08 Program Penataan Bangunan Gedung
1 3 08 2 1 Pgnyelenggaraan Bangunan Gedung di V\_Ii_layah Qaerah _KabupatenIKota, Pemberian

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1 3 08 2 1 02 Ezgir;)t;egﬁ?&t:embangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah 5 unit 21.173.156.000,00 DINAS PUPR
1 3 12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1 3 12 2 1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)

Kab/Kota
1 3 12 2 1 01 | Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 1 dokumen 1.734.292.900,00 DINAS PUPR
1 3 12 2 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1 3 12 2 3 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 7 kecamatan 70.419.300,00 DINAS PUPR
1 03 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 | 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
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1 03 | 05 2 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 | 05 2 01 | 03 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 255 RT 1.593.865.000,00 DINAS PKP
1 03 | 05 2 01 04 | Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 Unit DINAS PKP
1 03 | 05 2 01 10 | Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 7 orang 104.118.500,00 DINAS PKP
1 03 | 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1 03 | 03 2 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah

Kabupaten/Kota
1 03 | 03 2 01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 501.775.000,00 DINAS PKP
1103 ] 03 2 01 | 06 | Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan 1.101.675.300,00 DINAS PKP
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 4 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 4 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.243.602.415,00 DINAS PKP
1 04 | 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 04 | 01 2 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Unit 49.588.200,00 DINAS PKP
1 04 | 01 2 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16 Buah 5.079.900,00 DINAS PKP
1 04 | 01 2 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 127 Buah 7.175.000,00 DINAS PKP
1 04 | 01 2 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 324 Kali 153.159.200,00 DINAS PKP
1 04 | 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 04 | 01 2 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30 Jenis 52.395.250,00 DINAS PKP
1 04 | 01 2 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 4 Rek 63.000.000,00 DINAS PKP
1 04 | 01 2 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24 OB 9.600.000,00 DINAS PKP
1 04 | 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 04 | o1 2 09 | o1 Eg:ggtri;a;nsiizz ?:gfg:araan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 2 Unit 20.130.000,00 DINAS PKP
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1 04 | o1 2 09 | 02 ggr;);zgiica:r?;l J;:S E:gr:g;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 44 Unit 80.390.000,00 DINAS PKP
1 04 | 01 2 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6 Unit 3.915.000,00 DINAS PKP
1 04 | 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 04 | 01 2 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6 Orang 32.476.000,00 DINAS PKP
1 4 | 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1 4 2 2 03 Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1 4 2 2 03 | 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 10 unit 100.375.000,00 DINAS PKP
1 4 | 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1 4 04 2 01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
Lo | 2| o ot g an K diar Kawasan Pemkiman Kum denganLuas i Bawah 10 (sepuih Ha 235 Uni 69334 500,00 DINAS PKP
1 04 | 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1 04 | 05 2 01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1 04 | 05 2 01 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian 4 Taman, 450 Titik, 2500 Meter 3.708.721.100,00 DINAS PKP
1 5 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1 5 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 5 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.380.540.500,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 2 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 5 2 2 8 1 Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 650 Surat 64.099.200,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3 Jenis 90.600.000,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 8 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Jenis 23.950.000,00 SATPOL PP & DAMKAR
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1 5 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Orang 10.490.000,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 5 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 jenis 5.915.000,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Jenis 20.000.000,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 6 3 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 Jenis 7.723.000,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 6 4 Sub-Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 260 OK 234.623.500,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 5 1 2 7 1 Pengadaan Mebel 4 Jenis 46.574.000,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 7 1 Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya 9 Jenis 37.228.800,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 5 1 2 9 1 gzrgaegiis:; i?:ﬁ Ilfaerzr;g;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 22 Unit 181.457.250,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 9 1 Pemeliharaan Mebel 3 Jenis 10.662.000,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 9 1 Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya 6 Jenis 14.400.000,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 5 1 2 5 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 6 Jenis 100.458.500,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 5 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12 Orang 91.679.000,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 1 2 5 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 23 Orang 86.694.000,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 2 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1 5 2 2 1 Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam satu Daerah

Kabupaten/Kota

Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umumPencegahan Gangguan Ketenteraman
1 5 2 2 1 1 dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, 365 Kali 43.350.000,00 SATPOL PP & DAMKAR

Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Vs 2| 2| 1| o | Pemanas e e o el i Aeasan P in Pt 0000 | SHTROLPP 8 DANGR
1 5 2 2 1 4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan ketertiban Umum 280 Orang 65.444.000,00 SATPOL PP & DAMKAR
1 5 2 2 1 7 Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan 30 Kali 19.112.000,00 SATPOL PP & DAMKAR

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
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1 5 2 2 1 8 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan sarana Dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban Umum 100 OK 792.025.000,00 SATPOL PP & DAMKAR

1 5 2 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1 5 1 2 2 Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

1 5 2 2 2 2 | Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan peraturan Bupati/Walikota 15 Sekolah 49.819.100,00 SATPOL PP & DAMKAR

1 5 2 2 9 1 Penngasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan 7 Kecamatan 34.217.600,00 SATPOL PP & DAMKAR
Bupati/Walikota

5 5 2 2 2 1 Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan peraturan-peraturan Bupati/Walikota 12 Kali 46.095.000,00 SATPOL PP & DAMKAR

1 5 4 Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non
Kebakaran

1 5 4 2 1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

1 5 4 2 1 1 Pemberdaygan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi 7 Kecamatan 28.962.500,00 SATPOL PP & DAMKAR
dan Edukasi Masyarakat

1 5 4 2 1 2 Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota 150 OK 1.462.200.000,00 SATPOL PP & DAMKAR

1 5 4 2 1 6 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri 1 Unit 121.411.400,00 SATPOL PP & DAMKAR

1 5 4 2 1 7 Pembinaan aparatur pemadam kebakaran 120 Orang 36.687.050,00 SATPOL PP & DAMKAR

1 5 4 2 1 9 Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan,antar lembaga dan kemitraan 1 Dokumen 7578.000,00 SATPOL PP & DAMKAR
dalam pencegahan,penanggulangan,penyelamatan kebakaran dan non kebakaran

1 05 | 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota

1 5 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 5 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.702.588.385,00 BPBD

1 05 | 01 2 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 05 | 01 2 05 9 Sub-Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 36 pasang 19.800.000,00 BPBD

1 05 | 01 2 05 | 10 | Sub-Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 4 orang 2.611.000,00 BPBD

1 05 | 01 2 05 | 11 | Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 orang 54.702.500,00 BPBD

1 05 | 01 2 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 05 | 01 2 06 | 02 | Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 unit 37.127.400,00 BPBD
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1 05 | 01 2 06 | 09 | Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 kali, 256 kali 129.324.000,00 BPBD

1 05 | 01 2 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 05 | 01 2 07 | 01 | Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 unit 42.525.000,00 BPBD

1 05 | 01 2 07 | 05 | Sub-Kegiatan Pengadaan Mebel 12 unit 9.755.000,00 BPBD

1 05 | 01 2 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 05 | 01 2 08 | 01 | Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8 jenis 57.797.500,00 BPBD

1 05 | 01 2 08 | 02 | Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 rekening 64.800.000,00 BPBD

1 05 | 01 2 08 | 04 | Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 org 9.600.000,00 BPBD

1 05 | 01 2 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 05 | o1 2 09 | o1 S?nt;SK%ggztrzr; igﬁglyztdaiial_nagziz:nemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 9 unit4 unit 43.450.000,00 BPBD

1 05 | 01 2 09 | 05 | Sub kegiatan Pemeliharaan mebel 19 buah 900.000,00 BPBD

1 05 | o1 2 09 | 10 E;Jiz:yegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 7 unit 1210.000,00 BPBD

1 05 | o1 2 09 | 11 ggggﬁ%iﬁtfgis:yrgeliharaan/RehabiIitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 2 unit 1.900.000,00 BPBD

1 05 | 03 Program Penanggulangan Bencana

1 05 | 03 2 01 Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota

1 05 | 03 2 01 02 (S;é)r-ﬁgiﬁggnscgii:)lisasi komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota 2 jenis, 7 kecamatan 24.277.700,00 BPBD

1 05 | 03 2 02 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1 05 | 03 2 02 | 02 | Sub-Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 100 orang 92.200.500,00 BPBD

1 05 | 03 2 02 | 08 | Sub-Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 40 orang 43.264.800,00 BPBD

1 05 | 03 2 02 | 04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan  dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 5 Jenis 37.100.000,00 BPBD
30 orang, 1 dok RPP, 48 Unit,

1 05 03 2 02 07 | Sub-Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten 30 unit, 1 dok,jrg)itjiwa, 10 unit, 5 185.019.000,00 BPBD

1 05 | 03 2 03 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1 05 | 03 2 03 | 02 | Sub-Kegiatan Respons Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota 1 UNIT CRISIS CENTER 83.357.250,00 BPBD
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1 05 | 03 2 03 | 03 | Sub-Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota 0 jiwa, 10 unit 71.547.400,00 BPBD
1 05 | 03 2 03 | 04 | Sub-Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kabupaten /Kota 150 paket/kk 52.695.400,00 BPBD
1 05 | 03 2 04 Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana
1 05 | 03 2 04 | 02 | Sub-Kegiatan penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten 2 Desa 5.875.000,00 BPBD
1 05 | 03 2 04 | 05 | Sub-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 kecamatan 2.088.800,00 BPBD
1 5 04 Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non

kebakaran
1 05 | 04 2 04 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
1 o5 o4 | 2 |04l ot i”e?aﬁ'fgéi?;.5223Zifiﬁauaklél“ﬁay?yriﬁﬁia'am pencegahan dan penanggulangan kebakaran 120 orang 24.646.500,00 BPBD
1 6 URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL
1 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 6 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 6 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.356.425.374,00 DINAS SOSIAL
1 6 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 6 1 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6 Orang 35.552.000,00 DINAS SOSIAL
1 6 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 6 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 Jenis 3.570.000,00 DINAS SOSIAL
1 6 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47 Unit 46.105.500,00 DINAS SOSIAL
1 6 1 2 6 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6 Jenis 3.295.900,00 DINAS SOSIAL
1 6 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 224 OH 146.784.500,00 DINAS SOSIAL
1 6 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 6 1 2 7 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 Unit 10.588.500,00 DINAS SOSIAL
1 6 1 2 8 Penyedia Jasa Urusan Pemerintah Daerah
1 6 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1150 72.318.500,00 DINAS SOSIAL
1 6 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Rekening 22.800.000,00 DINAS SOSIAL
1 6 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas

1 6 1 2 9 2 Operasional atau Lapangan 8 Unit 36.536.000,00 DINAS SOSIAL
1 6 1 2 9 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Unit 3.913.200,00 DINAS SOSIAL
1 6 1 2 9 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 Unit 4.000.000,00 DINAS SOSIAL
1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1 6 2 2 3 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
1 6 2 2 3 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota 10 Orang 21.513.800,00 DINAS SOSIAL
1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1 6 4 2 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Di_sabilitas Tgrlan@ar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1 6 4 2 1 1 Penyediaan Permakanan 4 KASUS 27.198.600,00 DINAS SOSIAL
1 6 4 2 1 5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 50 Orang 21.047.000,00 DINAS SOSIAL
1 6 4 2 1 1 Penyediaan Permakanan 4 Kasus 45.647.600,00 DINAS SOSIAL
1 6 4 2 1 1 Penyediaan Permakanan 4 Kasus 27.238.100,00 DINAS SOSIAL
1 6 4 2 2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Mgsala_h Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban

HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1 6 4 2 2 7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 400 ORANG 128.008.750,00 DINAS SOSIAL
1 6 4 2 2 14 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 3 Kali 30.898.500,00 DINAS SOSIAL
1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
1 6 5 2 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1 6|5 | 2| 2| 1 |Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 10732 KRI850 KP103928 259.318.650,00 DINAS SOSIAL
1 6 5 2 2 3 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1 Unit/55 Orang 390.302.600,00 DINAS SOSIAL
1 6 5 2 4 4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 10 KLP 20.319.000,00 DINAS SOSIAL
1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1 6 6 2 1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1 6 5 2 1 1 Penyediaan Makanan 1 Unit 40.214.000,00 DINAS SOSIAL
1 6 5 2 1 4 | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 100 KK 76.656.900,00 DINAS SOSIAL
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Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
1 6 6
Kabupaten/Kota
1 6 5 2 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 10 Orang 60.918.500,00 DINAS SOSIAL
1 6 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1 6 7 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1 6 7 2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 7 Lokasi 41.999.000,00 DINAS SOSIAL
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 07 | 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2 07 | 05 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2 07 | o5 02 Penyglesaian Perselisihan Hubunggn Indu§trial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang 40 Orang 7.887.000,00 DINAS PMPTSPNAKER
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah
2 07 | 05 05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 40 Orang 7.432.000,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 07 | 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2 07 | 03 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
2 07 | 03 01 E;o;gztzgls?ksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster 80 orang 526.304.000,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
2 8 2 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)pada Lembaga Pemerintah
2 8 2
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 8 2 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 55.316.300,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 8 2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
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2 8 2 2 9 9 Ad\_/gkasi Kebijalkan dan _Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam 55 DesalKel, 7 Kec. 79.157.965,00 DINAS PMDPPKBPPPA
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2 8 3 2 2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2 8 3 2 2 2 Koordinasi dan  Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 15.182.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 8 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
2 8 4 2 2 dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi  Kabijakan dan  Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia
2 8 4 2 ! ! Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.805.679,00 DINAS PMDPPKBPPPA
Advokasi  Kabijakan dan  Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia
2 8 4 2 ! ! Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 291.177.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
2 8 6 2 1
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 8 6 2 1 9 Koordinasi dan  Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak  Anak  Kewenangan 63.353.300,00 DINAS PMDPPKBPPPA
Kabupaten/Kota
2 09 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN
2 09 | 01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota
2 9 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 9 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.151.092.225,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2 09 | 01 2 05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 33.812.000,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 09 | 01 2 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 Jenis 2.155.000,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 01 2 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10 Jenis 2.559.000,00 DINAS KET.PANGAN
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2 09 | 01 2 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90/42 Kali 123.240.000,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2 | 09 | 01 2 07 | 05 | Pengadaan Mebel 2 Unit 3.750.000,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 01 2 07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Unit 1.968.200,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 01 2 07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 Unit 27.441.700,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 09 | 01 2 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40 Jenis 40.731.440,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 01 2 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3 Rekening 20.700.000,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 01 2 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16 OK 61.500.000,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 09 | o1 2 09 | o2 gzrgaegiis:; i?:ﬁ Ilfaerzr;g;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 9 Unit 15.300.000,00 DINAS KET PANGAN
2 09 | 01 2 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11 Jenis 6.922.500,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | o1 2 09 | 11 Ili’:irrzlr(]aslli:araan/RehabiIitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 4 Jenis 5.060.000,00 DINAS KET PANGAN
2 09 | 02 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2 09 | 02 2 01 Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota
2 09 | 02 2 01 01 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 1 Unit 70.000.000,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 02 2 01 | 04 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 7 Kelompok 58.763.000,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 03 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
2 09 | 03 2 01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok gt_au F_’angan Lain sesuai dengan Kebutuhan

Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2 09 | 03 2 01 01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 6 Dokumen 38.004.900,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 03 2 01 | 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 8 Klp 574.235.000,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 03 2 01 | 04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 12 Laporan 32.499.900,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 03 2 01 05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 8 Gapoktan 42.773.400,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 03 2 01 | 06 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 7 Kelompok 44.369.000,00 DINAS KET.PANGAN
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2 09 | 03 02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2 09 | 03 02 | 03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 8 Ton 75.682.500,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 03 04 Pelaksanaan f’gncapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi
2 09 | 03 04 | 02 Ili’;ir;trerdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya 7 Kip/TKip/ Kip 146.938.400,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 03 04 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 13 Dokumen 30.548.000,00 DINAS KET.PANGAN
2 09 | 04 Penanganan Kerawanan Pangan
2 09 | 04 02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 | 09 | o4 02 | 02 S:r'%k;ae“naci]’w;zgf:ﬁ”(SF;‘fogEfrZEf:guzzmmg Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan 3 Desa 101.988.000,00 DINAS KET PANGAN
2 09 | 05 Pengawasan Keamanan Pangan
2 09 | 05 01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota
2 09 | 05 01 04 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 100 Sampel 54.069.000,00 DINAS KET.PANGAN
2 (10 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN
2 | 10| o5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
2 10 | 05 01 Penyellesian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan tanah Untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 10 | o5 o1 | o2 Iggcr;]rg;nnzsﬂl :aa: Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 2 Lokasi 5.928.900,00 DINAS PKP
2 |1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 1 | 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 1 | 01 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 1 | 01 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.199.725.476,00 DINAS LH
2 1 | 01 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 11 01 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 610 Surat 34.630.700,00 DINAS LH
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2 11 01 2 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 Rekening 20.160.000,00 DINAS LH
2 1| 01 2 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Orang 9.600.000,00 DINAS LH
2 11 01 2 08 | 03 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4 Jenis 41.634.050,00 DINAS LH
2 1 | 01 2 06 Administrasi Umum

2 1| 01 2 06 | 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga 4 Jenis 3.015.000,00 DINAS LH
2 11 01 2 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74 Ok 74.934.500,00 DINAS LH
2 1| 01 2 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2150h 15.901.600,00 DINAS LH
2 1| 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 11 01 2 09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Gedung 4.289.000,00 DINAS LH
2 1" 01 2 09 1 Eg;zﬁ?;aa?]n;iizz ?aekr;r;?;i:araan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 2 Unit 19.470.819,00 DINAS LH
2 1| 01 2 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Jenis 4.655.000,00 DINAS LH
2 1 01 2 09 2 g?)r;);zgiig:; i?:ﬁ E:[Tailsi;;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 2 Unit 7.310.000,00 DINAS LH
2 1 | 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2 11 01 2 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1 Kali 41.774.000,00 DINAS LH
2 1 2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

2 11 | 02 2 01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

2 11 02 2 01 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dok DINAS LH
2 | 1103 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2 1 | 03 2 01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2 11 | 03 2 01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan 1 Dok 70.621.000,00 DINAS LH
2 | 1103 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2 1 | 03 2 1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

|| | 2 [or | o | g, S o ks g P Ligongn i ons
o || o | 2 [or | or | i, Shcomses et st P Ligron kg onws
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2 1 03 01 02 Koordingsi, Sinkronisasj dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan 1 Dok 6.893.000,00 DINAS LH
Adaptasi Perubahan Iklim
2 11 | 03 03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota DINAS LH
2 1 03 03 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 3 itk 75.351.500,00 DINAS LH
2 11 | 03 03 | 02 | Koordinasidan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 1 Lokasi 3.752.000,00 DINAS LH
2 11 | 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2 11 | 04 01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2 11 | 04 01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00005 60.750.000,00 DINAS LH
2 11 | 04 01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,05 136.119.000,00 DINAS LH
2 1 | o5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2 1 | 05 01 Penyimpanan Sementara Limbah B3
2 1" 05 01 02 Verifilkasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis 1 1zin 2.632.000,00 DINAS LH
Penyimpanan Sementara Limbah B3
2 1 | 05 2 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 1" 05 02 | o Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka 10 Loks 30.947.000,00 DINAS LH
Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2 11 | 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan LH
2 1 | 06 1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang lzin Lingkungan dan
Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 11 | 06 1 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 6 Objek 9.555.500,00 DINAS LH
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, lzin PPLH yang .
2 " 06 ! 03 Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 10 Rekomendasi 21.320.500,00 DINAS LH
2 11 o7 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA
yang Terkait
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang
2 1 | 07 02 .
terkait dengan PPLH
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,
2 " o7 02| 0 Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH 1KLP 10.977.000,00 DINAS LH
2 11 | 08 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
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2 1 | 08 2 01 Penyelenggaraan l?endidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 1 | 08 2 01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 3 Indikator 56.794.000,00 DINAS LH
2 11 08 2 01 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2 SKLH 3.806.000,00 DINAS LH
2 1 | o8 2 o1 | o2 E:rrxgglg(:t;r;rlg:zszi:ksa?:r:\ Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk 4 lokasi 43.358.500,00 DINAS LH
2 11 08 2 01 02 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 1 PMRN - DINAS LH
2 | 11|09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2 1 | 09 2 01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 1" 09 2 01 06 Ezﬂ:l:(;iﬂ ggeéj;anl\gﬁ);a;;l?:gimziﬁigl\g?]siy_/l?drsgat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam 2 Lomba 10.575.000,00 DINAS LH
2 11 10 Program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup
2 1| 10 2 01 Pgnyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2 11 10 2 01 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 1 Kasus 9.092.000,00 DINAS LH
2 1 [ 1" Program Pengelolaan Persampahan
2 11 11 2 01 Pengelolaan Sampah
2 11 1 2 01 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 124 Unit 3.953.109.000,00 DINAS LH
2 11 1 2 01 06 | Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan 8 MoU 16.005.500,00 DINAS LH
2 11 1 2 01 | 01 | Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan 1 Dok 31.738.000,00 DINAS LH
2 11 11 2 3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
2 11 1 2 03 | 03 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 1 Dok 1.102.000,00 DINAS LH
2 11 1 2 03 | 03 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 1 Dok 22.661.504,00 DINAS LH
2 11 1 2 03 | 03 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 1 Dok 1.102.000,00 DINAS LH
2 11 1 2 03 | 03 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 1 Dok 1.102.000,00 DINAS LH
2 11 1 2 03 | 03 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 1 Dok 3.900.500,00 DINAS LH
2 11 1 2 03 | 03 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 1 Dok 1.102.000,00 DINAS LH
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2 | 111" PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2 1 [ 1" 2 01 Pengelolaan Persamapahan

2 | 11| | 2 | or | o | Femogan Senseh e nesuar i Peognpan, P Pt 29, 9005
2 11 1 2 01 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA/Kabupaten Kota 29 Unit 1.017.503.600,00 DINAS PKP

2 | 12 gI';lIJLSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

2 12 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 12 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2 12 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.986.585.586,00 DINAS DUKCAPIL
2 12 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2 12 1 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2 Orang 4.447.500,00 DINAS DUKCAPIL
2 12 1 2 5 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 4.447.500,00 DINAS DUKCAPIL
2 12 1 2 5 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 27.872.000,00 DINAS DUKCAPIL
2 12 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

2 12 1 2 6 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 Jenis 555.000,00 DINAS DUKCAPIL
2 12 1 2 6 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11 Jenis 914.000,00 DINAS DUKCAPIL
2 12 1 2 6 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 41 Orang/Kali 56.135.700,00 DINAS DUKCAPIL
2 12 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 12 1 2 7 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 12.540.000,00 DINAS DUKCAPIL
2 12 1 2 7 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 Unit 216.000.000,00 DINAS DUKCAPIL
2 12 1 2 7 05 | Pengadaan Mebel 4 Unit 5.300.000,00 DINAS DUKCAPIL
2 12 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 12 1 2 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Jenis 106.022.900,00 DINAS DUKCAPIL
2 12 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas

2 12 1 2 9 02 Operasional atau Lapangan 21 Unit 34.380.000,00 DINAS DUKCAPIL

2 12 1 2 9 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24 Unit 10.390.000,00 DINAS DUKCAPIL

2 12 2 Program Pendaftaran Penduduk

2 12 2 2 1 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2 12 2 2 1 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 17602 Orang 768.274.000,00 DINAS DUKCAPIL

2 12 3 Program Pencatatan Sipil

2 12 3 2 1 Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

2 12 3 2 1 02 | Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 9307 Orang 229.723.000,00 DINAS DUKCAPIL

2 12 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2 12 4 2 3 Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2 12 4 2 3 05 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 7 Kecamatan 49.181.300,00 DINAS DUKCAPIL

2 12 5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan

2 12 5 2 2 Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

2 12 5 2 2 2 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lainnya 1 Buku 35.638.500,00 DINAS DUKCAPIL

2 | 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2 | 13 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2 13 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2 13 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.248.255.655,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 1 2 5 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 13 1 2 5 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3org 32.487.940,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

2 13 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 buah 1.008.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 1 2 6 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 buah 506.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 1 2 6 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Jenis 117.980.200,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 13 1 2 7 10 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 jenis 33.750.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
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2 13 1 2 7 11 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis 37.000.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 1 2 7 5 | Pengadaan Mebeleur 3 Jenis 29.275.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 13 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17 Jenis 67.185.200,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 1 2 8 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Jenis 17.500.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2 org 9.600.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 13 1 2 9 1 Eg;zg(ri;in [)Jiizz ?:gfg:araan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 6 unit 48.900.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 1 2 9 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 unit 600.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 1 2 9 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 jenis 7.800.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 [ 13| 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

2 13 3 2 1 Fasilitasi Kerja sama antar Desa

2 13 3 1 1 Fasilitasi Kerja sama Antar Desa 40 Desa 19.000.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 [ 13| 4 PROGRAM  ADMINISTRASI  PEMERINTAHAN DESA

2 13 4 2 1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa

2 13 4 2 1 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 40 Desa 802.751.908,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 4 2 1 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 40 Desa 65.000.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 4 2 1 4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 40 Desa 10.000.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 4 2 1 5 | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 40 Desa 26.000.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 4 2 1 14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 40 Desa 60.000.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 4 2 1 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 40 Desa 70.000.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 4 2 1 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 40 Desa 99.980.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 4 2 1 6 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 40 Desa 35.465.500,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 4 2 1 8 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 40 Desa 36.715.500,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 4 2 1 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 12 Pasar Desa 13.230.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA

N
-
w
(24

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT,
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
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Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan
2 13 Desa danLembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
2 13 Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 32.751:300,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 Fasililtasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 199.262.540,00 DINAS PMDPPKBPPPA
Kesejahteraan Keluarga
2 13 Fasililtasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 112.983.439,00 DINAS PMDPPKBPPPA
Kesejahteraan Keluarga
2 13 Fasilitasi Pengembangan Usaha  Ekonomi Masyarakat 83.832.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 Fasilitasi Pengembangan Usaha  Ekonomi Masyarakat 18.168.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 13 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 56.174.500,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2 14 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2 14 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2 14 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media 2Kip 21,000.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
Luar Ruang
2 14 Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 100 Org 52.731.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
2 14 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan
2 14 Pengembangan Program  KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh 657.120.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
2 14 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta
Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
2 14 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.435.196.000,00 DINAS PMDPPKBPPPA
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2 14 3 2 4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kem.asyarakatan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
o || o | [a | o | o e e Qs emesaa dn o Ka Lo | g
2 [ 14| 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2 14 4 2 1 PeIak;anaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga
p || | 1| | e et e et Kot s
2 | 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 [ 15 | 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2 15 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 15 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.617.176.317,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2 15 1 2 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 107 orang 49.100.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3780 34.692.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2 5 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 3 Orang 18.674.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 15 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 5 jenis 1.484.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Orang 182.005.200,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 15 1 2 7 1 Penyediaan Jlasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
2 15 1 2 7 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10 unit 43.650.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2 7 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10 unit 9.200.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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2 15 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Surat 78.915.600,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2 8 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10 Rekening 86.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 (1501 2 | 9] 1 Eg%i‘:;?\”gﬂfs g%’:ggsgj"&a Eiﬂz:ﬂ‘gﬁ“harae” dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 17 Kendaraan 125.307.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2 9 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20 unit 32.591.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 [ 15 | 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2 15 | 2 2 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Rambu 137 unit, marka 7150
2 15 2 2 2 2 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota meter,pagar; z?:rgaman 145 111.975.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2 2 4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 5676 meter 33.324.340,92 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2 3 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2 15 2 2 3 1 Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
2 15 2 2 3 2 Pembangunan Gedung Terminal 1 Paket
2 15 2 2 3 3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 2 paket 13.100.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2 3 4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 9 unit 19.297.500,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2 5 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2 15 2 2 5 7 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguijian Berkala Kendaraan Bermotor
2 15 2 2 6 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2 15 2 2 6 1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota 4 Kegiatan 475.944.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2 6 4 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi 4 Sub kegiatan 139.520.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2 6 3 Eéjiib(;%baezec:]a/\mgsialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 1 Kegiatan 6.065.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2 8 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
9 15 2 2 8 4 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan 1 Kegiatan 34.983.000,00 DINAS PERHUBUNGAN

Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
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Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan

2 |15 | 3 2 12 Lokal

2 | 15| 3 2 12 | 3 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 10 unit 3.048.387.110,00 DINAS PERHUBUNGAN
2 | 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 16 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

2 16 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2 16 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.726.890.516,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 | 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 16 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3780 Surat 133.859.900,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 16 1 2 9 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional 6 STNK, 2 Unit 19.708.860,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

2 16 1 2 6 01 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 jenis 2.326.900,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 1 2 6 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 jenis 1.970.200,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 1 2 6 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 44 OK, 150 Org 184.824.750,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 1 2 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 16 1 2 7 06 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya 1 jenis 110.932.000,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 1 2 7 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 15 unit 3.500.000,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 1 2 5 Administrasi kepegawaian perangkat daerah

2 16 1 2 5 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 orang 50.759.500,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 1 2 5 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 3 orang 41.347.000,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 2 Program Informasi dan Komunikasi Publik

2 16 | 2 2 1 6 | Pelayanan Informasi Publik 3 Jenis, 510 Org 1.132.056.500,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 2 2 1 7 | Layanan Hubungan Media 24 media 485.042.000,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 2 2 1 8 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 2 Lembaga 11.976.000,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 2 2 1 11 | Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah 7 jenis 21.338.000,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 2 2 1 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 10 orang 80.154.000,00 DINAS KOMINFOSTAT
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2 16 3 Program Aplikasi Informatika
2 16 3 2 1 Pfepgelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain

dilingkup pemerintah daerah
2 16 3 2 1 3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra pemerintah daerah 2 jenis 1.299.050.000,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 3 2 2 Pengelolaan E-Government Di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota
2 16 3 2 9 10 Z:grgaimbangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah 5 Orang 210.000.000,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 16 3 2 2 11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 1 kegiatan 40.165.000,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 |17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2 [ 17 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 17 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 17 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.884.845.884,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2 17 | 01 2 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6 Orang 65.331.000,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 17 | 01 2 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Jenis 24.322.000,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | 01 2 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 84 OK 220.382.500,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2 17 | 01 2 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Unit 32.675.000,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | 01 2 07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Unit 12.055.500,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | 01 2 07 5 | Pengadaan Mebel 54 Unit 76.950.000,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 17 | 01 2 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400 Surat 110.476.500,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | 01 2 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11 rekening 51.600.000,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 17 | o1 2 09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 11 Unit 29.197.500,00 DINAS KOP,UKM & DAG

Operasional atau Lapangan
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2 17 | 01 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 Unit 213.598.800,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | o1 09 | 11 E:ir:r?;i:araan/RehabiIitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 4 Unit 2.000.000,00 DINAS KOP.UKM & DAG
2 17 01 09 11 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.400.000,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2 17 | o4 1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 17 | 04 1 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 58 Koperasi 58.213.900,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam
2 17 | 05 1
Daerah Kabupaten/ Kota
2 17 | 05 1 01 Eigzrglg?tan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM 90 Orang 265.900.400,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2 17 | o6 1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/
Kota
2 17 | 07 1 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 12 Produk 169.508.000,00 DINAS KOP,UKM & DAG
2 17 | o7 1 05 'I\(A?I?rr:mw dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha 1 Koperasi 27.920.000,00 DINAS KOP.UKM & DAG
2 17 | 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2 17 | 08 1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
2 17 | o8 1 01 Fasilitasi Usaha mikro Menjad_i Usaha kecil da!am Pengembangan Produksi dan Pengolahan, 107 UMK 309.941.600,00 DINAS KOP,UKM & DAG
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2 18 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
2 18 | 01 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 18 | 01 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.568.871.232,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 01 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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2 18 | 01 2 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600 eks 31.386.900,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 01 2 8 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3 10.860.000,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 01 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 18 | 01 2 6 01 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20 Jenis 2.266.000,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 01 2 6 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6 Jenis 30.910.600,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 01 2 6 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 180 OK 251.069.500,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 01 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2 18 | 01 2 7 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9 Unit 94.960.000,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 01 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 18 | 01 2 9 02 g?)r;);zgiig:; i?:ﬁ E:[Tailsi;;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 12 Unit 37.480.480,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 01 2 9 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 01 2 9 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29 8.350.000,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 01 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2 18 | 01 2 5 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7 Orang 27.519.500,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 01 2 5 11 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4 Orang 55.130.500,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 | 18 | 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2 18 2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2 18 | 02 2 2 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 200 Buku 54.285.000,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 | 18 | 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2 18 | 03 2 1 Eirtl;/elenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/
2 18 | 03 2 1 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 3 Pameran 109.713.000,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 | 18 | 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2 18 | 04 2 1 Pelayanar! Pgrizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal

yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2 18 | o4 2 1 01 Ez?g:;ri;a'lr']e?iﬁItzéé:g:insz;‘;:dEuleTterr(i)erilan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 1 Aplikasi 366.827.000,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 04 2 1 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 1.450 OK 145.373.000,00 DINAS PMPTSPNAKER
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2 | 18 | 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2 18 | 05 2 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2 18 | 05 2 1 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 35 Laporan 60.314.000,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 05 2 1 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 4 kemitraan 180.550.200,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 18 | 05 2 1 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 35 Laporan 81.708.800,00 DINAS PMPTSPNAKER
2 | 18 | 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2 18 | 06 2 1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
o |10 | oo | 2 | 1| or | Gepman e n o e o s P o o o
2 19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2 |19 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2 19 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2 19 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.488.969.894,00 DIKPORA
2 19 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2 19 1 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3 Orang 38.853.000,00 DIKPORA
2 19 1 2 5 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 17.396.000,00 DIKPORA
2 19 1 2 5 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 13.475.000,00 DIKPORA
2 19 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 19 1 2 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Jenis 765.000,00 DIKPORA
2 19 1 2 6 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Jenis 13.825.400,00 DIKPORA
2 19 1 2 6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Jenis 39.884.000,00 DIKPORA
2 19 1 2 6 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Jenis 2.369.550,00 DIKPORA
2 19 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 102 Kali 191.178.700,00 DIKPORA
2 19 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2 19 1 2 7 5 | Pengadaan Mebel 8 Jenis 51.927.500,00 DIKPORA
2 19 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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2 19 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Surat 59.058.000,00 DIKPORA
2 19 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Rekening 13.800.000,00 DIKPORA
2 19 1 3 f:ir:r?;i:araan/RehabiIitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 3 Jenis 5.650.000,00 DIKPORA
2 19 1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 19 1 2 Penyed_iaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 2 Unit 17.506.880,00 DIKPORA
Operasional atau Lapangan
2 19 1 5 | Pemeliharaan Mebel 1 Unit 3.069.500,00 DIKPORA
2 19 1 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit 12.324.450,00 DIKPORA
2 19 1 1 IIi’;ir:rizslli:araan/RehabiIitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 3 Unit 750.000,00 DIKPORA
2 19 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2 19 3 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2 19 3 1 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 5 Orang 19.000.000,00 DIKPORA
2 19 3 2 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 5 Organisasi 16.490.500,00 DIKPORA
2 19 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap
2 19 2 Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
2 19 2 6 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana 1 Unit 136.600.000,00 DIKPORA
Kepemudaan Kab/Kota
2 19 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi
2 19 3
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2 19 3 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga 7 Unit 200.400.000,00 DIKPORA
Kabupaten/Kota
2 19 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2 19 3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2 19 3 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 1 Kegiatan 20.610.000,00 DIKPORA
2 19 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2 19 3 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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2 19 3 2 2 3 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 1 Kegiatan 168.651.000,00 DIKPORA
2 19 3 2 3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2 19 3 2 3 1 Seleksi Atlet Daerah 1 Kegiatan 75.871.427,00 DIKPORA
2 19 | 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2 19 2 2 1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2 19 2 2 1 9 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 70 Orang 741.644.978,00 DIKPORA
2 19 | 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap
2 19 2 2 1 Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
2 19 2 2 1 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira 50 Orang 27.631.000,00 DIKPORA
Usaha Pemula
2 19 2 | 201 2 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira 50 Orang 18.676.000,00 DIKPORA
Usaha Pemula
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses
2 19 2 | 201 4 4 Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sgrana Tanpa DIISkIrImInatIf, Partisipasi Pemuda. 100 orang 12.760.000,00 DIKPORA
Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis
Kepemudaan
2 19 2 | 202 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah 2 Jenis
Kabupaten/Kota
2 19 2 | 202 1 1 Koordipasi, Sinkronisasi dan Pglaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan 3 Dokumen 33.939.000,00 DIKPORA
Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
2 19 2 1202 2 2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 3 OKP 180.053.000,00 DIKPORA
2 19 2 1202 2 2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 50 Orang 14.887.000,00 DIKPORA
2 19 2 1202 2 2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 100 Orang 16.494.500,00 DIKPORA
2 19 2 1202 2 2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 50 Orang 1.110.351.000,00 DIKPORA
2 | 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
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2 20 2 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
2 20 2 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2 20 2 3 Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan disaminasi data statistik sektoral 6 dokumen 194.809.900,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2 21 2 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
2 21 2
Kabupaten/Kota
2 21 2 3 Egitkrziri\fan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non 1 kegiatan 115.830.600,00 DINAS KOMINFOSTAT
2 22 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN
2 22 | 02 Program Pengembangan Kebudayaan
2 22 | 02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2 22 | 02 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 6 Event 691.133.700,00 DINAS PENDIDIKAN
2 2 | 0 03 Pemberian Penghargaan Kgpada Pihak yang BerprestaS| atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai 75 Orang 96.491.300,00 DINAS PENDIDIKAN
Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
2 22 | 02 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2 22 | 02 03 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 1 Lbg 140.165.500,00 DINAS PENDIDIKAN
2 22 | 03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional
2 22 | 03 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2 22 | 03 01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 10 grup 376.554.000,00 DINAS PENDIDIKAN
2 22 | 05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
2 22 | 05 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2 22 | 05 02 | Pencegahan dan Penanggulangan dan Kerusakan dari kerusakan Cagar Budaya 1 Unit 169.326.000,00 DINAS PENDIDIKAN
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
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2 23 | 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota

2 23 | 01 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2 | 23 | 01 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.087.761.203,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 23 | 01 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 | 23 | 01 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Surat 128.183.200,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 23 | 01 8 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Rekening 32.340.000,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 23 | 01 8 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Orang 9.600.000,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 23 | 01 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

2 23 | 01 6 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6 Jenis 386.500,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 23 | 01 6 08 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59 Kali 63.663.000,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 23 | 01 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 23 | 01 7 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional atau lapangan 2 Unit 20.000.000,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 23 | 01 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 23 | 01 9 09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit 9.811.000,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 | 23| of 9 | o2 Eg2gg‘r’g\”[;ﬁzzlg‘:jggggg?’;gj{:p‘;ig::}'haraa" dan Pajak Kendaraan dan Perizinan 12 Unit 2097975000 | DINAS PERPUS & ARSIP
2 23 | 01 9 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14 Unit 13.900.000,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 | 23 | 01 9 05 | Pemeliharaan Mebel 25 Unit 2.510.000,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 23 | 01 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2 23 | 01 5 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8 Orang 4.800.000,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 23 | 01 5 11 | Bimbingan Teknis Implemantasi Peraturan Perundang-Undangan 15 Orang 45.745.000,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 | 23 | 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2 23 | 02 1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/ Kota

2 | 23 | 02 1 08 | Pengembangan Bahan Pustaka 6 Abstrak/3 judul 15.169.000,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 23 | 02 2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota
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2 23 | 02 2 2 01 ac;i;gf:féﬁudaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta 7 Kecamatan/40 Orang 577.856.800,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 | 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

2 | 24 | 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

2 24 | 02 2 1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab. Barru

2 24 | 02 2 1 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 13998 Dok 1.278.000,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 24 | 02 2 2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab. Barru

2 24 | 02 2 2 01 | Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI 2 Jenis 4.120.000,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 24 | 02 2 2 02 | Akuisisi Pengelolaan , Preservasi dan Akses Arsip Statis 50 Dokumen 7.950.500,00 DINAS PERPUS & ARSIP
2 24 | 02 2 3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten

2 24 | 02 2 3 01 | Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota melalui JIKN 1 Eks /70 Orang 7.609.000,00 DINAS PERPUS & ARSIP
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 |25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN

3 25 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3 25 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3 | 25| 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.510.641.422,00 DINAS PERIKANAN

3 25 1 2 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3 25 1 2 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 orang 36.793.000,00 DINAS PERIKANAN

3 25 1 2 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

3 25 1 2 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 jenis, 1 paket 4.885.000,00 DINAS PERIKANAN

3 25 1 2 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 jenis 3.700.000,00 DINAS PERIKANAN

3 25 1 2 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95 kali, 75 Kali, 5 Kali, 12 bulan 242.443.500,00 DINAS PERIKANAN

3 25 1 2 07 Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3 25 1 2 07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 unit 14.058.000,00 DINAS PERIKANAN
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25 1 2 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3 25 1 2 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 surat 9.354.800,00 DINAS PERIKANAN
3 25 1 2 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 12.000.000,00 DINAS PERIKANAN
3 25 1 2 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7 orang 27.000.000,00 DINAS PERIKANAN
3 25 1 2 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3 25 1 2 09 | 01 ggr;);zgiica:r?;l J;:S Eg;r&ealirr;:l;a%ri]r,lgsia}:bztearzeliharaan dan Pajak Kendararaan Perorangan Dinas 16 unit 39.900.000,00 DINAS PERIKANAN
3 25 1 2 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13 unit 4.800.000,00 DINAS PERIKANAN
3 25 1 2 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 unit 2.500.000,00 DINAS PERIKANAN
3 25 3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3 25 3 2 01 Pe_ngelolaan Penangka_pan lkan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3 25 3 2 01 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya lkan 3 dokumen 52.166.000,00 DINAS PERIKANAN
3 25 3 2 01 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 8 kelompok 350.597.500,00 DINAS PERIKANAN
3 25 3 2 02 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 25 3 2 02 | 01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 8 paket, 4 paket 655.450.000,00 DINAS PERIKANAN
3125 | 3| 2 | 02| 02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 4 ke"’mgz';kg;’;gkata"* 2 264.644.550,00 DINAS PERIKANAN
3 25 3 2 03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (TPI)
3 25 3 2 03 | 02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (TPI) 1 unit 98.556.000,00 DINAS PERIKANAN
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai,
3 25 3 2 06 Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
3 25 3 2 06 | 02 | Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT 50 surat 14.460.500,00 DINAS PERIKANAN
3 25 4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3 25 4 2 01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan lkan yang Usahanya dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
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Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan lkan yang Usahanya, Lokasi,
dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang
3 25 4 2 01 02 Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal 50 surat 17.878.000,00 DINAS PERIKANAN
Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3 25 4 2 02 Pemberdayaan Pembudi Daya lkan Kecil
3 25 4 2 02 | 01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya lkan Kecil 6 paket, 12 unit 488.000.000,00 DINAS PERIKANAN
3 25 4 2 02 | o4 Pemberian Pendampmga_n, Kemudahan_an Akses limu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta 5 kelompok 19.700.000,00 DINAS PERIKANAN
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3 25 4 2 04 Pengelolaan Pembudidayaan lkan
3 25 4 2 04 | 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan lkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2km 146.897.000,00 DINAS PERIKANAN
3 25 4 2 04 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan lkan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 kelompok 115.645.000,00 DINAS PERIKANAN
3 25 4 2 04 | 04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 kelompok 97.050.000,00 DINAS PERIKANAN
3 25 4 2 04 | 06 gZiZ?canaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan lkan di 1 kawasan 111.735.050,00 DINAS PERIKANAN
3 25 4 2 04 | 07 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan lkan di Darat 1 lokasi 98.200.000,00 DINAS PERIKANAN
3 25 6 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran
3 25 6 2 02 - .
Skala Mikro dan Kecil
3 25 6 2 02 | o1 Pelaksanaan Blmblnlgan dan Peqerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan 3 paket 73.519.000,00 DINAS PERIKANAN
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan lkan Dalam 1 (Satu) Daerah
3 25 6 2 03
Kabupaten/ Kota
3 25 6 2 03 | o1 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah 2 kelompok 42.724.000,00 DINAS PERIKANAN
Kabupaten/Kota
3 25 6 2 3 | 02 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah 20 paket 135.102.000,00 DINAS PERIKANAN
Kabupaten/Kota
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3 26 | 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3 26 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
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3 26 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.406.121.327,00 DINAS PARIWISATA

3 26 | 01 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

3 26 | 01 2 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 surat 65.230.750,00 DINAS PARIWISATA

3 26 | 01 2 8 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 Rekening 50.160.000,00 DINAS PARIWISATA

3 26 | 01 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

3 26 | 01 2 6 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Jenis 1.484.000,00 DINAS PARIWISATA

3 26 | 01 2 6 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Jenis 1.105.000,00 DINAS PARIWISATA

3 26 | 01 2 6 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 362 Kali 134.908.500,00 DINAS PARIWISATA

3 26 | 01 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3 26 | 01 2 7 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23 Unit 33.042.000,00 DINAS PARIWISATA

3 26 | 01 2 7 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9 Unit 91.657.200,00 DINAS PARIWISATA

3 26 | 01 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3 26 | 01 2 9 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit 17.464.037,50 DINAS PARIWISATA

3 2% | 01 2 9 02 Penyediaan Jlasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 7 Unit 20.610.000,00 DINAS PARIWISATA
Kendaraan Dinas Jabatan

3 2% | 01 2 9 02 Penyed_iaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 7 Unit 4.400.000,00 DINAS PARIWISATA
Operasional atau Lapangan

3 2% | 01 2 9 1 IIi’;:ir:rizslli:araan/RehabiIitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 9 Unit 4.214.805,00 DINAS PARIWISATA

3 26 | 01 2 9 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 jenis 3.905.000,00 DINAS PARIWISATA

3 26 | 01 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3 26 | 01 2 5 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3 Orang 27.872.000,00 DINAS PARIWISATA

3 26 | 02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

3 26 | 02 2 3 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3 26 | 02 2 3 3 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 6 Objek 345.781.100,00 DINAS PARIWISATA
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3 2% | 02 2 3 04 Pen_gz_ldaan/PemeIiharaan/RehabiIitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi 60 Unit 2.093.577.500,00 DINAS PARIWISATA
Pariwisata Kabupaten/Kota
3 26 | 02 2 3 06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 40 Orang 50.818.000,00 DINAS PARIWISATA
3 26 | 03 Program Pemasaran Pariwisata
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis
3 26 | 03 2 1 L
Pariwisata Kabupaten/Kota
3 26 | 03 2 1 01 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Media 129.799.900,00 DINAS PARIWISATA
3 26 | 03 2 1 02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Kali 432.786.300,00 DINAS PARIWISATA
3 26 | 05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3 26 | 05 2 1 h
Tingkat Dasar
3 26 | 05 2 1 02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 240 Orang 589.616.700,00 DINAS PARIWISATA
3 26 | 05 2 1 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
3 26 | 05 2 1 05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 5 Lokasi 87.380.650,00 DINAS PARIWISATA
3 26 | 05 2 1 01 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 40 Orang 85.580.650,00 DINAS PARIWISATA
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3 27 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3 27 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3 27 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.886.990.938,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 01 2 1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3 27 | 01 2 1 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Jenis 112.251.300,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 01 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3 27 | 01 2 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 Surat 67.387.400,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 01 2 8 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 01 2 8 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3 Orang 14.400.000,00 DINAS PERTANIAN
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3 27 | 01 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3 27 | o1 2 9 01 Penyediaan Jlasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 97 Unit 21.975.000,00 DINAS PERTANIAN
Kendaraan Dinas Jabatan
3 27 | 01 2 9 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 27 Unit 5.900.000,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 01 2 9 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8 Unit 4.828.740,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | o1 2 9 1 IIi’;ir:rizslli:araan/RehabiIitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 10 Unit 2.400.000,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 01 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3 27 | 01 2 6 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 OK 187 OH 144.502.500,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 01 2 6 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Set 3.500.000,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 01 2 6 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Jenis 2.365.825,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 01 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3 27 | 01 2 7 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 Unit 11.900.720,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 01 2 7 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9 Unit 32.151.000,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 01 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3 27 | 01 2 5 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2 Orang 11.000.000,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan
3 27 | 02 2 3
dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 2 2 3 01 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 332 Ton 459.446.600,00 DINAS PERTANIAN
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, tumbuhan dan mikro organisme
3 27 | 02 2 2
kewenangan kab/ kota
3 27 | 02 2 2 03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 750 Ekor 157.322.500,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 02 2 5 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan
Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3 27 2 2 5 04 | Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan 20 Orang 5.884.400,00 DINAS PERTANIAN
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu)
3 27 | 02 2 6 ;
Daerah Kabupaten/Kota Lain
3 27 | 02 2 6 01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Kab/Kota lain 3Klp 90.704.500,00 DINAS PERTANIAN
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3 27 | 02 2 6 02 | Pengadaan Hijauan Pakan Temak yang Sumbemya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 2 Ha 21.268.000,00 DINAS PERTANIAN
3 | 27 | 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3 27 | 03 2 1 Pengembangan Prasarana Pertanian

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan
3 2r | 03 2 ! of Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 31639 Ha 216.848.000,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 03 2 1 04 | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 1 Kawasan 641.913.500,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 03 2 2 Pembangunan Prasarana Pertanian DINAS PERTANIAN
3 27 | 03 2 2 01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 7 Unit 2.040.260.000,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 03 2 2 02 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 4 Unit 517.980.000,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 03 2 2 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 700 M 155.980.000,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 03 2 2 04 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 3 Unit 394.980.000,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 03 2 2 07 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 240 Ekor 15.999.500,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 03 2 2 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana 7BPP 1.152.050.000,00 DINAS PERTANIAN

pendukungnya

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
3 | 27 | 04

VETERINER

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan
3 | 27 | 04 2 1

Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 | 04 2 1 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 3000 Dosis 262.055.050,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 04 2 2 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3 27 | 04 2 2 01 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 4 Kali 12.897.000,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | o4 2 2 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan 1 Dokumen 38.200.000,00 DINAS PERTANIAN

dan Produk Hewan

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah
3 | 27 | 04 2 3

Kabupaten/Kota
3 27 | 04 2 3 01 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 1 Unit 99.499.750,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 04 2 3 02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 20 Orang 28.250.000,00 DINAS PERTANIAN
3 27 | 04 2 4 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner
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3 27 | 04 2 01 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 100 Sampel 13.292.000,00 DINAS PERTANIAN

3 27 | 04 2 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

3 27 | 04 2 01 | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 1 Dokumen 70.603.800,00 DINAS PERTANIAN

3 | 27 | 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

3 27 | 05 2 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

3 27 | 05 2 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 19 Kali 107.933.100,00 DINAS PERTANIAN
Perkebunan

3 | 27 | 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

3 27 | 06 2 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

3 27 | 06 02 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan 28 Kali 9.409.000,00 DINAS PERTANIAN

3 | 271 | 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3 27 | 07 2 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3 27 | 07 2 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 63 Dokumen 273.873.000,00 DINAS PERTANIAN

3 27 | 07 2 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 90 Orang 107.229.000,00 DINAS PERTANIAN

3 27 | 07 2 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 7 BPP 71.750.000,00 DINAS PERTANIAN

3 |30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

3 |3 |03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN

3 30 | 03 2 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

3 30 | 03 2 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 4 Pasar 265.276.600,00 DINAS KOP,UKM & DAG

3 30 | 03 2 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 8 pasar 972.296.700,00 DINAS KOP,UKM & DAG

3 | 3 | 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

3 30 | 04 2 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

3 03 |0 2 02 ?:mg;:g:‘[;j’a?nag;;‘eit‘;r':fgfr;:l’;?;(:rz:gl:rfga?mk dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang 12 bulan 52.243.000,00 DINAS KOP,UKM & DAG

3 | 30 | 06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

3 30 | 06 2 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

3 30 | 06 2 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 1 Kegiatan 162.217.300,00 DINAS KOP,UKM & DAG
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3 30 | 06 2 1 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 4 Kali 30.989.900,00 DINAS KOP,UKM & DAG
3 30 | 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3 30 | 07 2 1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3 | 30 | 06 2 1 02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota 8 pasar 10.166.900,00 DINAS KOP,UKM & DAG
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3 31 | 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3 31 | 02 2 1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota
3 31 02 2 1 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri 2 Keg 74.547.500,00 DINAS KOP,UKM & DAG
3 31 02 2 1 04 | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri 6 Kelompok 108.216.500,00 DINAS KOP,UKM & DAG
3 31 02 2 1 05 sgz;d;?:;;tSinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 1 Dok 280.044.500,00 DINAS KOP,UKM & DAG
3 31 | 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
3 31 | 04 2 1
Kewenangan Kabupaten/Kota
3 31 04 2 1 01 Easilitasi pengumpulan, pengolghgn dan analisis.Data Infjustril, Data Kawasan Industri serta data lain 1 Dok 49.618.500,00 DINAS KOP,UKM & DAG
lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4 1 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4 1 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.122.992.326,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 5 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 1 1 2 5 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 13 orang 55.751.000,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4 1 1 2 6 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 28 jenis 67.323.000,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 6 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35 jenis 44.120.120,00 BAG.UMUM
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4 1 1 2 6 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 jenis 157.958.000,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 6 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 32075 OK 1.433.275.000,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 6 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 103 OK, 8711 OK 1.294.878.000,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4 1 1 2 7 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit

4 1 1 2 7 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 unit

4 1 1 2 7 05 | Pengadaan Mebel 3 jenis 60.550.920,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 7 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 jenis, 6 jenis 168.485.000,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 7 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11 jenis, 3 jenis 796.448.920,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 1 2 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2735 surat, 41 jenis, 10 jenis 202.437.300,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 8 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Jenis 5.490.134.394,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 8 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Jenis 509.655.040,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 8 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 588 orang 1.373.677.300,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 8 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8 jenis 13.380.000,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 1 2 9 01 Eg;zitri;aaar\]n Ij)Jiizz ?aekr;r;?;i:araan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 6 unit 461.940.000,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 9 02 gzrgaegiis:; i?:ﬁ Ilfaerzr;g;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 5 unit 401300.000,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 9 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 unit, 5 unit 826.575.500,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 9 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 unit, 3 unit, 7 jenis, 3 unit 631.620.000,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4 1 1 2 1" 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 jenis, 3 jenis, 5 jenis 329.300.000,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 11 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 tahun 290.000.000,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 1" 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 95 kali 4.170.629.000,00 BAG.UMUM
4 1 1 2 12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

4 1 1 2 12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 3 jenis 465.500.000,00 BAG.UMUM
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4 1 1 2 12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 3 jenis 340.000.000,00 BAG.UMUM

4 1 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

4 1 01 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 01 2 8 01 | SubKegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Surat 15.369.500,00 BAG.ADM.PEMBANGUNAN
4 1 01 2 8 04 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5000 Lembar 3.460.000,00 BAG.ADM.PEMBANGUNAN
4 1 01 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

4 1 01 2 6 09 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65 OK 49.860.000,00 BAG.ADM.PEMBANGUNAN
4 1 01 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4 1 01 2 7 06 | Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 11.765.000,00 BAG.ADM.PEMBANGUNAN
4 1 01 2 7 07 | Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya -

4 1 01 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

411|029 | ﬁg: dKa‘ig::a[’)‘ln;egﬁdrfggnﬁﬁ;ﬁ‘;’;ﬁ:ﬁ” Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 2 Unit 9.000.000,00 BAG.ADM.PEMBANGUNAN
4 1 01 2 9 06 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Jenis 3.450.000,00 BAG.ADM.PEMBANGUNAN
4 1 01 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4 1 01 2 5 10 | Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan -

4 1 01 2 5 11 | Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 37.043.000,00 BAG.ADM.PEMBANGUNAN
4 1 03 2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

4 1 03 2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

4 1 03 2 2 02 | Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 10 Kali 332.648.500,00 BAG.ADM.PEMBANGUNAN
4 1 03 2 2 02 | Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 113 Kali 11.560.000,00 BAG.ADM.PEMBANGUNAN
4 1 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

4 1 01 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 01 2 8 01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Surat 9.951.000,00 BAG.PEMERINTAHAN

4 1 01 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

4 1 01 2 6 09 | SubKegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 123 OK 94.855.000,00 BAG.PEMERINTAHAN
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4 1 01 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 01 9 06 | SubKegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Jenis 3.100.000,00 BAG.PEMERINTAHAN
4 1 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

4 1 02 2 1 Administrasi Tata Pemerintahan

4 1 02 2 1 01 | SubKegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan 4 Kali 33.081.500,00 BAG.PEMERINTAHAN
4 1 02 2 1 01 | Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan 44 Orang 127.125.500,00 BAG.PEMERINTAHAN
4 1 02 2 1 02 | SubKegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 10 Pilar 88.488.000,00 BAG.PEMERINTAHAN
4 1 02 2 1 03 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2 kerjasama 58.867.000,00 BAG.PEMERINTAHAN
4 1 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

4 1 03 2 2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

4 1 03 2 2 03 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 248.231.000,00 BAG.PEMERINTAHAN
4 1 03 2 2 03 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 kali 15.119.600,00 BAG.PEMERINTAHAN
4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

4 1 1 2 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

4 1 1 2 3 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5 Buku 3.645.000,00 BAG. HUKUM

4 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4 1 1 2 9 6 [F)’ienr;yseggz?aii)s:ar:gjlli_haag:sgaﬁendaraan,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan 1 Unit 7.750.000,00 BAG. HUKUM

4 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4 1 1 11 | Bimbingan Tehnik Iplementasi peraturan perundang Undangang 2 Orang 51.558.000,00 BAG. HUKUM

4 1 2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

4 1 2 2 3 Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum

4 1 2 2 3 | 002 | Fasilitasi Bantuan Hukum 2 Kordinasi 24.231.100,00 BAG. HUKUM

4 1 2 2 3 | 001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 3 Jenis 36.998.500,00 BAG. HUKUM

4 1 2 2 3 | 001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 10 Perda 299.999.200,00 BAG. HUKUM

4 1 2 2 3 03 | Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum 7 kecamatan 57.060.500,00 BAG. HUKUM

4 1 2 2 3 03 | Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum 10 Perda 44.917.500,00 BAG. HUKUM
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4 1 2 2 3 | 001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 3 Jenis 97.813.500,00 BAG. HUKUM
4 1 2 2 3 | 002 | Fasilitasai Bantuan Hukum 55 Desalkel 36.713.600,00 BAG. HUKUM
4 1 2 2 3 | 003 | Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum 1 kerja sama 34.379.000,00 BAG. HUKUM
4 1 2 2 3 | 003 | Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum 142 WL 24.687.000,00 BAG. HUKUM
4 1 2 2 3 | 002 | Fasilitasai Bantuan Hukum 1 Kasus 87.455.500,00 BAG. HUKUM
4 1 2 2 3 | 002 | Fasilitasai Bantuan Hukum 5LHP 77.491.500,00 BAG. HUKUM
4 1 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
. BAG. PROTOKOL DAN
4 1 1 2 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 surat 12.915.500,00 KOMUNIKASI PIMPINAN
4 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah
. . BAG. PROTOKOL DAN
4 1 1 2 6 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110 OH 9.753.000,00 KOMUNIKASI PIMPINAN
4 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas . BAG. PROTOKOL DAN
A0V 2] 9 ] 92 | operasional atau Lapangan 1 Unit 13.000.000,00 KOMUNIKAS! PIMPINAN
4 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
. . . BAG. PROTOKOL DAN
4 1 1 2 5 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 25.789.500,00 KOMUNIKAS! PIMPINAN
4 1 1 2 14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
g . BAG. PROTOKOL DAN
4 1 1 2 14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan 2 Jenis 177.836.000,00 KOMUNIKAS! PIMPINAN
g I ) BAG. PROTOKOL DAN
4 1 1 2 14 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2 Jenis 70.243.000,00 KOMUNIKASI PIMPINAN
) . . BAG. PROTOKOL DAN
4 1 1 2 14 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan 2 Jenis 139.872.000,00 KOMUNIKASI PIMPINAN
4 1 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4 1 01 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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4 1 01 2 8 01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat menyurat 60 Surat 7.647.400,00 BAG. PEREKONOMIAN
4 1 01 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

4 1 01 2 6 09 | SubKegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 214 OK 147.520.600,00 BAG. PEREKONOMIAN
4 1 01 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 01 2 9 02 S?nt;SK%ggztrzr; i:o Ir:]’aeln;/;ctia?zgaans:nPemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 3 Unit 7.500.000,00 BAG. PEREKONOMIAN
4 1 01 2 9 06 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9 Unit 3.100.000,00 BAG. PEREKONOMIAN
4 1 01 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4 1 01 2 5 02 | Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1 Orang 14.211.000,00 BAG. PEREKONOMIAN
4 1 02 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

4 1 02 2 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

4 1 02 2 1 01 | Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Koordinasi 19.789.000,00 BAG. PEREKONOMIAN
4 1 02 2 1 02 | SubKegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 Dokumen 72.253.000,00 BAG. PEREKONOMIAN
4 1 02 2 1 03 | Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 2 Koordinasi 68.376.500,00 BAG. PEREKONOMIAN
4 1 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

4 1 01 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 01 2 8 01 | SubKegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Surat 25.388.500,00 BAG. KESRA

4 1 01 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

4 1 01 2 6 09 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37 Kali 146.339.500,00 BAG. KESRA

4 1 01 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4 1 01 2 7 06 | Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Jenis 21.216.000,00 BAG. KESRA

4 1 01 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 01 2 9 02 Eggd};?g::agi n :Seg);e;drfggnﬁs;e;:;ege;)l;h:gr:zn, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 2 Unit 10.200.000,00 BAG. KESRA

4 1 01 2 9 06 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Jenis 2.840.000,00 BAG. KESRA

4 1 01 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4 1 01 2 5 11 | Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 29.208.000,00 BAG. KESRA
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4 | 01 | 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

4 01 | 02 2 2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

4 01 | 02 2 2 01 | SubKegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 5 Pembinaan 3.623.850.100,00 BAG. KESRA

4 01 02 2 2 01 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 5 Pembinaan 4.816.403.000,00 BAG. KESRA

4 01 | 02 2 2 01 | SubKegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 7 Kegiatan 4.978.062.200,00 BAG. KESRA

4 01 02 2 2 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 4 kali 3.079.074.000,00 BAG. KESRA

4 01 | 02 2 2 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 5638 Orang 38.148.000,00 BAG. KESRA

4 1 01 Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

4 1 01 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 01 2 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9 Jenis 13.166.000,00 BAG. ORGANISASI
4 1 01 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

4 1 01 2 6 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38 Ok 58.988.500,00 BAG. ORGANISASI
4 1 01 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 01 2 9 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit 5.500.000,00 BAG. ORGANISASI
4 1 01 2 13 Penataan Organisasi

4 1 01 2 13 1 PengelolaanKelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 26.337.800,00 BAG. ORGANISASI
4 1 01 2 13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 53.010.300,00 BAG. ORGANISASI
4 1 01 2 13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 36 OPD 59.874.000,00 BAG. ORGANISASI
4 1 01 2 13 1 PengelolaanKelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 28.124.000,00 BAG. ORGANISASI
4 1 01 2 13 1 PengelolaanKelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 27.501.000,00 BAG. ORGANISASI
4 1 01 2 13 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 36 OPD 27.132.500,00 BAG. ORGANISASI
4 1 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8 Surat 13.931.600,00 BAG. PENG. BARJAS
4 1 1 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

4 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45 0K 69.987.700,00 BAG. PENG. BARJAS
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4 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 1 2 9 2 E)T)g:gi?r?gl i?:j Ilfae[;nailsi;;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 1 Unit 7.500.000,00 BAG. PENG. BARJAS
4 1 1 2 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Jenis 1.450.000,00 BAG. PENG. BARJAS
4 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 buah 20.450.000,00 BAG. PENG. BARJAS
4 1 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4 1 1 2 5 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 134 orang 8.332.200,00 BAG. PENG. BARJAS
4 1 1 2 5 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17 OK 92.721.500,00 BAG. PENG. BARJAS
4 1 3 Perekonomian dan Pembangunan

4 1 3 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

4 1 3 2 3 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 150 Paket 228.026.000,00 BAG. PENG. BARJAS
4 1 3 2 3 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elekironik 3 Jenis 75.450.000,00 BAG. PENG. BARJAS
4 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

4 1 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4 1 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.178.691.761,00 SEK. DPRD

4 2 1 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4 02 | 01 2 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7 Orang 89.635.000,00 SEK. DPRD

4 02 | 01 2 5 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 5 Orang 23.490.000,00 SEK. DPRD

4 02 | 01 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

4 02 | 01 2 6 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Jenis 4.842.000,00 SEK. DPRD

4 02 | 01 2 6 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 Jenis 8.000.000,00 SEK. DPRD

4 02 | 01 2 6 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 Jenis 194.000.000,00 SEK. DPRD

4 02 | 01 2 6 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129/340 OK 429.231.000,00 SEK. DPRD

4 02 | 01 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4 02 | 01 2 7 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 Paket 494.270.620,00 SEK. DPRD
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4 02 | 01 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 02 | 01 2 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 398 eks SEK. DPRD
4 02 | 01 2 8 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Rekening 179.160.000,00 SEK. DPRD
4 02 | 01 2 8 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Paket/Tahun 292.551.000,00 SEK. DPRD
4 02 | 01 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 02 | o1 2 9 01 Ezgzgtri;aain IZSJi?\:Z Eaekr)r;?;i:araan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 3 Unit 48.720.000,00 SEK. DPRD
4 02 | o1 2 9 02 ggr;);ggiica:r?;l J;:S E:gr:g;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 18 Unit 65.250.000,00 SEK. DPRD
4 02 | 01 2 9 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Jenis 21.250.000,00 SEK. DPRD
4 02 | 01 2 9 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Paket 1.226.432.635,00 SEK. DPRD
4 02 | 01 2 15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

4 02 | 01 2 15 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 125 Pasang 194.400.000,00 SEK. DPRD
4 02 | 01 2 15 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up 25 Orang 113.050.000,00 SEK. DPRD
4 02 | 01 2 16 Layanan Administrasi DPRD

4 02 | 01 2 16 | 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 72 Kali 138.010.000,00 SEK. DPRD
4 | 02| 01 2 16 | 04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 36 OB 1.020.000.000,00 SEK. DPRD
4 02 | 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

4 02 | 02 2 1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

4 02 | 02 2 1 02 | Pembahasan Rancangan Perda 15 Kali 33.000.000,00 SEK. DPRD
4 02 | 02 2 1 03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 150 OH 1.611.000.000,00 SEK. DPRD
4 02 | 02 2 1 04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 4 Ranperda 600.000.000,00 SEK. DPRD
4 02 | 02 2 4 Peningkatan Kapasitas DPRD

4 | 02 | 02 2 4 02 | Bimbingan Teknis DPRD 25 Orang 944.912.500,00 SEK. DPRD
4 02 | 02 2 4 04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 36org/bin 126.000.000,00 SEK. DPRD
4 02 | 02 2 4 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 108 org/bin 378.000.000,00 SEK. DPRD
4 02 | 02 2 5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
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4 02 | 02 2 5 01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah 755 OH 66.300.000,00 SEK. DPRD
4 | 02 | 02 2 5 03 | Pelaksanaan Reses 3 Kali 1.231.550.000,00 SEK. DPRD
4 02 | 02 2 8 Fasilitasi Tugas DPRD

4 02 | 02 2 8 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 356 OK 1.756.054.000,00 SEK. DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 1 PERENCANAAN

5 1 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5 1 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5 1 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.690.035.841,00 BAPPEDA
5 1 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5 1 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5 1 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5 1 01 2 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4 orang 54.298.000,00 BAPPEDA
5 1 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

5 1 01 2 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 jnis 1.530.000,00 BAPPEDA
5 1 01 2 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 jenis 10.068.200,00 BAPPEDA
5 1 01 2 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 302 OK 352.632.800,00 BAPPEDA
5 1 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5 1 01 2 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 unit 32.002.000,00 BAPPEDA
5 1 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 1 01 2 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4500 Surat 73.637.500,00 BAPPEDA
5 1 01 2 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 rekening 64.200.000,00 BAPPEDA
5 1 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 1 01 2 09 | o1 Eg;zg(ri;in [)Jiizz ?:gfg:araan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 4 unit 21.350.000,00 BAPPEDA
5 1 01 2 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48 unit 19.250.000,00 BAPPEDA
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5 1 01 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 unit 745.000,00 BAPPEDA

5 | 01 | 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

5 01 | 02 01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

5 01 | 02 01 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 500 orang ; 2 dokumen 56.086.000,00 BAPPEDA

5 01 02 01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3 dokumen 602.817.400,00 BAPPEDA
Kabupaten/Kota

5 01 | 02 02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

5 01 02 02 | 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2 dokumen 38.960.500,00 BAPPEDA

5 01 | 02 03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

5 01 02 03 | 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 2 dokumen 8.027.000,00 BAPPEDA

5 01 | 02 03 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 12 dokumen 29.018.000,00 BAPPEDA

5 | 01 | 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 01 | 03 01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

5 | 01 | 03 01 | 01 (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 8 OPD 31.141.000,00 BAPPEDA
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan

5 | 01 | 03 01 | 05 Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50PD 38.862.000,00 BAPPEDA

5 o1 | 03 o1 | o8 Koordinasi Pelaksanagan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 10 OPD 48.147.500,00 BAPPEDA
Pembangunan Manusia

5 01 | 03 02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

5 | 01 | 03 02 | 01 (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50PD 37.203.500,00 BAPPEDA

5 o1 | 03 02 | o5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, 40PD 39.870.000,00 BAPPEDA
RPJMD dan RKPD)

5 01 | 03 03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

5 o1 | 03 03 | o1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, 6 OPD 43.465.500,00 BAPPEDA
RPJMD dan RKPD)
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5 01 03 2 03 | o5 Fggjggéigﬁ&)sjzgza}g}?;gmen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 8 OPD 33.718.500,00 BAPPEDA
5 | 02 KEUANGAN

5 | 02 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5 2 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5 2 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.596.126.597,00 BPKAD
5 02 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 | 02 | 01 2 08 | 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5500 surat 398.642.400,00 BPKAD
5 02 | 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 | 02 | 01 2 08 | 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17 unit 4.800.000,00 BPKAD
5 02 | 01 2 06 | 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 Jenis 3.930.000,00 BPKAD
5 | 02 | 01 2 06 | 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 288 kali 253.059.500,00 BPKAD
5 | 02 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5 02 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5 02 | 01 2 07 | 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8 Unit 6.770.375,00 BPKAD
5 02 1 2 7 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 jenis 184.536.400,00 BPKAD
5 02 | 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 02 | 01 2 09 | 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Gedung 29.848.000,00 BPKAD
5 02 | o1 2 09 | 01 lf;ndy;iE:rB }J:::Jzir:g:]haraan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 24 unit 44.500.000,00 BPKAD
5 02 | o1 2 09 | 11 le?r:rrl]ey)gharaan/RehabiIitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 62 unit 32.950.000,00 BPKAD
5 | 02 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5 02 | 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5 02 | 01 2 05 | 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8 org 101.479.000,00 BPKAD
5 | 02 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5 02 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
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5 | 02 | 01 2 02 | 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37 SKPD 12 Laporan 331.527.500,00 BPKAD
5 | 02 | 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 02 | 02 2 01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5 02 | o 2 o1 | 07 Fz%(};?:;]?asri ia;BPDenyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 2 Kali, 1 Dokumen 637.303.500,00 BPKAD
5 02 | o2 2 01 | o8 [})(;;;dri]ntizitgsg Es:j)gi)zurginpierﬁzgﬂgz Rggrgh tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala 2 dok 463.487.500,00 BPKAD
5 02 | 02 2 02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5 2 2 2 2 |3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 1 Perda
5 | 02 | 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 02 | 02 2 03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
5 02 | 02 2 03 | 05 | Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 1 dok 635.531.500,00 BPKAD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5 02 | o2 2 05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan
Daerah
5 02 | 02 2 05 | 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 1 Keg 165.654.800,00 BPKAD
5 | 02 | 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5 02 | 03 2 01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
5 | 02 | 03 2 01 | 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 10 SKPD 133.928.900,00 BPKAD
5 02 3 2 01 | 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 5 dokumen 317.959.100,00 BPKAD
5 02 | 03 2 01 | 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 4 DOK 12.307.000,00 BPKAD
5 02 | 03 2 01 | 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Perbup 179.823.000,00 BPKAD
5 | 02 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5 02 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5 02 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.030.289.189,00 BAPENDA
5 02 | 01 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5 02 | 01 2 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400 surat 199.722.000,00 BAPENDA
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5 02 | 01 2 8 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 rekening 75.000.000,00 BAPENDA
5 02 | 01 2 8 04 | Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor 1 orang 4.800.000,00 BAPENDA
5 02 | 01 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 02 | o1 2 9 02 gzrgaegiis:; i?:ﬁ Ilfaerzr;g;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 15 Unit 34.600.000,00 BAPENDA
5 02 | 01 2 9 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 jenis 9.375.000,00 BAPENDA
5 02 | 01 2 9 09 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 1 gedung 6.050.000,00 BAPENDA
5 02 | 01 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

5 02 | 01 2 6 01 | Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3 jenis 950.000,00 BAPENDA
5 02 | 01 2 6 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7 jenis 862.000,00 BAPENDA
5 02 | 01 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 231 kali 180.178.000,00 BAPENDA
5 02 | 01 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5 02 | 01 2 7 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 2 jenis 19.669.000,00 BAPENDA
5 02 | 02 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5 02 | 02 2 5 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6 orang 58.739.500,00 BAPENDA
5 02 | 04 Pengelolaan Pendapatan Daerah

5 02 | 04 2 1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

5 02 | 04 2 1 01 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah 4 jenis 554.947.000,00 BAPENDA
5 02 | 04 2 1 03 | Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah 7 kali 9.929.000,00 BAPENDA
5 02 | 04 2 1 04 | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah 7 jenis 265.750.000,00 BAPENDA
5 02 | 04 2 1 05 | Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak daerah 1 dokumen 4.850.000,00 BAPENDA
5 02 | 04 2 1 06 | Pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan Basis data Pajak Daerah 1 sistem , 5 jenis 88.185.000,00 BAPENDA
5 02 | 04 2 1 08 | Penetapan wajib pajak daerah 1 dokumen 34.600.000,00 BAPENDA
5 02 | 04 2 1 10 | Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah 4 laporan 31.614.000,00 BAPENDA
5 | 02 | 04 2 1 11 | Penagihan Pajak Daerah 19 kali 392.156.500,00 BAPENDA
5 02 | 04 2 1 13 | Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah 11 kali 39.350.000,00 BAPENDA
5 2 3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
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5 2 3 2 1 Pengelolaan Barang Milik Daerah

5 2 3 2 1 01 | Penyusunan Standar Harga 1 buku 111.481.500,00 BAG.UMUM
5 | 03 KEPEGAWAIAN

5 | 03 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5 03 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5 03 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.810.749.968,00 BKPSDM
5 03 | 01 2 5 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5 03 | 01 2 5 09 | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 24 orang 126.206.000,00 BKPSDM
5 03 | 01 2 5 10 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan 150 orang 14.371.000,00 BKPSDM
5 03 | 01 2 6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5 03 | 01 2 6 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga 2 jenis 7.711.200,00 BKPSDM
5 03 | 01 2 6 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 142 orang (102,40) 208.489.500,00 BKPSDM
5 03 | 01 2 7 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5 | 03 | 01 2 7 05 | Pengadaan Mebel 9 unit 18.440.000,00 BKPSDM
5 03 | 01 2 7 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10 unit 80.962.500,00 BKPSDM
5 03 | 01 2 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 03 | 01 2 8 01 | Penyediaan jasa surat menyurat 3780 eks 107.144.600,00 BKPSDM
5 03 | 01 2 9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 03 | o1 2 9 02 g?)r;);zgiig:; i?:ﬁ E:[Tailsi;;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 19 unit (10,9) 23.801.000,00 BKPSDM
5 03 | 01 2 9 10 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 21 unit 8.145.000,00 BKPSDM
5 | 03 | 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

5 03 | 02 2 1 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

5 03 | 02 2 1 02 | Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN 2 dokumen 22.253.500,00 BKPSDM
5 03 | 02 2 1 03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 276 orang (108,168) 435.483.400,00 BKPSDM
5 03 | 02 2 1 06 | Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian 125 orang 86.309.350,00 BKPSDM
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5 03 | 02 2 1 08 | Fasilitasi lembaga profesi ASN 174 orang 7.804.000,00 BKPSDM
5 03 | 02 2 1 11 | Pengelolaan data kepegawaian 2 dokumen 5.948.600,00 BKPSDM
5 03 | 02 2 2 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
5 03 | 02 2 2 01 | Pengelolaan mutasi ASN 281 orang 475.332.700,00 BKPSDM
5 03 | 02 2 2 02 | Pengelolaan kenaikan pangkat ASN 950 orang 161.650.800,00 BKPSDM
5 03 | 02 2 2 03 | Pengelolaan promosi ASN 3 dokumen 23.645.300,00 BKPSDM
5 03 | 02 2 3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
5 03 | 02 2 3 04 | Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN 33 orang (31,2) 128.175.000,00 BKPSDM
5 03 | 02 2 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5 03 | 02 2 02 | Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur 3000 orang 24.684.500,00 BKPSDM
5 03 | 02 2 4 04 | Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai 300 orang 44.267.000,00 BKPSDM
5 | 03 | 02 2 4 07 | Pembinaan disiplin ASN 0,972 13.387.600,00 BKPSDM
5 | 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 | 04 | 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 04 | 02 2 2 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5 |oa o] 2] 2|0 Eig‘;‘fgi’;?glfggzpnf’rggﬁ]‘;’:?a?]gsr"aj‘;%g‘t‘ﬁens' bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan fingg, jabatan 328 orang (168,10,150) 2.220633.000,00 BKPSDM
5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 | 05 | 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 | 02 2 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian

Peraturan
5 05 | 02 2 01 | 14 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 1 dokumen 13.290.000,00 BAPPEDA
5 05 | 02 2 04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5 05 | o2 2 04 | 02 ggé(;:;adna_?eiir;%;?an Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan 1 dokumen 32.479.000,00 BAPPEDA
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 | 01 INSPEKTORAT DAERAH
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6 1 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6 1 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6 1 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.119.663.358,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 2 6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

6 1 1 2 6 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Jenis 11.049.424,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 2 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 34 Kali 156.435.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 2 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6 1 1 2 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1500 Surat/Laporan 50.325.400,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 2 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 2 Rekening -

6 1 1 2 8 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Orang 9.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 2 9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6 1 1 2 9 2 \li’:gg;(:]iaan Jasa Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas 7 Unit 6.450.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 2 9 5 | Pemeliharaan Mebel 15 Unit 2.750.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 2 9 6 | Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya 27 Unit 20.405.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 2 9 9 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya 1 Kantor 35.273.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 2 7 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6 1 1 2 7 5 | Pengadaan Mebel 4 Unit 99.488.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 2 7 6 Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya 7 Unit 35.365.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 2 5 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

6 1 1 2 5 9 Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi 36 Orang 855.180.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 2 5 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan 36 Orang 436.064.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan

6 1 2 2 1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

6 1 2 2 1 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 38 LHP 556.226.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 2 1 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 7 Laporan 158.209.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 2 1 3 | ReviuLaporan Kinerja 54 LHP 185.935.500,00 INSPEKTORAT DAERAH
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6 1 2 2 1 4 Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 28.800.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 2 1 5 | Pengawasan Desa 7 Laporan 170.225.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 2 1 6 | Kerjasama Pengawasan Internal 3 Laporan 25.535.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 2 1 7 %Slrgtorlng & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 3 Laporan 192.835.500,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 2 1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

6 1 2 2 1 1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 5 Laporan 35.975.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 2 1 2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 40 Laporan 782.311.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

6 1 3 2 1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

6 1 3 2 1 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 1 Dokumen

6 1 3 2 1 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 1 Laporan 38.698.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 3 2 2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

6 1 3 2 2 1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 7 Laporan 107.766.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 3 2 2 2 Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 6 Laporan 67.307.500,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 3 2 2 3 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 Laporan 382.183.850,00 INSPEKTORAT DAERAH
6 1 3 2 2 4 | Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 1 Dokumen 137.594.500,00 INSPEKTORAT DAERAH
7 UNSUR KEWILAYAHAN

710 KECAMATAN BARRU

7010 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

7 01 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7 01 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.437.273.148,00 KEC. BARRU
710 |01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1ot | 01| 2 | 08| o1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22 Jenis, g;%ki’:‘gba“ 1201 646.900.950,00 KEC. BARRU

7 1 01|01 | 2 | 08| 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik WiiSpeedy : 5 Rek AT+ 1 Rek 36.540.000,00 KEC. BARRU
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7 01 01 2 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6 Orang 28.800.000,00 KEC. BARRU
7 01 | 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7 01 | 01 2 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Jenis 10.200.000,00 KEC. BARRU
7 01 01 2 09 2 g?)r;);zgiig:; i?:ﬁ E:[Taigr;a:]raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Uﬁ?nﬁ?fﬁi?%g%?;zd%t.aé : 86.000.000,00 KEC. BARRU
7 101 |01 2 09 | 05 | Pemeliharaan Mebel 3 Jenis 959.000,00 KEC. BARRU
7 01 01 2 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6 Jenis 15.779.770,00 KEC. BARRU
7 01 | 01 2 09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 Jenis 3.872.500,00 KEC. BARRU
7 01 | 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7 01 | 01 2 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 Jenis 3.056.400,00 KEC. BARRU
7 01 | 01 2 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 Jenis 14.880.000,00 KEC. BARRU
7 01 01 2 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1080 OK, 1584 OK, 220 OK, 100.402.800,00 KEC. BARRU
7 01 | 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7 01 01 2 07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24 Unit 118.661.000,00 KEC. BARRU
7 01 | 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7 01 01 2 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9 orang 39.453.500,00 KEC. BARRU
7 |01 | 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 | 02 2 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7 01 02 2 01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10 Des/Kel 10.254.000,00 KEC. BARRU
7 o1 | 02 2 02 Penyelenggaraan l!rusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat

Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 02 2 02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 SOP 733.100,00 KEC. BARRU
7 10103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 | 03 2 02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7 o1 | 03 2 02 | o1 Ezlr:jpgtl](:rt]an Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 10 kegiatan 92.676.500,00 KEC. BARRU
7 01 03 2 02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 12 Unit 1.464.219.300,00 KEC. BARRU
7 01 | 03 2 02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19Klp 285.780.450,00 KEC. BARRU
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7 |01 | 03 2 02 | 04 | EvaluasiKelurahan 10 Des/Kel 3.558.000,00 KEC. BARRU

7 01 | 03 2 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

7 01 | 03 2 03 | 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 84 Lembaga 201.690.000,00 KEC. BARRU

7 |01 | 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

7 01 | 04 2 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

7 01 04 2 01 01 \S/:r%glltadsl \c/i\zlr;gyzr;] }l(é%glriz;gr:\legara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 10 aduan 21.740.000,00 KEC. BARRU

7 101 KECAMATAN TANETE RILAU

7 (01|01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

7 01 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7 101 |01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.161.810.170,00 KEC. TANETE RILAU
7 01 | 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7 01 | 01 2 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8 orang 38.347.500,00 KEC. TANETE RILAU
7 01 | 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

7 01 | 01 2 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Jenis 1.711.000,00 KEC. TANETE RILAU
7 01 | 01 2 06 | 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga 18 jenis 4.214.725,00 KEC. TANETE RILAU
7 01 01 2 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 Jenis 6.960.000,00 KEC. TANETE RILAU
7 |01 01| 2 | 06| 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 je"is'ofgnrgfr’gggg%'ﬁmba“38 110912.100,00 KEC. TANETE RILAU
7 01 | 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 01 | 01 2 07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8 jenis 31.493.400,00 KEC. TANETE RILAU
7 01 | 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1ot | 01| 2 | 08| o1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 je"is'ofgn’gfréggg%'ﬁmba“?’g 249.271.650,00 KEC. TANETE RILAU
7 01 01 2 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Wife 3 rek. Air. 2 rek. 3 rek 32.820.000,00 KEC. TANETE RILAU
7 01 | 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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7 1ot ot ] 2 |oo] 2 g‘;’)’;{giﬁﬁ;‘l s f:gﬁggfaa"' Biaya Pemelinaraan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas roda 4 : 3 unit roda 2 : 3 unit 22.555.000,00 KEC. TANETE RILAU
7 101 |01 2 09 | 05 | Pemeliharaan Mebel 3 Jenis 2.340.890,00 KEC. TANETE RILAU
7 01 01 2 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 paket 13.827.000,00 KEC. TANETE RILAU
7 01 | 01 2 09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 Jenis 6.550.000,00 KEC. TANETE RILAU
7 |01 | 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 | 02 2 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7 01 | 02 2 01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10 Des/Kel 6.792.000,00 KEC. TANETE RILAU
7 o1 | 02 2 02 Penyelenggaraan l!rusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat

Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 | 02 2 02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 SOP 431.600,00 KEC. TANETE RILAU
7 |01 | 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 | 03 2 02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7 01 03 2 02 | o Eglr:]i?agrll(:;an Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 10 kegiatan 148.096.400,00 KEC. TANETE RILAU
7 01 | 03 2 02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 6 paket 642.400.000,00 KEC. TANETE RILAU
7 01 03 2 02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24 orang 57.600.000,00 KEC. TANETE RILAU
7 |01 | 03 2 02 | 04 | EvaluasiKelurahan 10 Des/Kel 6.528.000,00 KEC. TANETE RILAU
7 01 | 03 2 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7 01 | 03 2 03 | 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 22 Lembaga 52.800.000,00 KEC. TANETE RILAU
7 101 | 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7 01 | 04 2 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7 01 04 2 01 01 \S/S;Igltad? \c/i\zlr;gyaar;] T(Z%c;lriiiaatra\r:\legara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 1 unit 19.920.800,00 KEC. TANETE RILAU
710 KECAMATAN TANETE RIAJA
7 1 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7 01 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7 101 |01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.111.174.287,00 KEC. TANETE RIAJA
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7 1 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

71 1| 01| 2 | 08| o1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26408 ’sséé%ngigz.ozo 144.242.100,00 KEC. TANETE RIAJA
7 1 01 2 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 rekening 26.700.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7 1 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 01 2 09 2 ggr;);ggiica:r?;l J;:S E:gr:g;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Roda4:3 USir:ifi Roda2: 4 27.100.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7 1 01 2 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6 jenis 4.686.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7 1 01 2 09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 jenis 3.000.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7 1 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

7 1 01 2 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 65 buah 1.403.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7 1 1 2 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11 jenis, 10 kali, 7 lusin 3.660.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7 1 01 2 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 Jenis 5.100.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7011 o1 | 2 | 06| 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 480K 444 0K 526 0K, 434 149.309.200,00 KEC. TANETE RIAJA
7 1 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 01 2 07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 Jenis 13.082.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7 1 01 2 07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 1.700.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7 1 01 2 07 5 | Pengadaan Mebel 2 jenis 8.000.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7 1 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7 1 01 2 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30K 35.277.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7 |01 | 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

7 01 | 04 2 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

7 01 04 2 01 01 \S/:riglt?j? \c/i\zlnagyzr;] T(iiglﬁzgr:\legara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 168 Oranglgbmull?;r,a‘ jenis,51 12.715.500,00 KEC. TANETE RIAJA
7 101 | 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 01 | 02 2 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 01 | 02 2 01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 DesalKel. 3.954.000,00 KEC. TANETE RIAJA
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Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7 01 | 02 2 02 .

Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 | 02 2 02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 SOP 500.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7 01 | 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 01 | 03 2 02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7 01 03 2 02 | o Eglr:]i?agrll(:;an Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 13 Kegiatan 98.435.700,00 KEC. TANETE RIAJA
7 01 | 03 2 02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2 Paket/unit 260.432.938,05 KEC. TANETE RIAJA
7 01 03 2 02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 kelompok 89.565.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7 01 | 03 2 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan
7 01 | 06 2 01 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemsyarakatan 4 kegiatan 20.618.000,00 KEC. TANETE RIAJA
7 01 KECAMATAN PUJANANTING
7 01 | 01 2 08 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7 01 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7 01 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.997.237.822,00 KEC. PUJANANTING
7 01 | 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7 1ot | 01| 2 | 08| o1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat R °ra”(J9r’aﬁg Jorts, 8020, 27 142.493.800,00 KEC. PUJANANTING
7 | o1 | 01| 2 | 08| 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Wil 1 Rek A 2 Rk Listk 2 15.360.000,00 KEC. PUJANANTING
7 01 01 2 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 orang 100 % 4.800.000,00 KEC. PUJANANTING
7 01 | 01 2 08 | 03 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8 unit 3.250.000,00 KEC. PUJANANTING
7 01 | 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7 01 01 2 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4: 3 unit, roda 2: 2 unit 20.950.000,00 KEC. PUJANANTING
7 01 | 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7 01 01 2 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Jenis 1.973.500,00 KEC. PUJANANTING
7 01 | 01 2 06 | 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga 2 unit 1.060.000,00 KEC. PUJANANTING
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7 01 01 2 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 3 Jenis 3.060.000,00 KEC. PUJANANTING
7 01 | 01 2 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18 ok, 8342 ok/oh 75.752.500,00 KEC. PUJANANTING
7 01 | 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7 01 01 2 07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 2 Jenis 19.500.000,00 KEC. PUJANANTING
7 01 | 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7 01 01 2 05 | 09 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 orang 26.426.000,00 KEC. PUJANANTING
7 01 | 02 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7 01 | 02 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7 01 02 2 01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 Des/Kel 8.612.800,00 KEC. PUJANANTING
7 o1 | 02 2 02 Penyelenggaraan Qrusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat

Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 | 02 2 02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 SOP 105.000,00 KEC. PUJANANTING
7 01 | 03 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
7 01 | 03 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7 01 | 03 02 02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 unit 322.000.000,00 KEC. PUJANANTING
7 01 03 02 02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 jenis 3.000.000,00 KEC. PUJANANTING
7 101 |03 | 02 | 02| 04 | EvaluasiKelurahan 7 DesalKel 550.000,00 KEC. PUJANANTING
7 01 | 03 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7 01 03 02 03 | 01 | Penyelenggaraan lembaga Kemasyarakatan 11 Kegiatan 122.515.400,00 KEC. PUJANANTING
7 01 | 04 Ketentraman Dan Ketertiban Umum
7 01 | 04 2 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7 o1 | o4 02 01 01 \S/E;Lg;lte:jsl S\zlr;gyaar;] If(z;;c;lriTs]i;r;r:\legara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 10 aduan 16.200.000,00 KEC. PUJANANTING
710 KECAMATAN SOPPENG RIAJA
7 1 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7 01 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7 101 |01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.094.120.932,00 KEC. SOPPENG RIAJA
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7 1 01 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7 1 01 2 5 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 2 orang 26.426.000,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 1 01 2 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7 1 01 2 6 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 Jenis 8.400.000,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 1 01 2 6 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13 0K 81.329.200,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 1 01 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7 1 01 2 7 05 | Pengadaan Mebel 6 Jenis 15.425.000,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 1 01 2 7 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 unit 28.120.000,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 1 01 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7 1 01 2 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 paket 109.597.300,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 1 01 2 8 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Rekening 28.200.000,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 1 01 2 8 03 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.550.000,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 1 01 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
7 1 01 2 9 02 gzgzgiigsgl i?:j Ilfae[;nailsi;;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 11 Unit 33.350.000,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 1 01 2 9 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 unit 2.318.300,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 101 | 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 | 02 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7 01 02 2 1 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 Desa/Kelurahan 4.052.400,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 o1 | 02 2 2 Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat

daerah yang ada di Kecamatan
7 101 | 02 2 2 | 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 7 Desal/Kelurahan 331.300,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 01 | 02 2 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
7 01 | 02 2 4 01 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha 7 DesalKelurahan 241.500,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 |01 | 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
7 01 | 03 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7 01 03 2 2 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 1 Kegatan 75.951.000,00 KEC. SOPPENG RIAJA

Kelurahan
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7 01 03 2 2 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2 Paket 589.508.680,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 01 | 03 2 2 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Kelompok 110.491.000,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 01 | 03 2 2 04 | EvaluasiKelurahan 7 Desa/Kelurahan 3.746.400,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 01 | 03 2 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

7 01 | 03 2 3 01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 14 Aduan 96.000.000,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 |01 | 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

7 01 | 04 2 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

7 01 04 2 1 01 \S/Ezglsgﬁv?lgr;gﬁnK}:isﬂz:: Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 1 Kegiatan 17.080.000,00 KEC. SOPPENG RIAJA
7 101 KECAMATAN BALUSU

7 1 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7 101 |01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.708.841.952,00 KEC. BALUSU

7 1 1 2 5 Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah

7 1 1 2 5 9 | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 5 orang 30.343.500,00 KEC. BALUSU

7 1 1 2 6 Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

7 1 1 2 6 1 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganan bangunan kantor 13 Jenis 912.000,00 KEC. BALUSU

7 1 1 2 6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 Jenis 598.000,00 KEC. BALUSU

7 1 1 2 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 Jenis 1.320.000,00 KEC. BALUSU

7 1 1 2 6 9 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 466 OK 74.831.400,00 KEC. BALUSU

7 1 1 2 7 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah

7 1 1 2 7 10 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 4 Jenis 21.405.000,00 KEC. BALUSU

7 1 1 2 7 05 | Pengadaan Mebel 28 unit 6.500.000,00 KEC. BALUSU

7 1 1 2 8 Penyedia Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah

7011 1] 2| 8| 1 | PenyedaanJasa Surat menyurat 30 jenis, 9'5(1% '2:536 Pegawai, 123.294.400,00 KEC. BALUSU

7 1 1 2 8 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Telepon : 2 rek, Listrik : 2 rek 21.417.720,00 KEC. BALUSU
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7 1 1 2 8 6 Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Orang 9.600.000,00 KEC. BALUSU
7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

7 1 1 2 9 8 g?)r;);zgii(a:sglj:ts; ;;;r)r;lg;anraan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan, kendaraan dinas 10 Unit 15.465.020,00 KEC. BALUSU
7 1 1 2 9 9 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 12 unit 1.350.000,00 KEC. BALUSU
7 1 1 2 9 5 | Pemeliharaan mebel 2 unit 527.750,00 KEC. BALUSU
7 1 1 2 9 9 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 2 Unit 4.515.650,00 KEC. BALUSU
7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat kecamatan

7 1 2 2 1 2 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahaan Di Tingkat Kecamatan 6 DesalKel 2.380.000,00 KEC. BALUSU
7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

7 1 3 2 2 Pemberdayaan kelurahan

7 1 3 2 9 1 Eeelzirr;%lga:]tan pertisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di 1 Paket 104.880.300,00 KEC. BALUSU
7 1 3 2 2 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1 Paket 195.378.250,00 KEC. BALUSU
7 1 3 2 2 3 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan 33 Klp 154.621.750,00 KEC. BALUSU
7 1 3 2 2 4 | Evaluasi Kelurahan 2.380.000,00 KEC. BALUSU
7 1 3 2 3 Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

7 1 3 2 3 5 Penyelenggaraan lembaga-lembaga Kemasyarakatan 4 Kali 36.600.000,00 KEC. BALUSU
7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

7 1 4 2 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

7 1 4 2 1 1 Sinergitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kecamatan 14 Org 14.752.000,00 KEC. BALUSU
710 KECAMATAN MALLUSETASI

7 1 01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7 101 |01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.840.099.646,00 KEC. MALLUSETASI
7 1 01 2 08 Penyedia Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah
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7 1 01 2 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 jenis 300.457.100,00 KEC. MALLUSETASI
7 1 01 2 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 132 rekening 42.967.416,00 KEC. MALLUSETASI
7 1 01 2 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18 unit 13.700.000,00 KEC. MALLUSETASI
7 1 01 2 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5 orang 24.000.000,00 KEC. MALLUSETASI
7 1 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

7 1 01 2 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5 jenis 10.920.000,00 KEC. MALLUSETASI
7 1 01 2 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 203.360.400,00 KEC. MALLUSETASI
7 1 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 01 2 09 | 02 gzrgaegiis:; i?:ﬁ Ilf:gr;g;raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 97 unit 54.349.994.00 KEC. MALLUSETAS|
7 1 01 2 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 unit 14.050.000,00 KEC. MALLUSETASI
7 1 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

7 1 01 2 07 7 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8 jenis 123.784.200,00 KEC. MALLUSETASI
7 1 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7 1 01 2 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 5 orang 28.850.000,00 KEC. MALLUSETASI
7 |01 | 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

7 01 | 03 02 02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

7 01 03 02 02 | o1 IIi’;rl]irr;;cal(aantan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di 8 desalkel 110.348.500,00 KEC. MALLUSETASI
7 01 | 03 02 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarkatan Tingkat Kecamatan

7 01 03 02 03 | 01 | Penyelenggaraan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan 4 lembaga 190.653.600,00 KEC. MALLUSETASI
7 101 | 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

7 01 | 04 | 02 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

7 o1 | o4 02 01 01 \?ei;r;t?lzgilt?jisvsﬁ:?aar?liec‘;(r)rl]i:it:: Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi 1 unit 18.704.000,00 KEC. MALLUSETAS|
7 |01 | 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

7 01 | 03 02 02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

7 01 | 03 02 02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 6 UNIT 837.220.521,00 KEC. MALLUSETASI

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021



Hal. 190

7 1 01| 03| 02 | 02| 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 KLP 212.173.600,00 KEC. MALLUSETASI
7 101 | 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7 01 | 02 2 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7 01 02 2 01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8 desa /kel 4.690.000,00 KEC. MALLUSETASI
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 | 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 | 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8 01 | 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8 | 01 | 01 2 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.688.965.963,00 BADAN KESBANGPOL
8 01 | 01 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
8 01 01 2 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. 8 Orang 59.872.500,00 BADAN KESBANGPOL
8 1 01 2 66 Administrasi Umum Perangkat Daerah.
8 01 01 2 6 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 5 Jenis 1.482.500,00 BADAN KESBANGPOL
8 01 | 01 2 6 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10 Jenis 1.703.500,00 BADAN KESBANGPOL
8 01 | 01 2 6 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 329 Kali 136.333.200,00 BADAN KESBANGPOL
8 01 | 01 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah.
8 01 | 01 2 7 01 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 5 Jenis 31.043.600,00 BADAN KESBANGPOL
8 01 | 01 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8 01 | 01 2 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 210 Surat 43.903.000,00 BADAN KESBANGPOL
8 01 01 2 8 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Jenis 18.600.000,00 BADAN KESBANGPOL
8 01 | 01 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8 01 01 2 9 01 Eg;zitri;aaar\]n DJ;.:&; ?aekr;r;ﬂ]i:éraan, biaya Pemelharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 5 Unit 37.391 520,00 BADAN KESBANGPOL
8 01 | 01 2 9 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 4 Unit 1.000.000,00 BADAN KESBANGPOL
8 | 01 | 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA
8 o1 | 02 2 1 Perumusan Kebijakan Tekhnis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan

Karakter Kebangsaan.
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02

03

Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan.

100 Orang

20.435.500,00

BADAN KESBANGPOL

03

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

03

Perumusan Kebijakan Tekhnis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi
Politik.

03

03

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi di Daerah.

63 Ormas/Orpol

524.639.650,00

BADAN KESBANGPOL

04

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

04

Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

04

03

Pelaksaanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

55 Ormas

8.300.000,00

BADAN KESBANGPOL

04

05

Pelaksaanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

55 Ormas

32.785.600,00

BADAN KESBANGPOL

05

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN
BUDAYA.

05

Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan
Budaya.

05

04

Pelaksaanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunanan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah.

200 Orang

54.501.900,00

BADAN KESBANGPOL

06

PROGRAM PENINGKATAAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

06

Perumusan kebijakan tekhnis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial.
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Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang

8 01 | 06 04 | Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antara Negara, Fasilitasi 8 Tim 112.614.100,00 BADAN KESBANGPOL
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penaganan Konflik di Daerah.
8 01 06 06 | Pelaksanaan Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota. 7 Fokmas / Forkopimda 161.548.800,00 BADAN KESBANGPOL

JUMLAH TOTAL

838.866.068.041,93
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4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan
Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Peruntukan belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam
bentuk gaji dan tunjangan, hal yang terkait dengan tambahan
penghasilan PNS disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Belanja bunga diperuntukan bagi pembayaran kewajiban pinjaman
daerah yang terdiri dari hutang

Belanja Bantuan Sosial diperuntukan kepada bantuan organisasi
kemasyarakatan, bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dan
bantuan sosial kepada masyarakat dan seterusnya.

Belanja Tidak terduga diperuntukan untuk belanja kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan
Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2021

PLAFON ANGGARAN
NO. URAIAN SEMENTARA
(Rp.)

1 | Belanja Pegawai 427.046.274.110
2 | Belanja Barang dan Jasa 289.386.067.823
3 | Belanja Bunga 3.191.298.036
4 | Belanja Subsidi -
5 | Belanja Hibah 14.804.220.650
6 | Belanja Bantuan Sosial -
7 | Belanja Modal 107.629.505.459
8 | Belanja Tidak Terduga 12.083.800.456
9 | Belanja Bagi Hasil -
10 | Belanja Bantuan Keuangan 107.273.105.747

TOTAL 961.414.272.281
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BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah, yang terkait dengan sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya baru dapat diketahui
setelah akhir tahun anggaran. Sementara pengeluaran pembiayaan
daerah, dialokasikan pada penyertaan atau investasi daerah dan
pembayaran hutang.

Tabel 5.1

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021

PLAFON
ANGGARAN
NO. URAIAN
SEMENTARA
(Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. | Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 10.183.000.000

6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan -

6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -

6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah -

6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 10.183.000.000

6.2. | Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan

6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah 3.000.000.000

6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 3.053.031.264

6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.053.031.264

Pembiayaan Neto 4.129.968.736
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PENUTUP

Demikianlah Prioritas Plafon Anggatan Sementara (PPAS) APBD Tahun
Anggaran 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja

Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Barru, Oktober 2020

PIMPINAN DPRD P1t. BUPATI BARRU
KETUA
LUKMAN. T Ir. H. NASRUDDIN. AM, M.Si
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TABEL 3.4

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Keaiat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| fi€9iatan
Capaian Capaian

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANGBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Ket

Sekolah Dasar

Sekolah

1 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan pelayanan administrasi o . . . Jumlah ASN yang ditingkatkan Disiplin dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang mengikuti
1 | PEMERINTAHAN DAERAH perkantoran 100%  |Adminisirasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kapasitas SOM 5 Orang Berdasarkan Tugas dan Fungsi diklatkursus S orang Barmu
Cakupan pelayanan sarana dan 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Sub Jenis Administrasi Umum Perangkat 3 Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah pengadaan perlengkapan 3 Jenis, 10 jonis Barru
prasarana aparatur Daerah Kantor gedung kantor
Persentase jumlah staf yang mengikuti o Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
diklat teknis/fungsional 100% Konsultasi SKPD Jumlah pengadaan peralatan kantor 54 OK Barru
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyal Jumiah ASN yang menglkutl rakor dan 4 Jenis Barru
konsultasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Sub Jenis Pengadaan Barang Milik . .
Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Jenis Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan mebeleur kantor 8 Jenis Bamu
Penye«ﬁaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Sub Jenis Penygdlaan Jasa Penunjang 3 Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis penyediaan jasa surat |4 Jenis, 150 org, 600 org, Barru
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah menyurat 1 dok
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah jenis penyediaan jasa 3 Jenis Barru
Daya Air dan Listrik komunkasi, air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumiah Jasa Kebersihan dan pelayanan 4 Orang Barru
keamanan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Sub Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2 Jenis Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Jumlah kendaraan operasional 53 Unit Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau P
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | Jumlah jenis pemeliharaan/ rehabilitasi .
h 4 Jenis Barru
dan Bangunan Lainnya gedung kantor
PROGRAM PENGELOLAAN R PR Pengelelolaan Pendidikan Anak Usia Dina  |Jumlah lembaga PAUD yang memiiki Gedung Pembangunan Gedung/Ruang Jumlah Unit Gedung Sekolah PAUD )
Lemb
2 |PENDIDIKAN Jumiah PAUD 3 92 | pAUD) Permanen Slembaga | 1ac/Ruang Guru PAUD terbangun 2 Uit Tersebar
APK SD/SDLB 100,00% Persentase Lembaga PAUD yang difasilitasi BOP 100% Pembangunan Sarana, Prasarana dan Jumiah PAUD yang d|adakan'Sarana 10 SP Tersebar
Utilitas PAUD dan Prasaranan Bermain
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang
o
APK SMP/Paket B 100,00% PAUD mendapatkan BOP PAUD 6542 Orang Kab.Barru
Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 100,00% Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Cakupan Pendidik EAUD.yang 655 Orang Tersebar
mendapatkan insentif
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga —
Cakupa|.1 Angka mele.k aksara penduduk 96,70% Kependidikan pada Satuan Pendidikan Jumlah Guru PAUP yang mengiku 200 Orang Tersebar
usia dewasa usia 15-59 tahun Pelatihan
PAUD
Rasio guru/murid per kelas Pendidikan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen . 7 Dokumen, 250 ORG,
Dasar 0,045 PAUD Jumlah Dokumen PAUD yang dibukukan 22 GUGUS Kab.Barru
Jumlah PTK yang menerima sertifikasi 1360 Orang  |Pengelelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Angka Lulusan SD/MI 100% Pembangunan Ruang GuruKepala Jumiah Ruang Guru/Kepala Sekolah 4 Ruang Kab.Barru
Sekolah/TU yang terbangun
Jumlah PTK yang berijasah $1/D4 1765 Orang Jumiah Jenis Pengelolaan Sistem Pendidikan 3 Jenis Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Jumlah Ruang UKS SD yang terbangun 2 Ruang Kab.Barru
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kegiatan
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian 9
Capaian Capaian
Cakupan Satuan Pendidikan Jumlah Taman, Lapangan Upacara,
. . o Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis o Pembangunan sarana, Prasarana dan Fasilitas Parkir dan pagar SD yang . .
menerapkan Manajemen Berbasis 100% 100% - N 4 Unit, 2 unit Kab.Barru
Sekolah (MBS) Keluarga utilitas Sekolah terbangun-Jumlah Sarana Air
Bersih/Sanitary SD yang terbangun
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Jumlah Rumah Dinas Sekolah SD yang "
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah terbangun 2 Unit Kab Barru
Rehabiltasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah RK SD yang direhabiltasi 8RK Kab.Barru
Sekolah
Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel SD 10 Set Kab.Barru
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Buku Teks/Pelajaran SD 5 Set Kab.Barru
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Jumlah SP yang mengelola BOS SD 198 SP Kab.Barru
Sekolah Dasar
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa| Jumlah Alat Praktik dan Peraga SD 1 Jenis Kab.Barru
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian | Jumlah Siswa yang mengikuti UAS/UAN y
Bagi Peserta Didik SDMI 6925 Siswa Kab.Barru
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi o
Satuan Pendidikan Dasar Jumlah SD yang terakreditasi 199 SP Kab.Barru
. ’ - Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade
sPi(:meaaan minat, bakat, dan kreafhvitas Mata Pelajaran, Olimpiade OR dan Seni 3780 Siswa Kab.Barru
(SD), lomba uks, lomba cerdas cermat
Penyediaan Pendidik dan Tenaga . -
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Jumiah ketersediaan 'I.'e*.naga pendidik 79 Orang Kab.Barru
dan kependidikan
Sekolah Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga _—
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Jumiah PTK yang menglkutl Proses 495 orang Kab.Barru
Sertifikasi
Sekolah Dasar
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Jumlah Anggota Dewan Pendidikan dan 323 Oran Kab.Barru
Sekolah Komite Sekolah g :
Pengelelolaan Pendidikan Sekolah menengah Angka Lulusan SMP/MTS 100% Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Sekolah SMP 5RK Kab.Barru
pertama yang terbangun
Jumlah Jenis Pengelolaan Sistem Pendidikan 3 Jenis Pembangunan Ruang Guru/Kepala Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1 Ruan Kab.Barru
Sekolah Menengah Pertama Sekolah/TU yang terbangun 9 '
Jumlah Taman, Lapangan Upacara,
Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 100% Pgmbangunan sarana, Prasarana dan Fasilitas Parkir dan pagar SMP yang 3Unit, 1 ruang Kab.Barru
Keluarga utilitas Sekolah terbangun-Jumlah Sarana Air
Bersih/Sanitary SMP yang terbangun
Rehabiltasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah RK SMP yang direhabilitasi 1Ruang Kab.Barru
Sekolah
Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel SMP 10 Set Kab.Barru
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Sekolah Menengah Pertama Jumlah SP yang mengelola BOS SMP 39 SMP Kab.Barru
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa| Jumlah Alat Praktik dan Peraga SMP 1 Jenis Kab.Barru
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian | Jumlah Siswa yang mengikuti UAS/UAN .
Bagi Peserta Didik SMPIMTS 3407 Siswa Kab.Barru
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Kegiatan

Hasil Program Targ.et Keluaran Kegiatan Targ.et Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi

Satuan Pendidikan Dasar Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi 20SP Kab.Barru

Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas | Mata Pelajaran, Olimpiade OR dan Seni

siswa (SMP), lomba UKS, Lomba Cerdas 3780 Siswa Kab Barru
Cermat

Penyediaan Pendidik dan Tenaga . -

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Jumiah ke:z:ekcza::;;zzga pendidik 23 Orang Kab.Barru

Sekolah Menengah Pertama P

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga _—

Kependidikan pada Satuan Pendidikan Jumiah PTK yang menglkutl Proses 244 orang Kab.Barru
Sertifikasi

Sekolah Dasar

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Jumlah Anggota Dewan Pendidikan dan 120 Orang Kab.Barru

Sekolah Komite Sekolah

Jumlah WB yang mengikuti program
Keaksaraan- Jumlah Kelompok yang

Pengelolaan Pendidikan Jumlah Angka melek aksara penduduk usia 133,756 Penyelenggaraan Proses Belajar mengkuti program paket A/BIC - Jumlah 100 WB, 1 LBG, 11 KLP, Kab.Barru
Nonformal/Kesetaraan dewasa usia 15-59 tahun Nonformal/ Kesetaraan - 100 WB, 1 JENIS
WB Paket B/Paket C yang mengikuti
pelatihan Tl
2 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pelayanan Administrasi o R . Jumlah ASN yang ditingkatkan Disiplin dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai -
1 PEMERINTAHAN DAERAH Perkantoran 100% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kapasitas SDM 32 Orang Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT 32 orang Kab.Barru
Cakupan sarana dan prasarana aparatur| 100% Administrasi Umum Perangkat Dasrah Jumlah jenis kegiatan Pendukung administrasi 4 Jenis Pgnyedlaan Komponen Instalasi Jumiah Komponen Instalasi listrik 6 Jenis Kab.Barru
yang terlaksana umum Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pe:se!ﬂase apaLratur yaln g telah 100% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah alat kerja yang diperbaiki 342 buah Kab.Barru
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Tamu 342 buah Kab.Barru
Penyediaan Rapat Kordinasi dan Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam
Konsultasi SKPD daerah 222 0k Kab Barmu
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Jumlah jenis kegiatan Pengadaan Barang Milik . . .
Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor 25 unit Kab.Barru
Penye@aan Jasa Penunjang Urusan Jumlahv Jenis kegiatan Penyedlaan Jasa 3 Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat 6 Jenis Kab.Barru
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyeqlaan JqsalKomumkasL Sumber Jumlah rekening air, listrik dan telepon 3 Jenis Kab.Barru
daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan 39 unit Kab.Barru
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah jenis kegiatan Pemeliharaan Barang Milik . Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan . . .
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Jumiah kendaraan dinasfoperasional 38 unit Kab Barru
Lapangan
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Jumiah jenis pemelinaraan 12 unit Kab.Barru

dan Bangunan Lainnya
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Program Pemenuhan Upaya

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

Ket

kesehatan sesuai standar

Kabupaten Kota

Penderita Diabetes Melitus

Militus sesuai SOP

2 |Kesehatan Perorangan dan Upaya Rasio PKM per jumlah penduduk 0,07 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah ; 12 PKM Pembangunan Puskesmas Cakupan Puskesmas 8 pkm Kab.Barru
Sesuai Standar
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kota
Rasio Puskesmas Pembantu (pustu) 0,19 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Cakupan Pustu 3 unit Kab.Barru
persatuan Penduduk
Cakupan keters:gdlaan obat y.ang cukup 100% PengadaapIAIat Kesehatan/Alat Penunjang Jumlah pengadaan Perbekalan 12 pkm Kab.Barru
dan syarat penyimg Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan kesehatan
Cakupan ketersediaan Obat da.n o Pengadaan Prasarana dan Pendukung Jumlah sarana distribusi, sarana -
Perbekalan kesehatan sesuai 100% b 2jenis Kab.Barru
Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengolah data
kebutuhan
Persentase ibu hamil yang
japatkan pelay keset 100 Pengadaan Obat dan Vaksin Jumlah obat dan perbekalan kesehatan 140 jenis Kab.Barru
sesuai standar
Persentase ibu bersalin yang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Jumlah puskesmas yang melaksanakan
Japatkan pelay keset 100 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Jumiah Penduduk yang mgndapat pelayanan 182373 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai 100% Kab.Barru
. kesehatan sesuai standar Hamil
sesuai standar Kabupaten/Kota standar
Persentase bayi baru lahir yang .
tkan pelay kesehat; 100 gz:slr:i;i:atan Pelayanan Kesehatan lou Cakupan pelayanan nifas 100% Kab.Barru
sesuai standar
Persentase balita yang mendapatkan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan neonatus dengan komplikasi
X 100 ) ’ . 100% Kab.Barru
pelayanan kesehatan sesuai standar Baru Lahir yang ditangani
Persentase anak usia pendidikan dasar Cakuoan balita vana datang ke
yang mendapatkan pelayanan 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita s yang 9 100% Kab.Barru
. posyandu ( D/S)
kesehatan sesuai standar
Jumlah Puskesmas yang memiliki Persentase anak usia pendidikan dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
puskesmas yang menyelenggarakan 12 PKM . o yang mendapatkan pelayanan 100% Kab.Barru
N Usia Pendidikan Dasar h
upaya kesehatan lansia kesehatan sesuai standar
Persentase usia 15 thn - 59 tahun Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia Jumlah puskesmas yang
dapatk krening 100% rodguktif ¥ melaksanankan skreening kesehatan 100% Kab.Barru
sesuai standar P sesuai SOP
Persentase usia 60 thn keatas
dapatk kreni Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Jumiah puskesmas yang
R A 100% . 9 . ¥ s melaksanankan skreening kesehatan 100% Kab.Barru
sesuai standar di puskesmas dan Usia Lanjut . .
N pada usia 60 thn ke atas sesuai SOP
jaringannya
Cakupfn pen(lierlla hlplerterlsl ! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas yang melaksqnakan )
pelay 100% o . pelayanan kesehatan penderita 100% Kab.Barru
. Penderita Hipertensi . . .
sesuai standar hipertensi sesuai SOP
Persentase penderita Diabtes Militus Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas yang melaksanakan
o - . o Pengelolaan Pelayanan Kesehatan . o
(DM)] mendapatkan pelayanan 100% untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Cakupan Pengendalian Penyakit Menular 83,33% pelayanan dan pengendalian Diabetes 100% Kab.Barru
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No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

; Ket
Program Kegiatan Sub Kegiatan LE T

Kegiatan

Hasil Program Targ.et Keluaran Kegiatan Targ.et Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian

Persentase puskesmas yang
menyelenggarakan upaya kesehatan 100% Kab.Barru
jiwa

Persentase Orang Dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan 100% Cakupan Desa/Kel UCI 100%
sesuai standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang
dengan gangguan jiwa berat

Cakupan Deteksi dini Penyakit akibat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang | Cakupan Penemuan dan Penanganan

0, 0/
rokok 100% Terduga Tuberkulosis Penderita penyakit TBC BTA 100% Kab Barru
) ICakuplan puslkesmaslyanglj Pengelolaan Pelayanan Kesshatan Orang Persentase Pelayanan. dan. .
pelay 10 pkm - ) . Penanganan Kelompok Resiko Tinggi 100% Kab.Barru
. . Dengan Risiko Terinfeksi HIV -
indera sesuai standar (high Risk Group)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Cakupan D.esalkelura.har) Universal 55 DesalKel Pepduduk Terdampak Krisis Kesehgtan Cakupan Pelayanan Eenanggungan 3kej Kab.Barru
Child Immunization Akibat Bencana dan atau Berpotensi bencana sesuai standar
Bencana
Presentase anak usia 1 tahun yang o Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Persentase balita dengan asupan kalori
S 95% . ' S 100% Kab.Barru
diimunisasi campak sebesar Masyarakat dibawah tingkat konsumsi minimum

Cakupan Desa Melaksanakan STBM
berkelanjutan,Persentase TFU, TPM dan Sarana
Air Minum yang Diawasi,Cakupan desa/kel 100% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
tatanan kawasan sehat yang dibina,Meningkatnya Lingkungan
pembinaan dan pengawasan TFU dan TPM yang
memenuhi syarat

Jumlah Puskesmas melakukan
pembinaan STBM berkelanjutan, Jumlah| 12 PKM. 200 sampel Kab.Barru
sampel Yang diperiksa

TTU MS 75%, |Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
TPM MS 48%, |untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
SAM diawasi 63%|Kabupaten Kota

Persentase TTU, TPM dan sarana air
minum yang diawasi

Tingkat Prevelensi Tuberkolosis Jumlah kemitraan dengan kelompok
(IPerstlentase Pend?rlta TB yang " 115 per 100000 Persentase sampel yang diperiksa 100% Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan potensial , Jumiah Eembl.naan promost 5 Klp,2 media Kab.Barru
K layanan sesuai penduduk kesehatan melalui media cetak dan
standart) elektronik
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total
(F orang < 0,005 persen Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Jumiah Puskesmas yang 12 pkm Kab.Barru

HIV AIDS yang mendapatkan layanan menyelenggarakan kesehatan Khusus

kesehatan sesuai standart)

Persentase Pencegahan dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Jumlah puskesmas yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Persentase puskesmas melakukan
Penanggulangan Penyakit Bersumber 100% dan UKP Rujukan Tingkat Daerah ) P yang it 12 PKM y. y pemeriksaan dan tatalaksana 12 pkm Kab.Barru
N pembiayaan kesehatan dan Tidak Menular 5 .
Binatang Kabupaten/Kota pneumonia melalui program MTBS
Cakupan pen(.emuan dan. penanganan 100% Pengelolaan Jaminan Kesehatan Cakupan Jaminan Kesshatan Nasional 12 pkm Kab.Barru
penderita penyakit DBD Masyarakat
Angka Kejadian Malaria (APl malaria <1 .
<
11000 penduduk) 1 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat [s melakukan pembinaan kelembagaan dg 12 pkm Kab.Barru
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional 12 Operasional Pelayanan Puskesmas [Puskesmas yang mendapatkan pembiayd 12 pkm Kab.Barru
(JKN) (SDGs)
Cakupan Puskesmas yang o Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas .
mendapatkan pembiayaan BOK 100% Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumiah PKM terakredtasi 5 pkm Kab.Barru
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program T Kegiatan T Sub Kegiatan .
. arget 8 arget 8 : Kegiatan
Hasil Program 4 Keluaran Kegiatan 4 Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Jumlah Desa/Kelurahan yang
KLB yang dilakukan Penyelidikan 100% Respon Wabah s melakukan Community Based 55 desalkel Kab.Barru
Epidemiologi kurang dari 24 Jam s Surveilance (CBS)
Jumlah penemuan kasus non Polio AFP ) .
Rate 100.000 penduduk pada umur < 15 >1 Penyelenggaraan S|§tem InformaS| ‘{umlah puskesmas yang menyelenggarakan . 12 PKM Pengelolaan Data dan Iformasi Kesehatan Jumlah Profil kesehatan, Jumlah Jumlah profil 13 Dok,l3 Kab.Barru
thn Kesehatan secara Terintegrasi Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi dokumen data dasar kesehatan survey, monev 4 kali
P terhadap kejadi
masalah kesehatan pada kondisi 100% Kab.Barru
tertentu (Matra)
Jumlah desa melak.sanakan STBM 55 Kab.Barru
berkelanjutan
Perencanaan Kebutuhan dan
Program Peningkatan Kapasitas o Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Jumlah dokumen data dasar sumber
s Sumber Daya Manusia Kesehatan Cakupan Rawat Jalan 259% Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kesehatan 1 Dok Manusia Kesehatan sesuai standar daya manusia kesehatan 1 Dok Kab Barmu
Kabupaten/kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberikan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Jumlah redistrasi dan sertifikasi tenaca
Cakupan Rawat inap 48,5% Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia | rekomendasi dan mengikuti pelatihan kompetensi 475 org Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia g Kesehatan 9 8 orang Kab.Barru
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota teknis Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan pengawasan Serta
Program Sediaan farmasi, Alat Jumlah fasilitas Kesehatan yang Pemberian izin apotek, Toko Obgt, Toko Alat jumlah sarana kefarmasian dan Optikal, Usaha | 39 sarana farmasi, 1 Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Jumlah penyuluhan dan pengawasan
4 Kesehatan dan Makanan/Minuman melaksanakan pelayanan kefarmasian 15 sarana Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memilkiizin ontik apotek, toko Obat, Toko Alat Kesehatan Keamanan obar dan pangan 3PKM Kab.Barru
sesuai standar Tradisional (UMOT) yang P dan optikal, Usaha Mikro Obat tradisional pang
(UMOT)
Jumlah fasilitas Kesehatan yang pemben.an sertlkat produksi uniuk sarana jumlah toko alat kesehatan kelas 1 tertentu dan per?gendallan dan pengawasan serta. tindak
’ produksi alat kesehatan kelas | tertentu dan lanjut pengawasan sertifikat produksi alat Jumlah penyuluhan dan pengawasan
melaksanakan pelayanan kefarmasian 15 sarana perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 3usaha 12 PKM Kab.Barru
" perbekalan kesehatan rumah tangga kelas | L . kesehatan kelas | tertentu dan PKRT kelas keamanan obar dan pangan
sesuai standar tertentu yang diberikan surat rekomendasi
tertentu perusahaan rumah tangga | tertentu perusahaan rumah tangga
Pemeriksaandan tindak lanjut hasil Pemeriksaan post market pada produk .
N . . . . ! Jumlah ketersediaan alat dan bahan
pemeriksaan post market pada produksi dan jumlah sarana Industri rumah tangga yang makanan minuman Industri Rumah Tangga N y
’ . . . 96 sarana ) pemeriksaan lab sampel bahan pangan 5 kit Kab.Barru
produk makanan minuman Industri Rumah dilakukan pemeriksaan post market yang beredar dan pengawasan serta tindak N
. yang diduga berbahaya
Tangga lanjut pengawasan
Program Pemberdayaan masyarakat Cakupan DesalKelurahan Siaga AKtif | 22% (12 Desa) & Adoyokasu Pemberdayaan, Kemitraan, , , Penlngkgtan Ulpaya promosi kesehatan, Jumlah desalkelurahan yang
5 . - o peningkatan peran serta masyarakat dan Jumlah Desa siaga aktif 55 desalkel advokasi, kemitraan dan pemberdayaan menganggarkan dana ADD/ADK untuk 12 pkm Kab.Barru
Bidang Kesehatan strata Purnama dan Strata Mandiri 7% (4) - ;
lintas sektor masyarakat bidamg kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Bimbingan Teknis dan Supervisi
Cakupan Posyandu Strata Purnama dan | 73% (190) & 10% 9 9 pay . Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya . -
- Kesehatan bersumber daya masyarakat Rasio Posyandu 19 jumlah posyandu yang dibina 24 Posyandu Kab.Barru
Strata Mandiri (25) ) Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(UKBM)
Program Pemenuhan Upaya . . - . . . - N
6 |Kesehatan Perorangan & Upaya Cakupan ketersedle{an sara.na dan 100% Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan jumlah jenis kegiatan pendukung fasilitas 2jenis Pembangunan Rumah Sakit Beserta Jumiah Pembangunan Rumah Sakit 1 unit Kab.Barru
prasarana rumah sakit sesuai standar UKM dan UKP Kewenangan Daerah pelayanan kesehatan untuk UKM Sarana & Prasarana Pendukungnya
Kesehatan Masyarakat
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Jumlah alat - alat Rumah Sakit 125 Jenis Kab.Barru
Kesehatan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah|  Jumlah jenis pelayanan kesehatan 3 Jenis . Jumlah Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan . Pelayanan dan Penunjang Pelayanan . . .
7 KablKota BLUD Pendapatan Peningkatan Pelayanan BLUD Yang Berkualitas 3 Jenis BLUD Jumlah Pasien yang dilayani 76.215 Orang Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Ket

pembuang

Tebing

03 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
. . . . . . Jumlah tenaga honorer yang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan kebutuhan administrasi yang o Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan . " . . o
1 PEMERINTAHAN DAERAH terpenuhi 100% Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 4 kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat d.lbayarkan, jenis ATK yang dlsedlakan, 5426 eks Kab.Barru
jumlah makan minum harian pegawai
Cakupan ketersediaan sarana dan 100% Penyedvlaan Ja§a Komunlka3|, Sumber Jumlah pembgyaran .rek.enlng telepon, 2 rekeneing Kab.Barru
prasarana aparatur Daya Air dan Listrik air dan listrik
Pr.ese.n tasi apa[atur yaflg tela[1 100% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa perbaikan peralatan kerja 2 Orang Kab.Barru
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah alat berat dalam kondisi baik 10 unit Pemelllharaan Barang M””,( Daerah jumlah barang milik daerah yang dipelihara 7 Kegiatan Pemellharaanldan Pajak Kendaraan . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penye.dlaan Jasa .Pemellharae?n., Biaya Jumlah pemeliharaan kendaraan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan . . "
Kendaraan Dinas Operasional atau dinas/operasional dan Pembayaran 17 unit Kab.Barru
s STNK kendaraan roda 4 dan roda 2
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumiah pemellharaan rutln{berkala "
. . kendaraan dinas/operasional, 16 unit Kab.Barru
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar s y
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya| ~ Jumlah perbaikan peralatan kerja 3 Jenis Kab.Barru
PemellharaaanehablIltam Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan peralatan gedung 1 unit Kab.Barru
dan Bangunan Lainnya kantor
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumléh Jen|§ sub kegatan pendukung 100% Pgnyedlaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik 1 jenis Kab.Barru
administrasi umum perangkat daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah alat rumah tangga 3 Jenis Kab.Barru
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan . . .
Konsultasi SKPD Jumlah perjalanan Dinas Luar Provinsi 57 0K Kab.Barru
Pengadaan Ba.rang Milik Daerah Penunjang JumIahIPengadaan Barang Milik Daerah 100% Pengadaan Alat Besar Kendaraan Roda 2, roda 3, roda 4 dan 7 unit Kab.Barru
Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah roda 6
Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan meubeler kantor 4 unit Kab.Barru
Pengadaan Sarana dan ?rasarana Gedung Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 unit Kab.Barru
Kantor atau Bangunan Lainnya
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegavwa| Jumlah Peserta diklat formal 4 orang Kab.Barru
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
R - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Cakupan Pengelolaan  SDA dan Bangunan
2 ;ﬁgﬁ%r (:[E):;;ELOLAAN SUMBER| ~ Persentase :::i;:igbj:ir;ngan rigast 100% Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 10 Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai PanjangTanggu sungai yang terbangun 1800 meter Kab.Barru
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Terbangunnya saluran Pembangunan Bangunan Perkuatan
pengendali banjir dan saluran 100% 9 9 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing 2530 meter Kab.Barru
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

; Ket
Program Kegiatan Sub Kegiatan LE T

Kegiatan

Hasil Program Targ.et Keluaran Kegiatan Targ.et Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian

Peresentase Wilayah, Usaha, dan

Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah yang 100% g:nmb:mngsn;:ms;i:;"ndzn Bangunan Panjang praas:ratr;?b;:]nglj;man pantai 3040 meter Kab.Barru
berorientasi Kepada Aspek Konservasi 9 ¥ yang 9
Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang bantaran "a’? tanggul sungai 150 meter Kab.Barru
yang terpelihara
Peningkatan Kanal Banjir Terbangunnya sal. Pengendali banji 3494 meter Kab.Barru
dan saluran pembuang
Opgram dan Pemellharaan Tanggul dan Panjang Sungai yang dllakukanl 500 meter Kab.Barru
Tebing Sungai pengerukan dan pemeliharaan tebing
. . " Panjang Saluran dan Draniase yang
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir - 195 meter Kab.Barru
dipelihara
Pembinaan dan Pemberdayaan
Kelembagaan Pengelolaan SDA Jumiah Kglorppok GFTS.A/PSA yang 1 Paket Kab.Barru
dilatih dan dibina
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jumiah keg|atz.m Penge.mba.ng‘an dan
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Pengelolaan  Sistem Irigasi Primer dan Jumlah Bendung dan Panjang saluran
.g . ¥ P Sekunder pada Daerah lrigasi yang Luasnya 5 Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 9 jang 3 unit bendung + 1.030 m Kab.Barru
Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha . yang terbangun
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
. . - Panjang Jaringan lrigasi yang . N
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan diingkatkan kualitasnya 2 unit bendung + 3.850 m Kab.Barru
Pembangunan Bendung Irigasi Pembangunan Bendung/Irigasi Dusun 1 Unit Kab.Barru

Tokkene

Jumlah Bendung dan saluran irigasi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yang di Rehabiltasi/ Pemeliharaan

7 unit bendung + 3.400 m Kab.Barru

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan

lrigasi Permukaan Jumlah Daerah Irigasi yang terpelihara 8D. Kab.Barru

Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan Penyusunan Rencana, Kebijakan,
3 |Program Penyelenggaraan Jalan 100% Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik 17 Km Strategi dan Teknis Sistem Panjang Jalan yang direncanakan 17 km Kab.Barru

dalam Kondisi Baik Pengembangan Jalan

F Jalan dan jemk Dalam

o . ) .
Kondisi Rusak Berat 0% Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang survey kontur jalan 17 km Kab.Barru

Pembangunan Jalan Panjang akses jalan yang terbangun 17 km Kab.Barru

Pemeliharaan jalan ruas kecamatan

Pemeliharaan Berkala Jalan 2km Kab.Barru
Barru
Pembangunan Jembatan Jumlah akses jembatan yang terbangun 2 unit Kab.Barru
Pemeliharaan Berkala Jembatan panjang pemeliharaan jembatan 30 km Kab.Barru
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Jumlah Gedung Negara yang terbangun Wilayah Daerah  Kabupaten/Kota, Wilayah Daerah  Kabupaten/Kota, Perencanaan, Pembangunan, Jumlah Bangunan yang direncanakan,
4  |Program Penataan Bangunan Gedung da?1 terg eIithag 9 12 Unit Pemberian  Izin Mendirikan Bangunan Pemberian  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6 unit Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan | dibanguna dan dilakukan ,Pengawasan, 5 unit Kab.Barru
P (IMB) dan Sertifikat Laik dan Sertifikat Laik Gedung Daerah Kabupaten/Kota dan Pemanfaatan Bangunan
Fungsi Bangunan Gedung Fungsi Bangunan Gedung

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021

Hal. 59



Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program T Kegiatan T Sub Kegiatan .
. arget . arget . ; Kegiatan
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang " . .
5 ::;gnram renyelenggaraan Jumiah rua'l; tata 1 Dokumen  [(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang 1 Dokumen g:lr;e;gas::ﬁﬁe;g:l;aﬂnatri]a'lir;]nRangka Penyusplg]s; :\( g—[l;lRM;;ean:r:ls dan 1 dokumen Kab.Barru
9 9 (RRTR) Kab/Kota (RRTR) yang ditetapkan 9 :
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Jumlah Pemanfaatan Ruang yang di Koordinasi dan Slnkro.nlsa5| Pemanfaatan
- o 7 Kecamatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Pengawasan Pemanfaatan Ruang 7 kecamatan Kab.Barru
Ruang Daerah Kabupaten/Kota koordinasikan dan di sinkronkan Dasrah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase rumah tangga yang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Jumiah Rumah tangaa yang memperoleh sarana Pembangunan/Penyediaan Sistem Jumlah penyediaan Sistem
06 |PENGEMBANGAN SISTEM AIR memperoleh sarana dan prasarana air 100% Limbah Domestik dalam Daerah 9ga y g, : p 255RT Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pengelolaan Air Limbah Terpusat 255RT Kab.Barru
. dan prasarana air Limbah
LIMBAH Limbah Kabupaten/Kota Kota Skala Kota
Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah | Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi "
" L 1 Unit Kab.Barru
Domestik sarana dan prasarana air Limbah
Operasi dan pemeliharaan Sistem Jumlah petugas pengelola IPAL
Pengelolaan Air Limbah Domestik Komunal 7 orang Kab Barru
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase rumah tangga yang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jumiah kegiatan Pengelolaan dan ) .
. . o . Pengembangan  Sistem . Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
7 |PENGEMBANGAN SISTEM memperoleh sarana dan prasarana air 100% Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah . . . " 4 Kegiatan . Penyusunan Dokumen RISPAM Kab.Barru
. Penyediaan Air Minum (SPAM) di dan Teknis SPAM
PENYEDIAAN AIR MINUM minum Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah tangga yang
Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan | memperoleh sarana dan prasarana air Kab.Barru
minum
4 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN P kebutut ini i o . . Jumlah kegiatan admimistrasi umum perangkat . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan "
1 PEMERINTAHAN DAERAH yang terpenuhl 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah daerah yang terlaksana 4 Kegiatan Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 5 Unit Kab.Barru
Cakupan sarana dan prasarar}a 100% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan rumah tangga 16 Buah Kab.Barru
perkantoran yang terpenuhi
Perseqtase aparLataur yalng (eIaAh ) 100% Penyediaan Barang Cetakan dan Jumiah barang cetakan 127 Buah Kab.Barru
p [s} p Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  |Perjalanan Dinas Luar Provinsi dan .
Konsultasi SKPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah 524 Kali Kab Barru
. . . . Tersedianya ATK, Honorarium Pegawai
Penyefilaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tidak tetap, Belanja Makanan dan 30 Jenis Kab.Barru
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Minum
Penyed.laan Ja§a !(omumka5| Sumber nglah Pembayaran rekening telepon, 4 Rek Kab.Barru
Daya Air dan Listrik air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor i:nmtloarh Pembayaran jasa kebersihan 24 0B Kab.Barru
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan kendaraan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik . Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan . . "
h . ’ . 4 Kegiatan A ’ dinas/operasional dan Pembayaran 2 Unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
STNK kendaraan roda 4 dan roda 2
Jabatan
Penye.dlaan Jasa .Pemellharae?n., Biaya Pemeliharaan kendaraan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan . . .
Kendaraan Dinas Operasional atau dinas/operasional dan Pembayaran 44 Unit Kab.Barru
s STNK kendaraan roda 4 dan roda 2
Lapangan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program T Kegiatan T Sub Kegiatan .
. arget . arget . ; Kegiatan
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya|Jumlah Perbaikan peralatan kerja 6 Unit Kab.Barru
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegavwa| Jumlah Peserta diklat formal 6 Orang Kab.Barru
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pembangunan dan rehabilitasi Rumah ] )
02 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah bantuan perumahan layak huni 15 Unit Korban Bencana atau Relokasi Program Jumlah kegiatan penyediaan perumanan layak 2 Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana |Jumlah rumah bagi korban bencana 10 unit Kab.Barru
PERUMAHAN huni
Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk
. . " Pencegahan Perumahan dan Kawasan . Pencegahan terhadap Tumbuh dan
PROGRAM PERUMAHAN DAN Terpenuhinya kebutuhan air bersih o . Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman . . . T .
03 KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH dipedesaan dan jumlah bantuan RTLH 100% Permukiman Kumuh pada Daerah yang dipertahankan dari kekumuhan 235 Unit Berkembangnya Permuk|man Kumuh diluar |Rehabilitasi Rumah MBR 235 Unit Kab.Barru
Kabupaten/Kota Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah sarana infrastruktur Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utiitas ;ZTLTZJ aar:aJnaIyaanngat: rptzlrlh:;‘i:a‘::mlah 4 Taman, 450 Titik, 2500
04 |PRASARANA, SARANA DAN ermukiman vand terbangun 10 Jenis Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  |Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PSU 8 Kegiatan Umum di Perumahan untuk menunjang Jumiah Lgam " en);rag anp'alan a‘n ’Meter ’ Kab.Barru
UTILITAS UMUM (PSU) P yangferbang fungsi hunian Pu penerangan jaian yang
terpasang
05 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jumlah surat keluar yang terkirim,tenaga
honorer yang terbayar,alat tulis
kantor,prangko, materai, dan benda pos
lainnya ,Pengisian Tabung Pemadam
o1 Program Penunjang Urusan Cak ¥ Administrasi Yang 100% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Kebakaran,Jasa Dokumentasi,Jasa 650 Surat Kab.Barru
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi ’ Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi ° Menyurat Dekorasi,Cetakan '
Kantor,Penggandaan,Makanan Dan
Minuman Harian Pegawai, Makan
Minum HUT Satpol PP dan Damkar
Tingkat Provinsi
Cakupan sarana dan prasara.n 100% Penyedvlaan Ja§a Komun|ka5| Sumber Jumlah pembayaraq re}(enmg telfon, air 3 Jenis Kab.Barru
perkantoran yang terpenuhi Daya Air dan Listrik dan listrik
Cakupan peningkatan disiplin aparatur 100% Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Peralatan Kantor 6 Jenis Kab.Barru
Perlengkapan Kantor
Cakupan penln::)l;art:tr;:(apasnas Som 100% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah tenaga pembersih kantor 2 Orang Kab.Barru
Administrasi Umum Perangkat Dasrah Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang 100% Pgnyedlaan Komponen Instalasi . .Jumlah Komponen Instalasi 6 jenis Kab.Barru
Terpenuhi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Peralatan dan 2 Jenis Kab.Barru
Kantor Perlengkapan kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Peralatan Rumah Tangga 5 Jenis Kab.Barru
Tangga
Sub-Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Luar Provinsi dan
Konsultasi Keluar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 260 0K Kab Barru
Pengadaan Bavrang Milik Daerah Penunjang  |Jumlah Pgngafaan Barang Milik Daerah Yang 100% Pengadaan Mebel Jumiah Pengadaan Meubsleur 4 Jenis Kab.Barru
Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021

Hal. 61



No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Ket

Peraturan Bupati/Walikota

Rokok llegal

Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor 9 Jenis Kab.Barru
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah perizinan kendaraan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah . - Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan . ,p . .
. . Jumlah Peemeliharaan Barang Milik Daerah 100% . . dinas/operasional, Jumlah pemeliharaan 22 Unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau . "
kendaraan dinas / opersional
Lapangan
Pemeliharaan Mebel Jumiah pemeliaraan rufin foerkala 3 Jenis Kab.Barru
Meubeler
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala )
h 6 Jenis Kab.Barru
Lainnya peralatan gedung kantor
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Adminisirasi Kepegawaian Perangkat 100% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atibut Jumlah pakaian dinas PDH 6 Jenis Kab.Barru
Daerah Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlavh vaparatur yangv telan mengllvkutl
. pendidikan dan pelatihan serta ujian 12 Orang Kab.Barru
Berdasarkan Tugas dan Fungsi -
kompetensi japung
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumiah ASN yang mengv|kut| bimbingan
teknis implementasi peraturan 23 Orang Kab.Barru
Perundang-Undangan
perundang-undangan
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan
. . Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban umumPencegéhan Gangguan .
02 Program Peningkatan Ketentraman Cakupan Peningkatan Ketentraman dan 100% Kefertiban Umum Dalam satu Daerah Cakupan Penanganan Gangguan Ketenteraman 7 Kecamatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pengamana Dan Patroli Yang 365 Kali Kab.Barru
Dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum Kabupaten/Kota dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Dilaksanakan dalam 3 x 24 Jam :
P Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman
Persentase Penyelesaian Pelanggaran dan Ketertiban Umum Berdgsarkan Perda Jumlah Penegakan Hukum Larangan
100% dan Perkada melalui Penertiban dan X 6 Kawasan Kab.Barru
K3 . Merokok di tempat Tempat tertentu
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa
. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat . —
Jumlah satuan keam.anan lingkungan 7 Unit Dalam Rangka Ketentraman Dan ketertiban Jumizh anggota Ilnmas yang mengikuf 280 Orang Kab.Barru
yang terdapat di masyarakat pelatihan
Umum
Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan
Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan | Jumlah Kegiata Razia/Penertiban dan )
. 30 Kali Kab.Barru
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Pencegahan Kejahatan
Ketertiban Umum
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan
sarana Dan Prasarana Ketentraman dan Jumlah petugas jaga 100 OK Kab.Barru
ketertiban Umum
Program Peningkatan Ketentraman " o Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota . o Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan | Jumlah Sosialisasi Ketentuan dibidang
03 Dan Ketertiban Umum Persentase Perda Yang Ditegakkan 100% dan Peraturan BupatiMalikota PersentasePenyelesaian Pelanggaran K3 100% Daerah Dan peraturan BupatiWalikota Cukai Rokok 15 Sekolah Kab.Barru
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap "
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Jumiah Pengawasan Peredaran Cukai 7 Kecamatan Kab.Barru
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program T Kegiatan T Sub Kegiatan .
. arget 8 arget . : Kegiatan
Hasil Program 4 Keluaran Kegiatan 4 Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian
Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Jumiah Penegakan Perda dan .
Peraturan Daerah Dan peraturan-peraturan N 12 Kali Kab.Barru
- Penyuluhan dimasyarakat
Bupati/Walikota
Program Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat Dalam
04 Penanggulangan Penyelamatan Cakupan Wilayah Manajemen 100% Pemberdayaan Masyarakat Dalam Jumlah masyarakat yang mengikut penyuluhan 100% Pencegahan dan Penanggulangan Jumlah lokasi penyuluhan dan simulasi 7 Kecamatan Kab.Barru
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran ’ Pencegahan Kebakaran dan simulasi pemadam kebakaran ° Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi pemadam kebakaran '
Kebakaran Masyarakat
. Jumlah petugas damkar
Pemadaman dan pengendalian kebakaran X
dalam daerah kabupatenfkota bertanggungjawab dalam pelaksanaan 150 OK Kab.Barru
tugas
Pengadaan sarana dan prasarana
Jumlah sarana dan prasarana .
pencegahan penanggulangan kebakaran 1 Unit Kab.Barru
N " pencegahan bahaya kebakaran
dan alat pelindung diri
Jumlah aparatur damkar yang mengikuti
Pembinaan aparatur pemadam kebakaran | pelatihan pertolongan dan pencegahan 120 Orang Kab.Barru
kebakaran
Penyelenggaraan kerjasama dan
koordinasi antar daerah berbatasan,antar Jumlah naskah kerjasama dengan
lembaga dan kemitraan dalam daerah tetangga dalam penangana 1 Dokumen Kab.Barru
pencegahan,penanggulangan,penyelamata bahaya kebakaran
n kebakaran dan non kebakaran
Program Penunjang Urusan Cakupan kebutuhan administrasi yang ) - ) ’ .. - . ) . ) ) .
5 |Pemerintahan Daerah kabupaten / terpenuhi dan Cakupan sarana dan 100% Kegiatan Administrasi Kepegawaian Jumlah ]en.IS sub pendukung adimistrasi 4 Kegiatan Sub. Keglatar) anlngkatan .Sarana dan Tersedl:anya Pak‘alan Kerja Lapangan 36 pasang Kab.Barru
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah Prasarana Disiplin Pegawai bagi pegawai dan TRC BPBD.
kota prasarana aparatur yang terlaksana
Sub-Kegiatan Sosialisasi Peraturan Terlaksgnar}ya Kellfulsgrtaan Aparal
mengikuti Sosialisasi Peraturan 4 orang Kab.Barru
Perundang-undangan
Perundang-Undangan.
Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Terlaksananya keikutsertaan
Implementasi Peraturan Perundang- aparat mengikuti Bimbingan 4 orang Kab.Barru
Undangan Teknis.
’ - - . ) ) Jumlah Kebutuhan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Jumlah jenis sub kegiatan pendukung ) Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan .
L X 2 Kegiatan Perlengkapan Kantor 7 unit Kab.Barru
Daerah administrasi umum perangkat daerah Perlengkapan Kantor .
berdasarkan jenisnya.
Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Perjalanan Dinas Luar Provinsi dan " .
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40 kali, 256 kal Kab Barru
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah  |Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2 Kegiatan Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan 2 unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 9 Dinas Operasional atau Lapangan Dinas/Operasional. :
Sub-Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Meubeleur Kantor. 12 unit Kab.Barru
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

; Ket
Program Kegiatan Sub Kegiatan LE T

Kegiatan

Hasil Program Targ.et Keluaran Kegiatan Targ.et Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian

Jumlah Surat Yang terkirim,Jumlah
perangko, materai dan benda pos
lainnya,Jumlah paket/pengiriman
surat,Jumlah pembayaran tenaga

honorer/Relawan PB per bulan,Jumlah

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan|jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Pemerintahan Daerah daerah 3 Kegiatan Menyurat berda§arkan jenisnya,Jumlah 8 jenis Kab.Barru
Penyediaan Barang Cetakan dan
penggandaan berdasarkan
jenisnya,Jumlah Penyediaan Bahan
Bakar Minyak/Gas,Jumlah persediaan
makan dan minum berdasarkan orang
dan jumlah hari.
Sub-Ke‘glat‘an Penyediaan J.asa - Jumlah Jenlls Rekening yang 2 rekening Kab.Barru
komunikasi, sumber daya air dan listrik dibayar.
Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga penyedia jasa
Umum Kantor kebersihan kantor. (per tahun) 2org Kab Barru
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa lJumIah Ker}daraan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dinas/Operasional yang
9 . . 9 Jumlah barang milik daerah yang dipelihara 5 jenis A Y ; rajak diadakan pemeliharaan dan 9 unit,4 unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perizinan Kendaraan Dinas .
) pengurusan perizinan. (per
Operasional atau Lapangan
tahun)
Sub kegiatan Pemeliharaan mebel Jumiah Meubeleulr Kantor BPBD dalam 19 buah Kab.Barru
kondisi layak.
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah Perlengkapan dan Peralatan .
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau L 7 unit Kab.Barru
h Gedung Kantor dalam kondisi layak
Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumiah iasa perbaikan peralatan keria
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Jasa p P I 2 unit Kab.Barru

Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibayarkan

Jenis media informasi pelaksanaan

Sub-Kegiatan Sosialisasi penanganan bencana di Kabupaten

cakupan warganegara yang komunikasi,informasi dan edukasi (KIE)

Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana [jumlah warga negara yang memeperoleh layanan

| R 1oh o -
06 |Program Penangg | layanan penanggulangan 100% Kabupatenfkota informasi bencana 7 kecamatan rawan bencana kabupaten/kota (Per Jenis Barru. Dan Jumlah Peta Kecamate?n 2 jenis, 7 kecamatan Kab.Barru
bencana Bencana) Daerah Rawan Bencana Geologi
dengan melibatkan Instansi Terkait.
Keg!atar‘\ Pelayanan Pencegahan dan jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko 7 kecamatan SLlll.)-Ke‘glatan Pelatihan Pencegahan dan|Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi 100 orang Kab.Barru
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana bencana Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Desa Tangguh Bencana
Sub-Kegiatan Pengembangan Kapasitas ) .
Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumiah Peserta Tim Reaksi Cepat (TRC) 40 orang Kab.Barru

Kabupaten/Kota Bencana tingkat Desa.
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
p . . Lokasi Sub
rogram Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kegiatan
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian 9
Capaian Capaian

Penyediaan  Peralatan  Perlindungan
dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Jumlah Alat Pelindung Diri
Rescuer,Sarana dan Prasarana
Evakuasi Penduduk dari
Ancaman/Korban Bencana.

5 Jenis

Kab.Barru

Ket

Sub-Kegiatan Penanganan Pascabencana
Kabupaten

Jumlah Peserta dari lintas sektor terkait
pemulihan dampak bencana yang
mengikuti BINTEK JITU-PB, Jumlah
Dokumen Rencana Aksi Daerah
Penanggulangan Bencana, Jumlah unit
perbaikan sarana dan prasarana
perumahan akibat bencana alam,
Jumlah unit perbaikan sarana dan
prasarana perumahan akibat bencana
non alam, Jumlah unit perbaikan sarana
dan prasarana perumahan akibat
bencana sosial, Jumlah Dokumen
Rencana Pemulihan Kesehatan dan
Psikologis Pasca Bencana, Jumlah jiwa
yang memperoleh Pemulihan Kesehatan
dan Psikologis Pasca Bencana, Jumlah
unit pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi Fasilitas Umum.

30 orang, 1 dok RPP, 48
Unit, 30 unit, 1 dok, 50
jiwa, 10 unit, 5 unit

Kab.Barru

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana

jumlah lokasi yang memeperoleh layanan

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

7 kecamatan

Sub-Kegiatan Respons Cepat Darurat
Bencana Kabupaten / Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana yang
memadai dan dapat digunakan dalam
penanganan darurat bencana.

1UNIT CRISIS CENTER

Kab.Barru

Sub-Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan
Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/
Kota

Jumlah korban meninggal, hilang dan
terkena dampak per-100.00 Jiwa dan
Jumlah penampungan
sementara disertai rambu dan
Peta Jalur Evakuasi di daerah
rawan bencana.

0 jiwa, 10 unit

Kab.Barru

Sub-Kegiatan Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kabupaten /Kota

Jumlah paket penyediaan Kebutuhan
Dasar dan Logistik bagi korban
bencana.

150 paket/kk

Kab.Barru

Kegiatan Penataan sistem dasar
penanggulangan bencana

Jumlah kecamatan yang dilakukan penataan

sistem dasar penanggulangan bencana

7 kecamatan

Sub-Kegiatan penyusunan regulasi
penanggulangan bencana kabupaten

Jumlah Desa Berisiko Tinggi terhadap
Bencana yang melaksanakan
Pengawasan Partisipatif Pelaksanaan
Peraturan perundang-undangan Bidang
Perumahan.

2 Desa

Kab.Barru

Sub-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana

Jumlah Kecamatan yang diadakan
monitoring dampak perusakan
lingkungan akibat kegiatan
pertambangan rakyat.

1 kecamatan

Kab.Barru
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No

Program Pencegahan,

Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Ket

sosial

Spiritual, dan Sosial

Bimbingan

Cakupan P penanggul . . _— S .
o7 penanggulangan, penyelamatan penyelamatan kebakaran dan 7 Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam nglah rnasyarakat.dl kecamatan yang mengikuti 7 Kecamatan dalam pencegahap dar.1 Renapggulangan . Jumlah Peseja yang mengikuti Simulasi 120 orang Kab.Barru
kebakaran dan penyelamatan non envelamatan non kebakaran pencegahan kebakaran Simulasi Pengendalian pemadam kebakaran kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Pengendalian Bahaya Kebakaran.
kebakaran peny Masyarakat
06 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pelayanan Administrasi o o ) Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung . Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah PNS yg mengikuti pendidikan
! PEMERINTAHAN DAERAH Perkantoran 100% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Jenis Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan pelatihan formal 6 Orang Kab Barru
Cakupan sarana dan prasarana aparatur| 100% Adminisirasi Umum Perangkat Daerah Jumléh Jen|§ Sub Kegiatan Pendukung 4 Jenis Pgnyedlaan Komponen Instalasi Jurnla.h Penyediaan komponen instalasi 6 Jenis Kab.Barru
yang terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
Pe.rseptase apaLratur yalng teIaAh 100% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan perlengkapan 47 Unit Kab.Barru
p [s} p Kantor gedung kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumiah Penyedtlaa:;gzeralatan rumah 6 Jenis Kab.Barru
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan
Konsultasi SKPD konsultasi keluar daerah 22401 KabBarmu
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumiah Jenis Sub Kgglatan Pendukur?g . Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung .
. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 1 Jenis X Pengadaan Peralatan gedung kantor 12 Unit Kab.Barru
Urusan Pemerintah Daerah N Kantor atau Bangunan Lainnya
Urusan Pemerintah Daerah
Penyedia Jasa Urusan Pemerintah Daerah Jumiah Jeris Sub Kegiatan f’endukung Penyedia 2 Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumiahinjenis penyediaan surat 1150 Kab.Barru
Jasa Urusan Pemerintah Daerah menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah pembayaran rekening telepon air .
Daya Air dan Listrik dan listrik 3 Rekening Kab Barru
. - Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Penye.dlaan Jasa .Pemehharae?n., Biaya o .
Pemeliharaan Barang Milik Daerah - N . . Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Penyediaan jasa pemeliharaan dan "
. . Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 3 Jenis . . . . B 8 Unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau perizinan kendaraan dinas/operasional
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala "
. 4 Unit Kab.Barru
dan Bangunan Lainnya gedung kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Pemeliharaan rutinfberkala ,
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 12 Unit Kab.Barru
. perlengkapan gedung Kantor
Lainnya
Cakupan PSM & Karang Taruna , Orsos Pengembanaan Potensi Sumber Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Ju(r)nrl g:skarar:gr:zgunaatk(;rg’a:tsu'\:;]z}:}(’
2 |PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL dan TKSK yang memahami teknis 100% g. 9 . Jenis pengembangan Potensi 4 Jenis Sosial Masyarakat Kewenangan . Y9 . P . 10 Orang Kab.Barru
. Kesejahteraan Sosial Daerah bimbngan melalui paket usaha ekonomi
pendampingan PMKS Kabupaten Kota y
produktif
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Jumlah .Jenlls Sup Kegiatan Pendukung
Presentase Anak dan LansiaTerlantar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Jumlah Pendataan dan pendampingan
3 |PROGRAM REHABILITASI SOSIAL . 100% . ! ! . |Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 3 Jenis Penyediaan Permakanan ) 4 KASUS Kab.Barru
yang memperoleh bantuan sosial Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis o anak dan lansia terlantar
" o Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar
di Luar Panti Sosial o
Panti Sosial
Presentase Penyandang Cacat dan Eks . . - .
Trauma yang memperoleh bantuan 100% Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Lansia yang mendapatkan 50 Orang Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Cakupan Eks penyandang penyakit

Jumlah Pendataan dan Pendampingan

Ket

Perselisihan Kerja

Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan

Perusahaan yang Berakibat/Berdampak
pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah

perselisihan hubungan
industrial sosialisasi

o )
sosial yang dibina 100% Penyediaan Permakanan Disabiltas Terlantar 4 Kasus Kab.Barru
Cakupan Eks penyandang penyakit Jumlah Pendataan dan Pendampingan
sosial yang dibina 100% Penyediaan Permakanan Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis, 4 Kasus Kab.Barru
yang dan Penyakit sosial lainnya) Terlantar
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan |Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 2 Jenis Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah peserta Bimbingan Pencegahan 400 ORANG Kab.Barru
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti ~ [Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Spiritual, dan Sosial Narkoba, HIV/AIDS ’
Sosial Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Kerjasama Antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi| ~ Jumlah Ratzia PSK di Kecamatan 3 Kali Kab.Barru
Sosial Kabupaten/Kota
Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukun Jumiah keluarga miskin yang
4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN | Presentase masyarakat miskin yang 100% Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Pengelolaan Data ngir Miskin Cakf an 3 Jenis Pendataan Fakir Miskin Cakupan mendapatkan beras, Jumlah 10132 KPM/16556 Kab.Barru
JAMINAN SOSIAL memperoleh bantuan sosial ° Daerah Kabupaten/Kota 9 s Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan PKH, Jumlah Tim Sistem KPM/103928 KK :
Daerah Kabupaten/Kota .
layanan dan Rujukan Terpadu
Jumlah rumah tangga yang Jumlah pelatiahan pendataan dan
mendapatkan bantuan tunai Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan pemutakhiran data PMKS, Jumlah .
bersyarat/Program Keluarga Harapan 6332 Keluarga PACA yang mendapatkan pelatihan 1 UnitS5 Orang KabBarmu
(SDGs) keterampilan berusaha
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonori Bimbingan KUBE Keluarga Miskin 10 KLP Kab.Barru
Masyarakat
Persentase penanganan darurat pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Jumiah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
5 |PROGRAM PENANGANAN BENCANA 100% : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan 2 Jenis Penyediaan Makanan Jumlah Dapur Umum yang beroprasi 1 Unit Kab.Barru
daerah bencana dan Sosial Kabupaten/Kota .
Sosial Kabupaten/Kota
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Jumlah Korban Bencan.a yg menerima 100 KK Kab.Barru
Rentan bantuan logistik
Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat - —
L Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat . Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan "
terhadap Kesiapsiagaan Bencana o 1 Jenis . Jumlah Tagana Terlatih 10 Orang Kab.Barru
terhadap Kesiapsiagaan Bencana Taruna Siaga Bencana
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN ' Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung . Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan o !
6 MAKAM PAHLAWAN Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 1 jenis Nasional Kabupaten/Kota TMP yang dipelihara 7 Lokasi Kab.Barru
Il [URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Jumlah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Jumlah peserta penyelesaian
1 |PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Penyelesaian 100% Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 2 Jenis Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan prosedur penyelesaian 40 0rang Kab.Barru

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021

Hal. 67



Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program T Kegiatan T Sub Kegiatan .
. arget . arget . ; Kegiatan
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian
Jumlah peserta Sosialisasi
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan pz:ﬁ?lil:lta:np;:jawasan,
Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas p g 40 Orang Kab.Barru
. . penegakkan hukum terhadap
Kesejahteraan Pekerja
keselamatan dan kesehatan
kerja
o . - .
PROGRAM PELATIHAN KERJADAN | © tenaga kerja yang Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit ~ |Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit | Proses Pelaksanaan Pendidkandan | Jumlah Peserta Pelatihan
2 mendapatkan sertifikasi 100% . . Jenis Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Keterampilan bagi pencari 80 orang Kab.Barru
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA N Kompetensi Kompetensi ) .
keahlian Berdasarkan Klaster Kompetensi kerja
8 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN Jumlah Perangkat Daerah yan Pelembagaan Pengarusutamaan CGender PeJISEII?: :::ISF?:: I:Tl?ilttaal:n:?mduek::ger Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan | Jumlah perangkat daerah yang memiliki
GENDER DAN PEMBERDAYAAN 9K yang 36 PD (PUG)pada Lembaga Pemerintah 9 9 ’ 1 Jenis perang an yang 36PD Kab.Barru
berperan aktif dalam PUG (PUG)pada Lembaga Pemerintah PUG Kewenangan Kabupaten/Kota data terpilah
PEREMPUAN Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumiah Perempuan yang telah P.e.mberdayaan .Perempuan Bl(.iang Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pgndukung - Advoka5|. Kebljalfan dan | umlah kelompok yang difasiltasi dalam
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada |Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, . Pendampingan Peningkatan Partisipasi S .
memaham Kesetaraan Gender yang 620 Org . ) ) o 1 Jenis " . Advokasi kebijakan Perlindungan 2klp Kab.Barru
mendapatkan keterampilan Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan | Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Perempuan dam  Politik, Hukum, Sosial Tenaca Keria
P P Kabupaten/Kota Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Ekonomi 9 L
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung ﬁzlo;lir;isalan dpz: e;g]ak;m:_l:azlnan
PROGRAM PERLINDUNGAN bagi Perempuan Korban Kekerasan yang | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi . . . ¥ . y Jumlah Kegiatan Sosialisasi pencatatan
Jumlah Kasus KDRT 7Kss s 1 Jenis Rujukan Lanjutan bagi Perempuan 2 Keg Kab.Barru
PEREMPUAN Memerlukan Koordinasi Kewenangan Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan dan pelaporan KDRT
s Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Jumiah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Advokasi  Kabijakan  dan
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Penguatan dan Pengembangan Lembaga Pendampingan Pengembangan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS y . y y . 9 Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas . ping g 9 Jumlah Kelengkapan dan Prasarana
Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina 1Lbg Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak ) 1 Jenis Lembaga Penyedia Layanan A 4Jns Kab.Barru
KELUARGA . . Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak N . N P2TP2A mem enuhi Standar pelayanan
Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah . . Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat
Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Advokasi  Kabijakan  dan
Pendampingan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan Kab.Barru
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung - . o
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK | Jumlah Anak yang terlibat dalam forum Pelembagaan PHA pada Lembaga Pelembagaan PHA pada Lembaga . Koordinasi dan  Sinkronisasi - Jumlah Kegiatan Hari Anak Nasional
X 40rg Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia . . ] 1 Jenis Pelembagaan Pemenuhan ~ Hak . 6 keg Kab.Barru
(PHA) anak dan berprestasi Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha dan kreatifitas forum anak
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Anak  Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota
9 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Meningkatnya kapasitas sumb| 100% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Admm.l strasi Kepegawaian 2 Jenis Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Peserta Bimtek 2 Orang
Daerah/Kabupaten Kota yang dilaksanakan Perundang-Undangan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program T Kegiatan T Sub Kegiatan .
. arget . arget . ; Kegiatan
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian
Cakupan Kebutuhan o . . Jumlah penyediaan dan penyelenggaraan . Penyediaan Komponen Instalasi - .
K Listrik/ P
Administrasi yang terpenuhi 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum 4 Jenis Listrik/Penerangan Bangunan Kantor omponen Listrik/ Penerangay 8 Jenis
Cakupan Sarana dan
Prasarana Perkantoran yang 100% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah 10 Jenis
. Tangga
Terpenuhi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Luar
y gg P Provinsi/Perjalanan Dinas Dalam 90/42 Kali
Konsultasi SKPD
Kabupaten
Pengadaan Ba.rang Milik Daerah Penunjang J1'Jmlah Barang Milik Daerah yang 6 Unit Pengadaan Mebel Jumlah Meubeler Kantor 2 Unit
Urusan Pemerintah Daerah diadakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung[Jumlah Perlengkapan Gedung 2 Unit
Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Peralatan Gedung .
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 3 Unit
. Kantor
Lainnya
Penye(.ilaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Jasa Penunjang Urusan 4 Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah ATK 40 Jenis
Pemerintahan Daerah Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Pembayaran Rekening Telpon, 3 Rekenin
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik 8
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honor Pegawai Tidak Tetap 16 OK
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pembayaran Jasa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang . Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan . v .. .
. . o 4 Jenis . . Pemeliharaan dan Perizinan 9 Unit
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipelihara Kendaraan Dinas Operasional atau .
Kendaraan Dinas
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Pengecatan Gedung dan 11 Jenis
dan Bangunan Lainnya Pagar Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Peralatan Kantor .
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau S 4 Jenis
. yang dipelihara
Bangunan Lainnya
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Persentase Sumber Daya Ekonomi Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Jumlah Infrastruktur Dan Seluruh Pendukun
2 |Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Untuk Kedaulatan dan Kemandirian 100% Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai - 9 2 Jenis Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan [ya Lumbung/Gudang Cadangg 1 Unit
. Kemandirian Pangan
Pangan Pangan yang dikelola Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Jumlah Desa Mandiri Pangan
- . s 7 Kelompok
Kemandirian Pangan Lainnya yang di Bina
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
Peningkatan Diversifikasi dan . atau Pangan Lain sesuai dengan Kebutuhan - o Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Jumlah Dokumen NBM dan
3 Ketahanan Pangan Skoring Pola Pangan Harapan 92 Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Persentase stabilitas pasokan dan harga pangan 100% Neraca Bahan Makanan SKPG 6 Dokumen
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Jumlah Kelompok Yang
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber mengikuti Pelatihan
Daya Lokal Pengolahan Pangan 8 Klp
Lokal/Lomba Cipta Menu
(LCM)
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Jumlah Kelompok yang
mengikuti Sosialisasi

Ket

kapasitas SDM Aparatur

kantor

Penganekaragaman Konsumsi 7 Kelompok
Pangan yang berbasis B2SA
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Jumlah Laporan Harga
12 Laporan
Pangan Pangan
Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Kelembagaan
X o ) L . 8 Gapoktan
Jaringan Distribusi Pangan dan Jaringan Distribusi Pangan
Pengembangan Kelembagaan Usaha
Pangan Masyarakat dan Toko Tani Jumlah AKele?npoAk yang 7 Kelompok
. difasilitasi
Indonesia
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Jumlah Cadangan Pangan yang terkelola dan 8 Ton Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah [ Jumlah Cadangan Pangan 8 Ton
Pangan Kabupaten/Kota terjaga Kabupaten/Kota Daerah
Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan
Pangan Lokal/Jumlah KWT yang
Pelak P ian Taraet ki . Pemberd M at dal Memanfaatkan Lahan
Pe @ sar::aaz i’;?p: 'an Targe d onsumst Persentase target Konsumsi pangan yang 100% Pem er :yaan asy;ra @ a;m Pekarangan/Pendampingan 7 Ko7k Ki
angan Perkapita/Tahun sesuai dengan tercapai b enganekaragaman Konsumsi Pangan Pemanfaatan Lahan Pekarangan bagi p/7KIp/1 Klp
Angka Kecukupan Gizi Berbasis Sumber Daya Lokal KWT
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per en Pola Konsumsi Pangan dan| 13 Dokumen
Tahun
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Jumlah Desa yang
4 |Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan Jumiah desa rawan pangan yang tertangani 3 Desa dan Penyaluran Cadangan Pangan pada | Masyarakatnya Mendapatkan 3 Desa
Kewenangan Kabupaten/Kota Kerawanan Pangan yang mencakup dalam | Penanganan Daerah Rawan
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Jumlah Sampel Pangan yang
5 |Pengawasan Keamanan Pangan Pangan Segar Daerah Kab/Kota Jumlah pengawasan keamanan pangan segar 7 Kecamatan Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Diperiksa 100 Sampel
10 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI Penyelesian Masalah Ganti Kerugian dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian
1 |KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH Santunan tanah Untuk Pembangunan oleh Masalah Ganti Kerugian dan Santunan 2 Lokasi
UNTUK PEMBANGUNAN Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tanah untuk Pembangunan
11 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Progra.m Penunjang Urusan Cakupan kebutuhan 100% Penye@aan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Jasa Penunjang Urusan 4 Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat 610 Surat Kab.Barru
Pemerintahan Daerah administrasi yang terpenuhi Pemerintahan Daerah Kantor
Cakupan ketersediaan sarana o Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jun}lah‘ Rekening jasa . .
100% ) o komunikasi, sumber daya air 7 Rekening Kab.Barru
dan prasarana aparatur Daya Air dan Listrik .
dan listrik
cakupan peningkatan 100% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Petugas kebersihan 2 Orang Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kegiat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

Jenis peralatan dan

Ket

Hidup Dilaksanakan terhadap Media
Tanah, Air, Udara, dan Laut

kualitas limbah cair

4 Jeni Kab.B
kantor perlengkapan kantor ens ab-Bam
Jumlah penyediaan dan
Administrasi Umum penyelenggaraan Administrasi 3 Jenis Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan rumah tangga 4 Jenis Kab.Barru
Umum
. Jumlah rapat-rapat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | | inasi dan konsultasi ke 74 0k Kab.Barru
Konsultasi SKPD
luar daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat
yelengg P koordinasi dan konsultasi ke 2150h Kab.Barru
Konsultasi SKPD
dalam daerah
. - i Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Pemel{haraan Barang MIM.( Daerah Jumlah Barm,lg Mlhk Dacrah yang 14 Unit Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan [p pemeliharaan rutin/berkala g 1 Gedung Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipelihara Lainnya
Penyeqlaan Jasa Pemellharaan, Biaya Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan . . "
. | kendaraan dinas/operasional 2 Unit Kab.Barru
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dinelih
Jabatan yang dipelihara
. — Jenis peralatan kantor yang .
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyal . o 3 Jenis Kab.Barru
diperbaiki
Penyeqlaan Jasa lPemellharaa.nv, Biaya Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan . . ;
. ) dinas/operasional yang 2 Unit Kab.Barru
Kendaraan Dinas Operasional atau L
dipelihara
Lapangan
A . Jumlah Administrasi Kepegawaian . Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terlaksananya pendidikan "
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan 1 Jenis Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Pelatihan Formal 1 Kali Kab.Barru
Jumlah Dokumen Rencana
PROGRAM PERENCANAAN Presentase dokumen yang o Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Perlindungan dan
2 |LINGKUNGAN HIDUP dikaji 100% 1 ingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Perda RPPLH LPerda | aten/Kota Pengelolaan Lingkungan 1Dok Kab.Barru
Hidup yang disusun
PENGENDALIAN PENCEMARAN Pencegahan Pencemaran dan/atau Jumlah Pencegahan Pencemaran Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan | Jumlah lokasi pemantauan
03 |DAN/ATAU KERUSAKAN Tingkat Pencemaran air 100% Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan 4 Jenis Pence ahe;n Pencemaran Linakunaan kualitas 1 pk 1 Dok Kab.Barru
LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten/Kota Hidup Kabupaten/Kota g gKung itas lingkungan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan | Jumlah lokasi pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran dan/atau Pencegahan Pencemaran Lingkungan engendalian pencemaran
Tingkat Pencemaran Udara 19% Kerusakan Lingkungan Hidup encega guing peng P . 6 lokasi Kab.Barru
Hidup Dilaksanakan terhadap Media lahan dan/atau tanah akibat
Kabupaten/Kota N .
Tanah, Air, Udara, dan Laut biomassa
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Jumlah objek yang dipantau 1 Objek Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan

Jumlah dokumen

Ket

Hidup

pembinaan ADIWIYATA

Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, pengendalian dampak 1 Dok Kab.Barru
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim perubahan iklim
Pemulihan Pencemaran dan/atau I,
Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah titik Pencemaran 3 itk Kab.Barru
status mutu air
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan | Jumlah lokasi pemantauan !
. 1 Lokasi Kab.Barru
Unsur Pencemar kualitas udara
PROGRAM PENGELOLAAN Rasio Ruang Terbuka Hijau ! .
04 |KEANEKARAGAMAN HAYATI per Satuan Luas Wilayah ber 0,004 |Fengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang 0,004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jmiah luasan RTH yang 0,00005 Kab.Barru
(KEHATI) HPL/HGB Kabupaten/Kota dikelola dibuat dan ditata
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 9 Wmlah luasan RTH yang 0,05 Kab.Barru
dipelihara
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN Verifikasi Lapangan untuk Memastikan
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) |Persentase B3 dan Limbah B3 o . . Persentase ussaha yang melakukan o Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan | tertibnya pelaku usaha dalam )
05 |DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA [yang dikendalikan 100% |Penyimpanan Sementara Limbah B3 penyimpanan sementara LB3 100% Teknis Penyimpanan Sementara Limbah pengelolaan b3 dan 1b3 1 zin Kab Barru
DAN BERACUN (LIMBAH B3) B3
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan
. Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi . .
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Jumlah Pengumpul LB3 1 dalam Rangka Pengangkutan, tercapainya pembinaan dan 10 Loks Kab.Barru
Daerah Kabupaten/Kota pengawasan 1b3
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau
Penimbunan
Darmhi . Pembinaan dan Pengawasan Terhadap I
Program F Dan Peng P ase usaha yang Usaha dan/atau Kegiatan vang lzin Jumlah usaha yang mendapatkan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
06 |Terhadap lzin Lingkungan dan Izin mendapatkan pembinaan dan 100% Lingkungan dan Izir?PPLHy dit(gerbitkan oleh pembinaan dan pengawasan izin Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin Jumlah objek yang diawasi 6 Objek Kab.Barru
Perlindungan LH pengawasan izin Lingkungan Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan PPLH
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan
yang lzin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Jumlah rekomendasi .
yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah lingkungan 10 Rekomendasi Kab Barru
Kabupaten/Kota
Program Pengakuan Keberadaan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan zandl;er::)air)\I;:‘: Y :aerr\n Ig;iag;rbatan
07 r:::’ifaar:k:;g LIIEL:: :::tw(llr\:l:AZn ::::en::s ll\llli:z};:rai:a: hukum 100% Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Jumlah MHA yang dibina 1MHA Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pendamp;{ngta; Tngal;sa? 1KLP Kab.Barru
Terkait yang yang ping MHA yang terkait dengan PPLH Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA masyarakat Hukum Ada
terkait dengan PPLH
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan . o
PROGRAM PENGHARGAAN Persentase Penghargaan o Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Jumlah Penghargaan Lingkungan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Ter?apa1nya indikator .
08 |LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 100% . . . . penilaian penghargaan kota 3 Indikator Kab.Barru
Lingkungan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Hidup yang diberikan Hidup .
MASYARAKAT sehat/adipura
Kabupaten/Kota
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan| Jumlah sekolah pelaksanaan 2 SKLH Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
p . . Lokasi Sub
rogram Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kegiatan
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian g
Capaian Capaian

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi

Jumlah lokasi pelaksanaan
peningkatan edukasi dan

Ket

Pengelolaan Sampah

Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

ia Bi i 4 |okasi Kab.B
Symber Daya Manusia Bidang Lingkungan komunikasi masyarakat di okasi ab.Barru
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan i N
bidang lingkungan
Jumlah pameran yang diikuti
Penyelenggqraan Penyulyhan dan ) 'daAlamA rangka Pepguatan 1PMRN Kab.Barru
Kampanye Lingkungan Hidup jejaring informasi lingkungan
pusat dan daerah
Jumlah lomba Peningkat:
PROGRAM PENGHARGAAN ) ) ) ) Penilaian K|nerj§ MasyarakatlITembaga um omba Peningkatan
Persentase Penghargaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Jumlah Penghargaan Lingkungan Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia peran serta masyarakat
09 [LINGKUNGAN HIDUP UNTUK ) . - .. : ; ’ R 2 Lomba Kab.Barru
MASYARAKAT Lingkungan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Hidup yang diberikan Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dalam pengendalian
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan hidup
Jumlah kasus pengaduan
Program penanganan pengaduan l?ersentase p?ngaduan Pgnyelesalén Pengaduan Masyarakat di Jumlah pengaduan PPLH yang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat masyarakat akibat adanya
10 Lingkunaan Hidu lingkungan hidup yang Bidang Perlindungan dan Pengelolaan diselesaik: terhadap PPLH Kabupaten/Kota dugaan pencemaran 1 Kasus Kab.Barru
grung P ditangani Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota iselesatkan P P dan/atau perusakan
lingkungan yang ditangani
Persentase sampah van Penyediaan Sarana dan Prasarana
11 |Program Pengelolaan Persampahan pah yang 0,75 Pengelolaan Sampah Jumlah sampah yang dikelola Pengelolaan Persampahan di psarana dan sarana pengelolaal 124 Unit Kab.Barru
tertangani
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Jumlah MoU kerjasama 8 MoU Kab.Barru
Pengelolaan Persampahan pengelolaan persampahan
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Jumlah dokumen pengelolaan 1Dok Kab.Barru
Pengelolaan Persampahan persampahan
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Jumlah Pengelolaan Sampah yang Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Jumlah dok momtormg dan
. . . . evaluasi dan rencana tindak
Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Target dan Standar Pelayanan R 1 Dok Kab.Barru
Swasta yang diawasi dan dibina Pengelolaan Sampah lanjut program penataan
lingkungan hidup
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan i::ézziioaitl::;:;r;ngjda;
Target dan Standar Pelayanan R 1 Dok Kab.Barru
lanjut program penataan
Pengelolaan Sampah X .
lingkungan hidup
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Juml::: iﬁlgzzne:g;;::mg
Target dan Standar Pelayanan prog & 1 Dok Kab.Barru
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No

Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan

jumlah Dokumen monitoring
program Peningkatan

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kegiat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Ket

Target dan Standar Pelayanan Kualitas dan Akses Informasi 1 Dok Kab.Barru
Pengelolaan Sampah Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Jumlah(dok monltorlng dan
evaluasi dan rencana tindak
Target dan Standar Pelayanan R 1 Dok Kab.Barru
lanjut program Pengelolaan
Pengelolaan Sampah =
ruang terbuka hijau (RTH)
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan
Target dan Standar Pelayanan Jumlah dokgmen SLHD yang 1 Dok Kab.Barru
disusun
Pengelolaan Sampah
Penanganan Sampah dengan melakukan
PROGRAM PENGELOLAAN Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, "
12 PERSAMPAHAN Pengelolaan Persampahan Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 29 unit, 190 Org
Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan di 29 Unit
TPA/TPST/SPA/Kabupaten Kota
12 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Kebutuhan Administrasi yang o - . . Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung ) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti
! PEMERINTAHAN DAERAH terpenuhi 100% Adminisirasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8 Jenis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan formal 20rang Kab Baru
Cakupan Ketersediaan Sarana dan 100% Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah sosialisasi p.eraturan peruqdang- 2Orang Kab.Barru
Prasarana Aparatur Undangan undangan yang dilaksanakan/diikuti
f I SDM 100% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan | jumlah aparatur yang mengikuti bimtek 2Orang Kab.Barru
aparatur Perundang-Undangan peraturan perundang-undangan
R Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung . Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen instalasi .
Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Jenis Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor 8 Jenis Kab.Barru
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah jenis peralatan rumah tangga 11 Jenis Kab.Barru
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi Keluar dan .
Konsultasi Keluar Daerah Kedalam Daerah 41 Orang/Kali Kb Barru
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumiah Jenis Sub Kgglatan Pendukur?g . Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Perlengkapan "
. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 3 Jenis Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 1 Unit Kab.Barru
Urusan Pemerintah Daerah . ) Gedung Kantor
Urusan Pemerintah Daerah Lainnya
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya i:nm::rh pengadaan peralatan gedung 7 Unit Kab.Barru
Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Meubeleur 4 Unit Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung

Ket

. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1 Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang terkirim 2 Jenis Kab.Barru
Pemerintahan Daerah .
Pemerintahan Daerah
. . Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jurplah Jenis Sub Kgglatan Pendukung . Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Jumlah kendaraan roda empat dan roda .
. . Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 2 Jenis . . oo 21 Unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah . Kendaraan Dinas Operasional atau dua yang dipelihara
Urusan Pemerintah Daerah
Lapangan
. . Jumlah peralatan gedung kantor yang .
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyal L 24 Unit Kab.Barru
dipelihara
PROGRAM PENDAFTARAN Jumlah penduduk yang dilayani . Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung . Peningkatan Pelayanan Pendaftaran
2 PENDUDUK administrasi kependudukan (KTP KK) 7744 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Jenis Penduduk Jumlah Pelayanan KTP, SKPWNI, KK 17602 Orang Kab.Barru
. . . . . Jumlah Pelayanan Akta Kelahiran, Akta
3 |PROGRAM PENCATATAN SIPIL Jumiah Penduduk yang dilayani 3Laporan  |Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Jumiah Jenis Sub Kegiatan Pendukung 1 Jenis Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan |\ 1, sl - Kematan, Perubahan Status 9307 Orang Kab.Barru
Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil Sipil
Anak, dan Pewarganegaraan
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Laporan pengembangan data Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Jumiah Jenis Sub Kegiatan Pendukung . . Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Jumlah kecamatan yang mendapatkan
4  [INFORMASI ADMINISTRAS| base kependudukan 3Laporan Informasi Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi 1 Jenis Administrasi Kependudukan sosialisasi kebijakan kependudukan 7 Kecamatan Kab Barru
KEPENDUDUKAN P P Administrasi Kependudukan P y P
" . - " . . Penyusunan Profil Data Perkembangan
5 Program Pengelolaan Profil Jumiah Sistem Adm||.1.|stra5| 1 Sistem Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Jumiah Jenis Sub Kegiatan Pendukung 1 Jenis dan Proyeksi Kependudukan serta Jumlah Buku Profil yang diterbitkan 1 Buku Kab.Barru
Kependudukan Kep Yang dij Penyusunan Profil Kependudukan .
kebutuhan lainnya
13 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- . . _— . Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pelayanan Administrasi o Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber N L N . I
1 PEMERINTAHAN DAERAH Perkantoran 100 % Daya Aparatur Zzzlrr;gt;:ratan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya 1 Jenis Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3org Kab.Barru
Cakupan sarana dan prasarar}a 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlgh Jenlls Sub Kegiatan Pendukung 3 Jenis Pgnyedlaan Komponen Instalasi 10 buah Kab.Barru
perkantoran yang terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Cakupan kebutuhan kompetensi
Spesifik urusan dan non urusan yang 100% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 buah Kab.Barru
terpenuhi sumber daya aparaturnya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan .
Konsultasi SKPD 2 Jenis Kab.Barru
- . Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
Pengadaan Bavrang Mik Daerah Penunjang Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 3 Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1jenis Kab.Barru
Urusan Pemerintahan Daerah X
Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis Kab.Barru
Pengadaan Mebeleur 3 Jenis Kab.Barru
Penvediaan Jasa Penuniana Urusan Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
v . lang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3 Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17 Jenis Kab.Barru
Pemerintahan Daerah )
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber .
Daya Air dan Listrik 3 Jenis Kab Baru
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2o0rg Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Ket

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang 8 Jenis Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 6 unit Kab Barru
Urusan Pemerintahan Daerah
Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 unit Kab.Barru
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 1jenis Kab.Barru
Kantor
Persetase seluruh desa yang . . I
2 PROGRAM PENINGKATAN terfasilitasi dalam pengelolaan 100% Fasilitasi Kerja sama antar Desa Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Fasiltasi 1 Jenis Fasilitasi Kerja sama Antar Desa 40 Desa Kab.Barru
KERJASAMA DESA adimistrasi desa Kerja sama antar Desa
Persetase seluruh desa yang Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung I
3 PROGRAM  ADMINISTRASI terfasilitasi dalam pengelolaan 100% Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan  [Pembinaan dan Pengawasan 10 Jenis Fas".lt'?SI ’ Penyglenggaraan 40 Desa Kab.Barru
PEMERINTAHAN DESA - . - . . Administrasi Pemerintahan Desa
adimistrasi desa Desa Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
cakupan desa yang meningkat dalam o Fasilitasi Penyelenggaraan
pengelolaan pemerintahan desa 100% Administrasi Pemerintahan Desa 40 Desa Kab Barru
Jumlah desa yang memiliki Dokumen 40 Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset 40 Desa Kab.Barru
Perencanaan Tahunan sesuai standar Desa ’
cakupla!1 desall k.8| ylang menf:lapatk?n 100% Peningkatan Kapasitas Pemerintahan 40 Desa Kab.Barru
f g Desa
Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Anggota BPD 40 Desa Kab.Barru
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 40 Desa Kab.Barru
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa
serta Lomba Desa dan Kelurahan 40 Desa Kab Baru
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah 40 Desa Kab.Barru
Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM
Desa dan Lembaga Kerja sama antar 40 Desa Kab.Barru
Desa
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 12 Pasar Desa Kab.Barru
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Jumiah Jenis Sub Kegiatan Pendukung . .
ana Beraerak di Bidana Pemberdavaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN éesi dagn Lembaga A dagt Tingkat [;/aerah yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
4 LEMBAGA KEMASYARAKATAN, P t kelompok binaan lemb 100% Provinsi serta Pe?nber dayaan ?\/Ias arakat Desa danlembaga Adat Tingkat Daerah 6 Jenis Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Kab.Barru
LEMBAGA ADAT, DAN pemberdayaan masyarakat (LPM) ’ Hukum Adat vang Mas );rakat Pelﬁkun a Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat ’
MASYARAKAT HUKUM ADAT yang Y ¥ Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Adat
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Cakupan Penanggulangan Kemiskinan ! Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
100% Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Kab.Barru
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No

cakupan desal kel yang mendapatkan

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Ket

PEMERINTAHAN DAERAH

terpenuhi

Kelengkapannya

100% Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Kab.Barru
’ b Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Fasilitasi  Pengembangan  Usaha
1, 0,
desa yang pkan TTG 100% Ekonomi Masyarakat Kab.Barru
Fasilitasi  Pengembangan  Usaha
Ekonomi Masyarakat Kab Barru
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Kab.Barru
Guna
14 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Promosi dan KIE Proaram KKBPK
1 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Jumlah PUS yang terdaftar menjadi 3000 Or Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian |Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi 2 Jenis Melalui Media Massa gCetak dan 2K Kab.Barru
BERENCANA (KB) Peserta KB Aktif 9 Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk . ’ P ’
K N Elektronik Serta Media Luar Ruang
Lokal dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Jumlah PIK KR yang terbentuk 5Kip Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional 100 Org Kab.Barru
(Harganas)
Penguatan pelaksanaan
Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung . dan Pengembangan Program  KKBPK
Petugas Lapangan KB (PKBIPLKB) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ 1 Jenis untuk Petugas Keluarga Kab.Barru
Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
Pengendalian dan Pendistribusian Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta| Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan 1 Jenis Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kab.Barru
Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan KB ’
Kabupaten/Kota Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Jumlah Jenis Sub Keglat?n Pendukung Pengugtan Peran serta .
L . Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra
Serta Organisasi Kemasyarakatan ~Tingkat . N . A X
Serta Organisasi  Kemasyarakatan ~Tingkat 1 Jenis Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan 200 orang Kab.Barru
Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan .
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
y Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Ber-KB
Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukun Orientasi  dan  Pefathhan = Teknis
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS van Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Pelaksanaan Pembai unan Keluarga Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan
2 [PENINGKATAN KELUARGA i YaN8|  810KIp  |MelaluiPembinaan Ketahanan dan Mol Pombinan . Kotatonan. - don 1 Jenis Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, 7Kec Kab.Barru
SEJAHTERA (KS) Kesejahteraan Keluarga . PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Kesejahteraan Keluarga
Keluarga/UPPKS)
15 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan kebutuhan administrasi yang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 107 orang Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Cakupan sarana dan prasarana aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Ket

Penguijian Berkala Kendaraan Bermotor

yang terlaksana Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3780 Kab.Barru
SDM Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 30rang Kab.Barru
aparatur Perundang-undangan
Tingkat pencapaian disiplin aparatur Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listik/ 5 jenis Kab.Barru
Penerangan Bangunan Kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 30 Orang Kab.Barru
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan "
) . . 10 unit Kab.Barru
Urusan Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Operasional dan Lapangan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10 unit Kab.Barru
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab.Barru
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ’
Penye(.ilaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Surat Kab.Barru
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber .
Daya Air dan Listrk 10 Rekening Kab.Barru
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 17 Kendaraan Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas :
Operasional dan Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 20 unit Kab.Barru
Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Rambu 137 unit, marka
2 |LALU LINTAS DANANGKUTAN [Jumlah rambu jalan 193 unit Kabﬁ oot gKap Kabz oo gkap 7150 meter pagar Kab.Barru
JALAN (LLAJ) P s pengaman 145 meter
jumlah marka jalan 26 km Rehabiltasi dan Pemeliharaan 5676 meter Kab Barru
Perlengkapan Jalan
Pagar Jalan 1km Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Penygsunan rencana Pgmbangunan Kab.Barru
Terminal Penumpang Tipe C
pengelolaan pelabuhan penyeberangan Pembangunan Gedung Terminal 1 Paket Kab.Barru
dan Terminal
Persentase prasarana dan fasilitas Pengembangan Sarana dan Prasarana
LLAJ yang dipelihara dan direhabitasii Terminal 2 paket Kab Baru
Persentase penghargaan yang T . .
diperoleh di bidang Lalu Lintas dan REha,lew dan Pemelharaan Terminal 9 unit Kab.Barru
(Fasilitas Utama dan Pendukung)
Angkutan Jalan
Penguijian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kab.Barru
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

; Ket
Program Kegiatan Sub Kegiatan LE T

Kegiatan

Hasil Program Targ.et Keluaran Kegiatan Targ.et Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota I;;Z](t:s Untuk Jaringan Jalan Kabupaten 4 Kegiatan Kab.Barru
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas
Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan 4 Sub kegiatan Kab.Barru
Provinsi

Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan
manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk 1 Kegiatan Kab.Barru
jaringan jalan kabupaten/kota

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Pemantauan Pemenuhan Persyaratan .
. . 1 Kegiatan Kab.Barru
Jalan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi
Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
3 PROGRAM PENGELOLAAN rt-.\n elolaan elabuharrl enyeberangan zae: gz:ggnzpégz:?::;abtﬁ: 2Z?bj;gz:an Pengoperasian dan Pemelharaan 10 unit Kab.Barru
PELAYARAN pengelo'aan p penyeberang gop gump Pelabuhan Pengumpan Lokl :
dan Terminal Lokal
16 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Progra.m Penunjang Urusan Cakupan kebutuhan adr.mmstra5| yang 100% Penye(.ilaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah keglata.n Penyediaan Jasa Penunjang 2 kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembayaran honorarium pegawai 3780 Surat Kab.Barru
Pemerintahan Daerah Kabupaten terpenuhi Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana honorer

Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 kegiatan
yang terlaksana

Pembayaran surat tanda nomor
kendaraan dan Penggantian suku 6 STNK, 2 Unit Kab.Barru
cadang kendaraan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan dinas/operasional

Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya | Pembayaran rekening jasa komunikasi,

Administrasi Umur Perangkat Daerah Daerah yang terlaksana § kegiatan air dan listrik sumber daya air dan listrik 3enis Kab.Baru
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah alat rumah tangga 2 jenis Kab.Barru
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Makan minum rapat tamu, Perjalanan
konsultasi keluar daerah dinas luar daerah dan dalam daerah 44 0K, 150 Org Kab.Barr
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Sub. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik . Pengadaan sarana dan prasarana gedung ..
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Sub Kegiatan kantor dan bangunan lainnya Jumiah Peralatan gedung kantor jenis Kab Barru
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah perlengkapan kantor 15 unit Kab.Barru
Administrasi kepegawaian perangkat daerah Jumlah Administrasi kepegawaian perangkat 3 Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegavwa| Jumlah staf yang menglkuﬂ pendidikan 5 orang Kab.Barru
daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan pelatihan formal

Jumlah staf yang mengikuti bimbingan
teknis implementasi peraturan 3 orang Kab.Barru
perundang - undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

; Ket
Program Kegiatan Sub Kegiatan LE T

Kegiatan

Hasil Program Targ.et Keluaran Kegiatan Targ.et Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian

Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang
dilaksanakan, Jumlah Penerangan

2 Prog.ram Informasi dan Komunikasi Cakupan kerja§ama informasi dan 100% Pelayanan Informasi Publik jumlah .kegl.atan Eengelolaan Informasi dan 5 Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media keliling/pemutaran film/pemasangan 24 media Kab.Barru
Publik media massa Komunikasi Publik yang terlaksana sound system, Jumlah Penyebarluasan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Persentase Pengembangan o . . Jumlah media yang bekerjasama
Komunikasi, Informasi dan Media Massa 100% Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dengan pemerintah daerah 2 Lembaga Kab Baru
P tase Kegiatan Op L - Jumlah kerjasama antar Lembaga
Kehumasan, Keprotokoleran dan Data 100% dP:zgat:]atan tata kelola komisi informasi i Pemerintah dalam penyebarluasan 7 jenis Kab.Barru
dan Informasi informasi
P tase Informasi Penyelenggaraan o Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Jenis informasi publik yang
Pemerintahan Daerah 100% Media dan Kemitraan Komunitas dipublikasikan dan dikelola PPID 10 orang Kab Baru

Jumlah Sumber Daya Jurnalis dan
Kehumasan yang mengikuti Pelatihan, 2 jenis Kab.Barru
Bintek dan Studi Kehumasan

Pengelolaan nama domain yang telah
3 |Program Aplikasi Informatika ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub
domain dilingkup pemerintah daerah

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra
pemerintah daerah

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber

P.erst.entase Pen.gembang.an 100% Penge!olaan E-Government Di lingkup Jl.lmv|ah Sub.Keglavtan Pengelolaan e-government 4Sub. Kegiatan |daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah sgwg ban§W|th, dan Jumlah 5 Orang Kab.Barru
Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah daerah pengadaan jaringan internet dan intranet
Jumlah Pelayanan pengaduan
Pengelolaan Government Chief Information | masyarakat dan Jumlah aparat yang .
Officer (GCIO) mengikut pelatihan di bidang E- 1kegiatan Kab Barru
Government

17 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Jumlah aparatur/PNS yang

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan kebutuhan o N . Jumlah Administrasi Kepegawaian . Pendidikan dan Pelatihan Pegawai . L
01 PEMERINTAHAN DAERAH administrasi yang terpenuhi 100% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan 1 Jenis Berdasarkan Tugas dan Fungsi menglkutl' pendidikan dan 6 Orang Kab.Barru
pelatihan formal
Cakupan kebutuhan sarana Jumlah penyediaan dan
dan prasarana perkantoran 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah penyelenggaraan Administrasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga han peralatan rumah tangga y| 4 Jenis Kab.Barru
yang terpenuhi Umum
Cakupan Kebutuhan
Kompetensi Spesifik Urusan - ) .
dan Sub Urusan yang 100% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas Keluar dan 84 0K Kab.Barru
Konsultasi SKPD Kedalam Daerah
terpenuhi sumber daya
aparaturnya
Pengadaan Ba.rang Milik Daerah Penunjang | Jumlah Bara.ng Milik Daerah yang Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pengadaan peralatan 2 Unit Kab.Barru
Urusan Pemerintah Daerah diadakan gedung kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah pengadaan 2 Unit Kab.Barru
Lainnya perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan 54 Unit Kab.Barru

meubeleur
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Jumlah Jasa Penunjang Urusan

Jumlah Surat yang dikelola

Ket

MODAL

investasi

Kabupaten/ Kota

Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

yang diikuti

Pemerintahan Daerah Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama satu tahun 400 Surat Kab.Barru
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah pembayaran rekening )
Daya Air dan Listrik telepon, air dan listrik 11 rekening Kb Barru
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan J\{mlah STNK k endaraan .
. ’ Lo . ) dinas/operasional yang 11 Unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipelihara Perorangan Dinas Operasional atau . . ..
diperpanjang perizinannya
Lapangan
Pemellharaan/Rehab|I|ta5| Gedung Kantor [ Jumlah gengg kantor yang 2 Unit Kab.Barru
dan Bangunan Lainnya dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah perlengkapan gedun
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau P 8 Ap gA . g 4 Unit Kab.Barru
. kantor yang diperbaiki
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralata'm ged}n}g Kab.Barru
kantor yang diperbaiki
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pelaksanaan Penilaian Kesshatan
02 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN Persentase KSP/USP yang sehat 100% leam/Unn Simpan Pinjam Koperasi yang Jumlah KSU/KSP yang sehat KSP/USP Koperasi Kewenangan Jumiah KSPIKSU yang dinilai 58 Koperasi Kab.Barru
KSP/USP KOPERASI Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Kesehatannya
Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN Persentase Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Lathan Perkoperasian Bagi | | -1 e idikan dan Pelatihan Perkoperasian Peningkatan Pemahaman dan Tersedianya Tenaga kerja
03 LATIHAN PERKOPERASIAN Perkoperasian Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam ana dilaksanakan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kk ! fesi 1 90 Orang Kab.Barru
P Daerah Kabupaten/ Kota yang Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi operasi yang prolesiona
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan | Jumlah peserta Bimtek dan sosialisasi
04 |MENENGAH, USAHA KECIL, DAN Jumlah UMK yang memiliki izin 1000 yang Keanggotaannya dalam Daerah Jumlah usaha mikro yang didata dan difasilitasi Pen emba)|l1 an Usaha Ngllikro P wirausaha baru 12 Produk Kab.Barru
USAHA MIKRO (UMKM) Kabupaten/ Kota gemoang
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Jumlah UMK yang dipromosikan
Pemangku Kepentingan dalam produknya/Jumlah Pameran Promosi 1 Koperasi Kab.Barru
Pemberdayaan Usaha Mikro UMK yang diiukuti
Pengembangan Usaha Mikro dengan Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil
05 |PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Jumlah Produk UKM yang berkualitas 5UKM  |Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjagi | U™an UMK yang dikembangkan dari usaha dalam Pengembangan Produksi dan Jumizh UMK yang difasiltasi penerbitan 107 UMK Kab.Barru
. mikro menjadi Usaha Kecil Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta sertifikat produk
Usaha Kecil N )
Desain dan Teknologi
18 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM P t ) Penyelesai . Ped . Pembuatan Peta Potensi Investasi Terpenuhiya Informasi Peluang dan Potensi Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Jumlah buku potensi unggulan
o PENANAMAN MODAL Inves.t:.m dan system informasi 0,558 Kabupaten/Kota Investasi ! Usaha Kabupaten/Kota Penanaman Modal 200 Buku Kab Barru
Perizinan Penanaman Modal
" Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal . . . .
2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN [ Jumlah Investor yang mengenal potensi 420 Investor  |yang Menjadi Kewenangan Daerah Tersampaikannya Peluang dan Potensi Investasi 1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Promosi / pameran Investasi 3 Pameran Kab.Barru
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program T Kegiatan T Sub Kegiatan .
. arget 8 arget . : Kegiatan
Hasil Program 4 Keluaran Kegiatan 4 Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan
03 PROGRAM PELAYANAN Persentase Ketepatan Waktu 1 secara Terpadu Satu Pintu dibidang Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan 3.2 dari skala 4 dan Nonperizinan berbasis Sistem Jumlah Paket Sistem Informasi dan 1 Avlikasi Kab.Barru
PENANAMAN MODAL Penyelesaian Perizinan Penanaman Modal yang menjadi Penanaman Modal ’ Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi database P ’
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota secara Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Komitmen ) - )
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Jumiah Kunjungan Survei Tim Teknis Ke 1.450 OK Kab.Barru
Lapangan
Modal
PROGRAM PENGENDALIAN . Pengendalian Pelaksanaan Penanaman . - . o Jumlah Laporan Pengawasan /
04 |PELAKSANAAN PENANAMAN Jumlah Kemitraan UKM dengan 4 Mitra Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Jumiah Pengenda"én Eelaksanaan penanaman 3 Jenis Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pengendalian (LKPM) yang 35 Laporan Kab.Barru
perusahaan PMDN/PMA modal yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan Penanaman Modal .
MODAL Kabupaten/Kota terselesaikan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan | Persentase Penyelaian MOU Kemitraan 4 kemitraan Kab.Barru
Pelaksanaan Penanaman Modal UKM dengan perusahaan PMDN/PMA ’
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan |Jumlah Berita Acara (BAP) Pengawasan 35 Lanoran Kab.Barru
Pelaksanaan Penanaman Modal PMDN dan UKM P ’
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA P tase Penyelesaian Py Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Data dan Informasi Perizinan dan Jumlah Bahan Informasi potensi
05 |DAN SISTEM INFORMASI data dan sistem Informasi Penanaman 100& dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada  |enyelesaian Informasi bahan promosi penanaman 1 Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Penanaman Modal dalam bentuk 5 Jenis Kab.Barru
PENANAMAN MODAL Modal Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
Elektronik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN P kebutut Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah surat yang dikelola selama satu
6 |PEMERINTAHAN DAERAH ! ana terpenuhi 100% P v intahan Daerah jang Jumlah Jasa Penunjang Urusan Kantor 2 Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat ¥ t?ah 600 eks Kab.Barru
KABUPATEN / KOTA yang terp emerintahan Daeral un
Penyediaan Jasg Komur}nkgm Sumber  [jumlah pembayaran rekgnlng telepon, air 3 Kab.Barru
Daya Air dan Listrik dan listrik
Administrasi Umum Perangkat Daerah h penyediaan dan penyelenggaraan Administrasi 4 Jenis . Pgnyedlaan Komponen Instalasi . .Jumlah komponen instalasi 20 Jenis Kab.Barru
listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumiah Peralataq Rumah Tangga dan 6 Jenis Kab.Barru
Kebersihan Kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Jumlah Perjalanan dinas keluar daerah
Konsultasi SKPD dan dalam daerah 180 0K Kab Baru
Pengadaan Ba.rang Milk Daerah Penunjang Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan 12 Unit Pengadaan Sarana dan Prasar;na Gedung Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 9 Unit Kab.Barru
Urusan Pemerintah Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemell.haraan Barang M|I|l.( Daerah Jumlah Barang Miik Daerah yang dipelihara 46 unit Pemellharaan., Pajak, dan.Penzman Jumlah Kendaraah dl.nasloperaswnal 12 Unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau yang dipelihara
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabiltasi Qedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Kab.Barru
dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumiah perlengkaoan geduna kantor
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan P 9 .p . 9 9 29 Kab.Barru
. yang dipelihara
Lainnya
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Adm|n|§tra5| Kepegawaian yang 2 Jenis Pendidikan dan Pelatihan Pegawal Jumlah Aparz_nur yang mepglkutl Diklat 7 Orang Kab.Barru
dilaksanakan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Teknis dan Fungsional
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan .
Hasil P : Keluaran Kegi : Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian| Kegiatan
asil Program . eluaran Kegiatan . eluaran Sub Kegiatan | Target Capaian
Capaian Capaian
Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah Aparatur yang meng|kuti 4 Orang Kab.Barru
perundang-undangan bimbingan Teknis
19 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN P tase pelay iministrasi o o ) Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung . Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
! PEMERINTAHAN DAERAH perkantoran 100% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Jenis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3 Orang
Cakupan sarana dan prasarana aparatur| 100% Sosialisasi Peraturan Perundang- 2 Oran
yang terlaksana ’ Undangan 9
Persentase kualitas SDM aparatur 100% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 10ran
Budparpora ’ Perundang-Undangan 9
. . Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung .- Penyediaan Komponen Instalasi .
Adminisirasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Sjenis Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Jenis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 3 Jenis
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 3 Jenis
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Jenis
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan .
Konsultasi SKPD 102Kl
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumiah Jenis Sub Keglgtan Pendukung. . .
) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 1 jenis Pengadaan Mebel 8 Jenis
Urusan Pemerintah Daerah )
Urusan Pemerintah Daerah
. ) Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan ) . . .
. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3 jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Surat
Pemerintahan Daerah .
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3 Rekenin
Daya Air dan Listrik 9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 3 Jenis
Bangunan Lainnya
' - Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Penyeqlaan Jasa lPemellharaa.nv, Biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah . - . L Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan .
. . Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 4 jenis . . 2 Unit
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah . Kendaraan Dinas Operasional atau
Urusan Pemerintahan Daerah
Lapangan
Pemeliharaan Mebel 1 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor .
) 1 Unit
dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 3 Unit
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN Presentase Pembinaan Olah Raga yan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Jumih Jenis Sub Kegiatan Pendukung
2 |KAPASITAS DAYA SAING dilaksanakan gayang 100 Olahraga 9 9 9 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 2 jenis Standardisasi Organisasi Keolahragaan 5 Orang
KEOLAHRAGAAN g Olahraga
Persem::;::;; r:: ::: d;;;ia::::na olah 100% Pengembangan Organisasi Keolahragaan 5 Organisasi
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No

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang

Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kegiat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Ket

Kabupaten/Kota

Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan
Dunia Usaha

Jumiah atlet yang tangguh dan handal 192 Menjadi Kewenangan Daerah Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang enis (I’)T:grztz;:a}(r]jj;r::n(;;:t:rasarana 7 Unit
Kabupaten/Kota Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung . Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan )
Jumlah atlet yang tangguh dan handal 192 Prestasi Tinakat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1 jenis Data dan Informasi Sektoral Olahraga 1 Kegiatan
9 Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 9
Persentase sarana dan prasarana olah 100% Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga ;L;rr?lZTeJnem:é:: E:%Z:ZZ:ST:;??Tm at 1ienis Partisipasi dan Keikutsertaan dalam 1 Kegiatan
raga dalam kondisi baik ’ Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Veengy ! ga Ting ) Penyelenggaraan Kejuaraan 9
Daerah Kabupaten/Kota
; Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
g?en;tbzllrs]ia?'ir:]d:ZtPDZlﬂzhmE?E\?iirs]iomhraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1 jenis Seleksi Atlet Daerah 1 Kegiatan
9 Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Penyadaran, Pemberdayaan, dan
PROGRAM PENGEMBANGAN Cakupan kegiatan organisasi Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,
-, o erhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, jenis emeliharaan, dan Pengawasan Prasarana ni
3 [KAPASITAS DAYA SAING ke, pt-.‘mudagan an| %lblna 100% Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/k Terr?ada Pegmuda Pelopor Kabup aten/Kota 4 Jen Pemelh dan P P 1 Unit
KEPEMUDAAN P yang Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader |, - P P P ! dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Cakupan kegiatan organisasi o Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan
kepemudaan yang dibina 100% Pasukan Pengibar Bendera 70 0rang
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Jumlah Organisasi Pemuda Yang aktif 105 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas 50 Orang
Daya Saing Wira Usaha Pemula
Jumlah per_nuda yang herwwaus.aha dan 100 orang 50 Orang
terciptanya lapangan kerja
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang
Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi,
Akses Pengembangan Diri, Penggunaan
Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, 100 oran
Partisipasi Pemuda Dalam Proses 9
Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan
Pengambilan Keputusan Program Strategis
Kepemudaan
Pemberdayaan dan Pengembangan jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Pemberdayaan dan Pengembangan 2 Jenis Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi 3 Dokumen

Peningkatan Kapasitas Pemuda dan
Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

3 OKP, 50 Orang, 100
Orang, 50 Orang

20 [URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

; Ket
Program Kegiatan Sub Kegiatan LE T

Kegiatan

Hasil Program Targ.et Keluaran Kegiatan Targ.et Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian

Program Penyelenggaraan Statistik :::;2?::::::::;%:?::::Z":t 100% Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral [Jumlah Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik 1 Sub. Kegiatan Ks:r(glr;isalndzr:]::ins’izodn;\adsils‘::igl;:]iZli?an' jumlah dokumen metadata statistik 6 dokumen
Sektoral P P : di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten e o g . ) sektoral yang tersusun
waktu statistik sektoral
21 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Program araan P dian| Cakupan araan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk [Jumlah Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Keamanan Informasi Jumlah dokumen vana dikirim dan
Untgk Pe;l a&anaggl’nformalsi puntluk k; amaﬂgn inforvmlasi 100% Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah  |Persandian untuk Pengamanan Informasi 1 Sub. Kegiatan | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diterima sei nay dia?nankan 1 kegiatan
9 Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

22 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Jumlah kegiatan: Kesenian Daerah,

o1 PROGRAM PENGEMBANGAN Cakupap budaya Iol.(al dar} situs 0,067 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Pelestarian Kesenian Tradisional yang 2 Jenis Pembinaan Sumber Daya M.arl1u5|a, Kamaval budaya, Festval Budaya, 6 Event Kab.Barru
KEBUDAYAAN bersejarah yang dilestarikan Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Lembaga, dan Pranata Tradisional . .
Kabupaten/Kota Pentas budaya, Permainan Tradisional
Kabupaten/Kota
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak
yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Jumlah tenaga iuru budava van
Jumlah budaya lokal yang dilestarikan 1 Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan . .g J . .y yang 75 Orang Kab.Barru
L . difasilitasi dan dibina
Kontribusinya dalam Pemajuan
Kebudayaan
Pembinaan Lembaga Adat yana Penanutnya Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Pelindungan, Pengembangan,
9 yang Feng Y8 pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya 1 Jenis Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga | Jumlah Lembaga Adat yang dilestarikan 1Lbg Kab.Barru
dalam Daerah Kabupaten/Kota
dalam Daerah Kabupaten/Kota Adat
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Pelaku budaya berperan aktif Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Jumlah Jenis Sub !(eglatan Pendukung . Peningkatan Pendldlk.an dan I'T'elatlhan Jumlah sanggar seni taradisional dan
02 N 300 orang Pembinaan Kesenian yang Masyarakat 1 Jenis Sumber Daya Manusia Kesenian . ) 10 grup Kab.Barru
KESENIAN TRADISIONAL dalam melestarikan kebudayaan Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - seni keagamaan yang terbina
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Tradisional
Program Pelestarian Dan Cakupan budaya lokal dan situs Penetapan Cagar Budaya Peringkat Jumiah Jeris Sub Kegiatan Pepdukung . Pencegahan dan Penanggulangan dan Jumlah peninggalan sejarah dan situs- .
3 . N Ny 0,067 Penetapan Cagar Budaya Peringkat 1 Jenis . . : . . 1 Unit Kab.Barru
Pengelolaan Cagar Budaya bersejarah yang dilestarikan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kerusakan dari kerusakan Cagar Budaya situs bersejarah yang dilestarikan
23 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
- " . . Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan kebutuhan administrasi yang o Penyediaan Jasa Penunjang Urusan . . . . . .
1 PEMERINTAHAN DAERAH terpenuhi 100% Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa PeBl;rgra;r? Urusan Pemerintah 3 Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 500 Surat Kab.Barru
Cakupan kebutuhan sarana dan ) 100% Penyediaan Jasg Komuangsu Sumber Jurlnlah. rekening penyefila jasg ‘ 3 Rekening Kab.Barru
prasarana perkantoran yang terpenuhi Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik

Cakupan kebutuhan kompetensi
spesifik urusan dan non urusan yang 100% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor|  Jumlah pegawai kebersihan kantor 2 Orang Kab.Barru
terpenuhi sumberdaya aparaturnya

Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Jumlah peralatan rumah tangga yang

Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga disediakan 6 Jenis Kab.Barru
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat -rapat dan Koordinasi .
Konsultasi SKPD Keluar dan kedalam Daerah S0 Kali Kab Baru
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumiah Jenis Sub Kgglatan Pendukurlmg .- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Pengadaan kendaraan "
. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 1 jenis . . 2 Unit Kab.Barru
Urusan Pemerintah Daerah atau lapangan dinas/operasional

Urusan Pemerintah Daerah
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung

Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor

Ket

Konsultasi SKPD

12 bulan

Penunjang Urusan Pemerintah Dasrah Pemeliharaan Barang Mlllk Daerah Penunjang 4 jenis dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 Unit Kab.Barru
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya
pem.el.lharaan dan PaJal.< Kendaraaq dan | Jumlah kendaraan dmas/operasmnal 12 Unit Kab.Barru
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara
atau lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyal Jumiah perlengkapan. gedung kantor 14 Unit Kab.Barru
yang terpelihara
Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeleur yang terpelihara 25 Unit Kab.Barru
L . Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung .- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2jenis Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan pelatihan Formal 8 Orang Kab.Barru
Bimbingan Teknis Implemantasi Peraturan Jumiah ASN.yang Mengikuti Bimtek
Implementasi Peraturan Perundang- 15 Orang Kab.Barru
Perundang-Undangan
Undangan
N Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
PROGRAM PEMBINAAN Jumlah Perpustakaan umum Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah N . — .
2 PERPUSTAKAAN perpustakaan KellDesa Taman Baca 1-55-105 Kab! Kota Pengelolaan Perpusta}lzzta: Tingkat Daerah Kab/ 1 jenis Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah abstrak buku yang diterbitkan 6 Abstrak/3 judul Kab.Barru
. . I y . Jumlah kecamatan yang dikunjungi
. . N Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada o
Rasio Jumlah buku dengan jumlah Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat X . . L roadshow perpustakaan keliling, Jumlah
1:1,07 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 1 jenis Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan S 7 Kecamatan/40 Orang Kab.Barru
penduduk Daerah Kab/Kota Peserta sosialisasi minat dan budaya
Kab/Kota Khusus serta Masyarakat baca
24 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Presentase dokumen arsip yang P . . . .
1 [PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP tersimpan sesuai dengan jenis 14908 Dok | engelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab. Jumiah Jenis Sub Kegiatan Pendukung 1 Jenis Pemeliharaan dan Penyusutan Atsip [ o1 2reip daerah yang dipelibara 13998 Dok Kab Barru
- ) Barru Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab. Barru Dinamis
klasifikasi kearsipan
. . . . Pengumpulan dan penyampaian salinan
Jumiah dc?kt.lme.n arsip yanq per.\tlng 5 Jenis Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab. Barru Jumiah Jenis .SUb Keglatan Pendukung 2 jenis otentik naskah asli arsip terjaga kepada Jumlah jenis dokumen kearsipan 2 Jenis Kab.Barru
yang bernilai sejarah yang dipelihara Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab. Barru ANRI
Jumlah sarana dan prasarana 24Buah Akuisisi Pengelolaan , Preservasidan |y -\o1, goumen yang diduplikasikan 50 Dokumen Kab.Barru
Kearsipan yang dipelihara Akses Arsip Statis
. " . . Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Penyediaan Informasi Akses dan Layanan
Jumlzh SKPD yang menerapkan arsip 36 SKPD Pengglolaan Sl.mpul Jgnngan Informasi Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan 1 jenis Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Jumiah d°kum§n katalog data yang 1 Eks /70 Orang Kab.Barru
baku Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten . N . disusun
Nasional Tingkat Kabupaten melalui JIKN
Il |URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
1 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Progra.m Penunjang Urusan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawal 5 orang Kab.Barru
Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Pgnyedlaan Komponen Instalasi 3jenis, 1 paket Kab.Barru
Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 3jenis Kab.Barru
Kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 95 kali, 75 Kali, 5 Kali, Kab.Barru

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021

Hal. 86



Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja . Indikator Kinerja . Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kegiatan
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian 9
Capaian Capaian
Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Pengadazn Sarana dan Prasarana .
. . Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 3 unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya
Keglatz‘m Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 surat Kab.Barru
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 12 bulan Kab Barru
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7 orang Kab.Barru
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kendararaan 16 unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas Operasional atau ’
Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyal 13 unit Kab.Barru
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 1 unit Kab.Barru
dan Bangunan Lainnya ’
Pengelolaan Penangkapan lkan di Wilayah
Program Pengelolaan Perikanan Sungai, Danlau, Waduk, Rawa, dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber
2 Tanaka Genangan Air Lainnya Yang Dapat Daya lkan 3 dokumen Kab.Barru
grap Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Y
Kabupaten/ Kota
g:;fa:::[} aKri;:;s;dlaan Sarana Usaha 8 kelompok Kab.Barru
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam . .
Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 8 paket, 4 paket Kab.Barru
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan 4 kelompok. 6 anakatan
Pengembangan Kelembagaan Nelayan POk, © ang ’ Kab.Barru
Kecil 2 angkatan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelayanan Penyelenggaraan Tempat .
Pelelangan kan (TP)) Pelelangan lkan (TPI) 1 unit Kab Barru
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran
zznmp:il g::gznv:lgzﬂ yszsvaBedrggeraa di Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal
gal, - ’ ' Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 50 surat Kab.Barru
Genangan Air Lainnya yang dapat 10GT
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha
Perikanan Bidang Pembudidayaan lkan
yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat
Program Pengelolaan Perikanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu)
3 Bu d% daya 9 Pembudidayaan lkan yang Usahanya dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota yang 50 surat Kab.Barru
¥ (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi
Intensif, dan Intensif, Serta Tidak
Menggunakan Modal Asing dan/atau
Tenaga Kerja Asing
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil ﬁ(z:g;;li)langan Kapasitas Pembudi Daya 6 paket, 12 unit Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Pemberian Pendampingan, Kemudahanan
Akses IlImu Pengetahuan, Teknologi dan

Ket

Urusan Pemerintah Daerah

Kantor atau Bangunan Lainnya

gedung kantor

Informasi, Serta Penyelenggaraan 5 kelompok Kab Barru
Pendidikan dan Pelatihan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan
Pengelolaan Pembudidayaan lkan lkan dalam 1 (Satu) Daerah 2km Kab.Barru
Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) 5 kelompok Kab.Barru
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan
Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) 4 kelompok Kab.Barru
Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Pengembangan,
Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan 1 kawasan Kab.Barru
Untuk Pembudidayaan lkan di Darat
Perencanaan, dan Pengembangan
Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan 1 lokasi Kab.Barru
lkan di Darat
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan
Program Pengolahan dan Pemasaran . . Persyaratan Atau Standar Pada Usaha
4 D Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan . 3 paket Kab.Barru
Hasil Perikanan . . Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil .
dan Kecil
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk
Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 2 kelompok Kab.Barru
Daerah Kabupaten/ Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha
Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 20 paket Kab.Barru
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan kebutuhan administrasi yang o Penyediaan Jasa Penunjang Urusan . ) ) .
1 PEMERINTAHAN DAERAH terpenuhi 100% Pemerintahan Jumlah Jasa Penunjang Urusan Kantor 3 Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kegiatan surat menyurat 500 surat Kab.Barru
Cakupan sarana dan prasarar}a 100% Penyediaan Jasa. Komunlkgsh Sumber | Pembayaran rekgnlqg telepon, air dan 7 Rekening Kab.Barru
perkantoran yang terpenuhi Daya Air dan Listrik listrik
' ' Som 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah h penyediaan dan penyelenggaraan Administrasi 4 Jenis . Pgnyedlaan Komponen Instalasi Jumiah komponen Ilstrlklpgerangan 5 Jenis Kab.Barru
aparatur Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor yang tersedia
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumiah jenis perlengvkap.an Rumah 15 Jenis Kab.Barru
Tangga yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Rapat Koordinasi dalam dan luar 362 Kali Kab.Barru
Konsultasi SKPD daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Barang Milk Daerah yang diadakan 26 Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Pengadaan perlengkapan 23 Unit Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Jumlah Pengadaan peralatan gedung

Ket

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 9 Unit Kab.Barru
: kantor
Lainnya
Pemell.haraan Barang M|I|l.( Daerah Jumiah Barang Miik Daerah yang dipelihara 12 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Qedung Kantor | Jumlah Pembayaran jasa pemeliharaan 1 Unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Bangunan Lainnya rutin / berkala gedung kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jumah kendaraan dinas/operasional .
. h ) 7 Unit Kab.Barru
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang terpelihara
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Jumah kendaraan dinas/operasional .
X . ) 7 Unit Kab.Barru
Kendaraan Dinas Operasional atau yang terpelihara
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Pengadaan perlengkaban
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 9 P gKap 9 Unit Kab.Barru
R gedung kantor
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya| Jumiah perala.tan ke.rj.a kantor yang 2 jenis Kab.Barru
diperbaiki
. . . . . . . ] . Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Aparatur yang mengikuti
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah umlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanak: 1 Jenis Berdasarkan Tugas dan Fungsi pendidikan dan pelatihan formal 3 Orang Kab.Barru
PROGRAM PENINGKATAN DAYA Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola Pengelolaan Destinasi Pariwisata L . . Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah daerah tujuan wisata yg .
02 |TARIK DESTINASI PARIWISATA dan berkembang 10byek |, pupaten/Kota Jumiah Destinasi wisata yang dikelola 6 Destinasi Kabupaten/Kota berkembang 6 Objek Kab Baru
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana Prasarana Obyek .
Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Wisata yang dikembanakan 60 Unit Kab.Barru
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang 9
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah pelaku industri pariwisata 40 Orang Kab.Barru
Kabupaten/Kota
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Penguatan Promosi melalui Media Cetak, S )
3 |PROGRAMPEMASARAN jumlah Kunjungan wisata 35000 [Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan |imlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Neg 2 Jenis Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam | “UTian promosi pariwisata melalui 1 Media Kab.Barru
PARIWISATA y L X pemanfaatan teknologi informasi
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan Luar Negeri
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Jumlah promosi wisata melalui pameran
Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata P ang diikut P 4 Kali Kab.Barru
Kabupaten/Kota yang
PROGRAM PENGEMBANGAN Lembaga yang bermitra dalam Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah peserta vang mengikui
4 |SUMBER DAYA PARIWISATA DAN o gem‘{)ang o estinaa 1lembaga  |Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Manusig Pariwisafa o Bt y 1 Jenis dalam Pengembangan Kemitraan ot dikan” Pt elyaﬁhgan agwisata 240 Orang Kab.Barru
EKONOMI KREATIF pengemoang Kreatif Tingkat Dasar Pariwisata P P P
. . Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, . .
Penggmbangan Kapasitas Pelaku Ekonomi lah Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kr, 2 Jenis Distribusi Konsumsi dan Konservasi Jumiah lokasi wisata kuliner yang 5 Lokasi Kab.Barru
Kreatif . . berkembang
Ekonomi Kreatif
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang
Pendampingan Ekonomi Kreatif dilatih 40 Orang Kab Barru
3 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
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No

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Cakupan kebutuhan administrasi yang

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Jumlah Data yang tersedia
Perencanaan, Evaluasi Kinerja ,

Ket

kewenangan kab/ kota

Inseminasi Buatan (IB)

o . i ’ )
1 PEMERINTAHAN DAERAH terpenuhi 100% Daerah Data Komoditi Pertanian yang 5 Jenis Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Data yang tersedia 5 Jenis Kab.Barru
tersedia
Cakupan sarana dan prasarar}a 100% Penye@aan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 3 Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar 1000 Surat Kab.Barru
perkantoran yang terpenuhi Pemerintahan Daerah Daerah
p SDM 100% Penyedvlaan Ja§a Komunlka3|, Sumber Pembayaran rekgnlrl\g telepon, air dan 12 Bulan Kab.Barru
aparatur Daya Air dan Listrik listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumiah jasa kgbersman kantor yang 3 Orang Kab.Barru
dibayarkan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 35 Unit Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas/iur:rl::ij;'TKalj]engiarearar;n'an 27 Unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas P . yang diperpanjang ’
perizinannya
Jabatan
) ) Jumlah STNK kendaraan
Penyediaan Jasa Pemelinaraan dan dinas/operasional yang diperpanjan 27 Unit Kab.Barru
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional P . yang diperpanjang ’
perizinannya
. I Pengecatan gesung dan pagar,
Peme"haraan/RehablmaSI Gedung Kantor penataan taman, perbaikan instalasi air, 8 Unit Kab.Barru
dan Bangunan Lainnya -
telepon dan listrik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah peralatan geduna kantor van
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau P di eﬁhara 9 yang 10 Unit Kab.Barru
Bangunan Lainnya s
. . . Rakor dan Konsultasi Luar Daerah yang
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah kebutuhan Administrasi Umum | 5y o neeoiaran [Penvelenggaraan Rapat Koordinasidan | o i Rakor dan Konsultasi Dalam 40 OK 187 OH Kab.Barru
Perangkat Daerah Konsultasi SKPD R
Daerah yang dihadiri
Pgnyedlaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ 1Set Kab.Barru
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Gedung Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumiah Penyediaan Peralatan Rumah 15 Jenis Kab.Barru
Tangga
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah . Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung|  Jumlah pengadaan perlengkapan "
. . ) 13 Unit . 4 Unit Kab.Barru
Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya gedung kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah penaadaan peralatan gedun
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan peng kantzr 9 9 9 Unit Kab.Barru
Lainnya
- . . Jumlah Sumber daya dan Aparatur yang di Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah aparat yang mengikuti
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tingkatkan kapasitasnya Z Orang Berdasarkan Tugas dan Fungsi pendidikan dan pelatihan formal 2 Orang Kab Barru
Jumlah benih padi bersertifikat
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Jumlah kasus kejadian penyakit yan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benif/Bibit ]“ml:: btl;l;i:;"]Tn:lll;ig;lb?:z:ku‘l:lura 4;2332131;)0}1n0n Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,
2 |PENGEMBANGAN SARANA Jaclan penyakityang | 5343 Kasus  [Ternak dan Tanaman Pakan Temak serta yang £8] g - Jumlah benih padi bersertiikat 332 Ton Kab.Barru
PERTANIAN tertangani Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Hortikultura dan Perkebunan Jumlah KK 15855 Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
miskin difasilitasi bibit hortikultura dan Pohon 200 KK
perkebunan
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Jumlah Temak vana mendaatkan
Jumlah produksi tanaman pangan 143.351 Ton  [Hewan, tumbuhan dan mikro organisme Jumlah Pengelolaan SDG Hewan 750 Ekor Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman yang P 750 Ekor Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kegiat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan
dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan

Jumlah Penyuluh dalam Pengendalian dan

Pengawasan Penyediaan dan Peredaran

Penjaminan Peredaran HPT, Bahan

Ket

Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan 20 Orang Pakan/Pakan Jumiah Peserta Penyuluhan 20 Orang Kab Barru
Kabupaten/ Kota Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Jumlah Kelompok Pe.n'enma Bemh/ll31'blt P .
Ternak Non Rumanisia dan Rumanisia Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Jumlah Kelompok Penerima Non
Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 R - 4 Klp, 3 Ha . ) . 3Klp Kab.Barru
X serta jumlah luasan hijauan makanan Sumbernya dari Kab/Kota lain Rumanisia
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
ternak
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang "
Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Luas Penanaman Hijauan Makanan 2Ha Kab.Barru
) Ternak
Lain
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan
Jumlah luasan pertanaman padi, alsintan 32,639 Ha. 1 Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian
Pengembangan Prasarana Pertanian dan terbentuknya Kawasan Agro Tekno kawasar; Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Jumlah luas tanam padi dan palawija 31.639 Ha Kab.Barru
Park Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LCP2B
Penyusunan Masterplan Pengembangan Jumiah Kawaasan Agro Tekno Park
Prasarana, Sarana, Kawasan dan ana terbentuk 1 Kawasan Kab.Barru
Komoditas Perkebunan yang
. Jumlah Pembangunan Prasarana 14 Unit, 700 M, [Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah lrigasi Air Tanah Dangkal yang "
Pembangunan Prasarana Pertanian Pertanian 240 Ekor, 3 BPP |Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dibangun 7 Unit Kab Barru
Pembangunan, Rehabilitasi dan ' .
Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung yang dibangun 4 Unit Kab.Barru
Pembangunan, Rehabilitasi dan N )
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Panjang jalan usaha tani 700 M Kab.Barru
Pembangunan, Rehabilitasi dan . " .
Pemelinaraan DAM Parit Jumlah Dam Parit yang dibangun 3 Unit Kab.Barru
Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah ternak yang dipotong dalam
Pemeliharaan Rumah Potong Hewan RPH 240 Ekor Kab.Barru
Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Balai Penyuluh di Pemenuhan Sarana dan Prasarana BPP 7BPP Kab.Barru
Kecamatan serta sarana pendukungnya
PROGRAM PENGENDALIAN Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan
KESEHATAN HEWAN DAN Jumlah kasus kejadian penyakit yang dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit . . Pengendalian dan Penanggulangan Jumlah penyakit zoonosis yang .
8 KESEHATAN MASYARAKAT tertangani 2313 Kasus Hewan Menular Dalam Daerah Jumlah Layanan Kesehatan Hewan 3 Jenis/Kegiatan Penyakit Hewan dan Zoonosis ditangani 3000 Dosis Kab Barru
VETERINER Kabupaten/Kota
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Jumlah Pengawasan dan Dokumen 7 Kec, 4 Kali dam |Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan
Hewan dan Produk Hewan Daerah '8 . ! y Pertemuan KIE (Komunikasi, Informasi d 4 Kali Kab.Barru
Informasi Produksi Peternakan 1 Dok Keamanan Produk Hewan
Kabupaten/Kota
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan
Teknis untuk Pemasukan dan/atau Jumlah Dokumen Informasi Produksi Pet 1 Dokumen Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium

Ket

dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium |Jumlah Pusat Kesehatan Hewan yang di 1 Unit Kab.Barru
Kabupaten/Kota
Penygdlaan Pelayanan Jasa Medik Jumlah petugas paramedik veteriner yan 20 Orang Kab.Barru
Veteriner
Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Jumlah Penerapan dan Pengawasan . . Pendampingan Unit Usaha Hewan dan .
Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 1Jenis/Kegiatan Produk Hewan Jumiah Peserta Bimiek Petugas PELSA 100 Sampel Kab Barru
Jumkah bentuk penerapan dan . .
Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan X Pendampingan Penerapan Unit Jumlah dokumen pendataan masalah
. B pengawasan persyaratan teknis kesehatan 100 Sampel . 1 Dokumen Kab.Barru
Teknis Kesejahteraan Hewan ) Kesejahteraan Hewan peternakan
masyarakat veteriner
PROGRAM PENGENDALIAN DAN P Gerakan P fan OPT Pengendalian dan Penanggulangan Bencana |Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Pengendalian Organisme Pengganggu
4 |PENANGGULANGAN BENCANA Tanaman Pangan, Hortikultura dan 100% ger gguiang gencalia sgutang; 24Kali  [Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Jumiah gerakan pengendalian OPT tana 19 Kali Kab Barru
Pertanian Kabupaten/Kota Bencana Pertanian Kabupaten/Kota .
PERTANIAN Perkebunan yang terlaksana Hortikultura, dan Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Isin Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengawasan Depo Obat Hewan dan
5 Jumlah Perizinan Usaha Pertanian 1 Jenis - g ’ ’ & 28 Kali g Penggunaan Antibiotik/ Hormon oleh 28 Kali Kab.Barru
PERTANIAN Distributor) Obat Hewan Usaha Pengecer Pengecer Obat Hewan Petugas
PROGRAM PENYULUHAN Jumlah kelompok tani yang mampu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
6 PERTANIAN menerapkan tekmologi pertanian tepat 40 KT Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2 Jenis Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan | Jumlah dokumen programa penyuluhan 63 Dokumen Kab.Barru
guna Desa
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan . .
Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah peserta pelatihan usaha agribisn| 90 Orang Kab.Barru
Penyediaan dan PemanfaatanlSarana dan Jumlah BPP yang terpenuhi Operasionali 7BPP Kab.Barru
Prasarana Penyuluhan Pertanian
4 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Penyediaan Sarana Distribusi 4 Pasar Kab.Barru
DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN Distribusi Perdagangan Perdagangan ’
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi 8 pasar Kab.Barru
Perdagangan
PROGRAM STABILISAS| HARGA Pembangunan dan Pengelolaan Sarana izmﬂf:: ;;;EZ:: rI]BaSrt:: B;:rl]rt]ii
2 |BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN embang 9 g rening 12 bulan Kab.Barru
Distribusi Perdagangan Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi
BARANG PENTING ) :
Dalam Sistem Informasi Perdagangan
3 PROGRAM STANDARISASI DAN Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, 1 Kegiatan Kab.Barru
PERLINDUNGAN KONSUMEN Tera Ulang dan Pengawasan Tera Ulang 9 ’
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 4 Kali Kab.Barru
PROGRAM PENGGUNAAN DAN Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan
4 [PEMASARAN PRODUK DALAM peningkatan Penggunaan Produk Dalam Produk Dalam Negeri Di Tingkat 8 pasar
NEGERI Negeri Kabupaten/Kota
5 |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

; Ket
Program Kegiatan Sub Kegiatan LE T

Kegiatan

Hasil Program Targ.et Keluaran Kegiatan Targ.et Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Sumber Daya 2Keg Kab.Barru
Industri

PROGRAM PERENCANAAN DAN Penyusunan dan Evaluasi Rencana
PEMBANGUNAN INDUSTRI Pembangunan Industri Kabupaten/kota

Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan
pembangunan sarana dan prasarana 6 Kelompok Kab.Barru
industri

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Rencana Pemberdayaan Industri dan 1 Dok Kab.Barru
Peran Serta Masyarakat

Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Penye@aan Informasi Industri untuk Informasi ana||5|§ Data Industrl|, Qata Kawasan
2 Industri untuk UL, IPUI, IUKI dan IPKI Industri serta data lain lingkup 1 Dok Kab.Barru
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL o ’
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINas)

IV |UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1 |SEKRETARIAT DAERAH

1.1. |BAG.UMUM
1 Program Penunjang Urusan Cakupan kebutuhan administrasi yang 100% Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 13 oran Kab.Barru
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terpenuhi ’ Daya Aparatur Perundang-Undangan 9 ’
Terjalinnya Koordinasi dan komunikasi 453 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Komponen Instalasi 28 ienis Kab.Barru
dan harmonis dengan stake holder Pemerintahan Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ! ’
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35 jenis Kab.Barru
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 jenis Kab.Barru
Fasilitasi Kunjungan Tamu 32075 OK Kab.Barru
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 103 OK, 8711 OK Kab.Barru
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 1 unit Kab.Barru
Urusan Pemerintah Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan ’
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 0 unit Kab.Barru
atau Lapangan
Pengadaan Mebel 3 jenis Kab.Barru
Pengadaan Sarana dan Brasarana Gedung 5jenis, 6 jenis Kab.Barru
Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 11 jenis, 3 jenis Kab.Barru

Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2735 surat, 41 jenis, 10

Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat jeris Kab.Barru
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber .
Daya Air dan Listrik 3 Jenis Kab.Barru
Penyediaan Jasa Peralatan dan 4 Jenis Kab.Barru

Perlengkapan Kantor
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

588 orang

Kab.Barru

Ket

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

8 jenis

Kab.Barru

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

6 unit

Kab.Barru

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

5 unit

Kab.Barru

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

3 unit, 5 unit

Kab.Barru

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

3 unit, 3 unit, 7 jenis, 3
unit

Kab.Barru

Administrasi Keuangan dan Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

1 jenis, 3 jenis, 5 jenis

1 jenis, 3 jenis, 5 jenis

Kab.Barru

Pelaksanaan Medical Check Up Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 tahun

1 tahun

Kab.Barru

Penyediaan Dana Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

95 kali

95 Kali

Kab.Barru

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat
Daerah

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
Kepala Daerah

3jenis

3 jenis

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
Wakil Kepala Daerah

3jenis

3 jenis

BAG. ADM. PEMBANGUNAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

Cakupan kebutuhan administrasi yang
terpenuhi

100%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

200 Surat

Kab.Barru

K ingk k itas SDM

aparatur

100%

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

5000 Lembar

Kab.Barru

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

65 0K

Kab.Barru

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

1 Unit

Kab.Barru

Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap
Lainnya

Kab.Barru

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

2 Unit

Kab.Barru

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

4 Jenis

Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan

Ket

Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perundang-Undangan - Kab.Barru
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang- 2 Orang Kab.Barru
Undangan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN P pelal peng; o . . Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi .
2 PEMBANGUNAN dan pengendalian kebijakan KDH 100% Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Program Pembangunan 10 Kali Kab.Barru
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi 113 Kali Kab.Barru
Program Pembangunan
1,3 |BAG. PEMERINTAHAN
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan kebutuhan administrasi yang 100% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat 100 Surat Kab.Barru
PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA terpenuhi ’ Pemerintahan Daerah Menyurat :
K peningkatan itas SDM o o Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat
aparatur 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD 123 0K Kab.Barru
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan .
. . o 4 Jenis Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Mesin Lainnya
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN o . Sub Kegiatan : Penataan Administrasi "
2 KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Tata Pemerintahan Pemerintahan 4 Kali Kab.Barru
Sub Kgglatan : Penataan Administrasi 44 Orang Kab.Barru
Pemerintahan
Sub .Keglatan : Pengelolaan Administrasi 10 Pilar Kab.Barru
Kewilayahan
Sub Keglatan : Fasilitasi Pelaksanaan 2 kerjasama Kab.Barru
Otonomi Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN . . Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan
3 PEMBANGUNAN Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan Kab.Barru
Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan 4kali Kab.Barru
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
1,4 |BAG. HUKUM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan kebutuhan administrasi yang o o Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
1 PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA terpenuhi 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah perundang-undangan 5 Buku Kab.Barru
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
k peningkatan k itas SDM o Pemeliharaan Barang Milik Daerah kendaraan,Biaya Pemeliharaan Pajak dan "
aparatur 100% Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit Kab Barru
atau Lapangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Tefnik Iplementasi peraturan 2 Orang Kab.Barru
perundang Undangang
Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Bantuan Hukum 2 Kordinasi Kab.Barru
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 3 Jenis Kab.Barru
Daerah
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 10 Perda Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Pendokumentasian Produk Hukum Dan

Ket

BUMD dan BLUD

Pengelolaan Informasi Hukum 7 kecamatan Kab.Barru
Pendokumentasian Prloduk Hukum Dan 10 Perda Kab.Barru
Pengelolaan Informasi Hukum
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 3 Jenis Kab.Barru
Daerah
Fasilitasai Bantuan Hukum 55 Desalkel Kab.Barru
Pendokumentasian Produk Hukum Dan .
. 1 kerja sama Kab.Barru
Pengelolaan Informasi Hukum
Pendokumentasian Pr.oduk Hukum Dan 142 WL Kab.Barru
Pengelolaan Informasi Hukum
Fasilitasai Bantuan Hukum 1 Kasus Kab.Barru
Fasilitasai Bantuan Hukum 5LHP Kab.Barru
1,5 |BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Cakupan kebutuhan admlnlstra5| yang 100% Penye@aan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 surat Kab.Barru
Daerah Kabupaten/Kota terpenuhi Pemerintahan Daerah
' ' Som 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 110 OH Kab.Barru
aparatur Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan "
) . . . 1 Unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 6 Orang Kab.Barru
Perundang-Undangan
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Fasilitasi Keprotokolan 2 Jenis Kab Barru
Pimpinan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2 Jenis Kab.Barru
Pendokumentasian Tugas Pimpinan 2 Jenis Kab.Barru
1,6 |BAG. PEREKONOMIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN - . ’ ) N ’
1 |PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan kebutuhan admlnlstra5| yang 100% Penye@aan Jasa Penunjang Urusan Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat 60 Surat Kab.Barru
KABUPATEN/KOTA terpenuhi Pemerintahan Daerah menyurat
. . Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat
Administrasi Umum Perangkat Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD 214 OK Kab.Barru
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa
Pemell.haraan Barang M|I|l.( Daerah Pemellh.araan, Biaya pemell.haraan, Pajak 3 Unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau lapangan
Sub Kegllatan.: Pemeliharaan Peralatan 9 Unit Kab.Barru
dan Mesin Lainnya
. . . Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1 Orang Kab.Barru
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Persentase peningkatan kinerja o . . Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi o
2 PEMBANGUNAN perekonomian daerah 100% Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Perekonomian 4 Koordinasi Kab.Barru
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 2 Dokumen Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kegiat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Sub Kegiatan : Perencanaan dan

Ket

Laksana

Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 2 Koordinasi Kab Baru
1,7 |BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan kebutuhan administrasi yang 100% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat 200 Surat Kab.Barru
PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA terpenuhi ’ Pemerintahan Daerah Menyurat :
R Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat ’
Administrasi Umum Perangkat Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37 Kali Kab.Barru
Pengadaan Ba.rang Milik Daerah Penunjang Sub‘Keglétan : Pengadaan Peralatan dan 2 Jenis Kab.Barru
Urusan Pemerintah Daerah Mesin Lainnya
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 2 Unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perizinan Kendaraan Dinas :
Operasional atau Lapangan
Sub Kegllatan.: Pemeliharaan Peralatan 2 Jenis Kab.Barru
dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Implementasi Peraturan Perundang- 2 Orang Kab.Barru
Undangan
2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Presentase Pembinaan Tim Pembina 55 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina 5 Pembinaan Kab.Barru
KESEJAHTERAAN RAKYAT UKS Rakyat Mental Spiritual :
Sub Kegla.tain : Fasilitasi Pengelolaan Bina 5 Pembinaan Kab.Barru
Mental Spiritual
Sub Kegla.tain : Fasilitasi Pengelolaan Bina 7 Kegiatan Kab.Barru
Mental Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 4 kali Kab.Barru
Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 5638 Orang Kab.Barru
Masyarakat
1,8 |BAG. ORGANISASI
Program Penunjang Pemerintahan Cakupan kebutuhan administrasi yang o Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumiah Jgnls Sub Keglatap Pendukung . . )
1 . 100% . Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1 jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9 Jenis Kab.Barru
Daerah Kabupaten / Kota terpenuhi Pemerintahan Daerah )
Pemerintahan Daerah
P tasi Pembentukan Perangh
Daerah .yang sesuai dengan Aturan dan 100% Administrasi Umum Perangkat Dasrah Jumléh‘ Jen|§ Sub Kegiatan Pendukung 1 jenis Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 38 Ok Kab.Barru
tujuan penyusunannya serta Administrasi Umum Perangkat Daerah Konsultasi SKPD
Implementasi Ketatalaksana
Persenatase SKPD yang . ]
Memiliki/menyusun Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jurplah Jenis Sub Keglatan Pendukung . Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan )
" - . 0,25 h . Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 1 jenis ) ) 1 Unit Kab.Barru
Akuntabilitas Kinerja Instansi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ) Dinas/Operasional
. Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintah
PR " - —
Jumlah .jabatan yar}g 3 Penataan Organisasi Jumlah Jenis Sub Keglata.n Pgndukung Penataan 3jenis PengelolaanKelembagaan dan Analisis 1 Dokumen Kab.Barru
sesuai beban kerja Organisasi Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 1 Dokumen Kab.Barru
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Ket

Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintah Daerah

36 OPD Kab.Barru
PengelolaanKelembagaan dan Analisis 2 Dokumen Kab.Barru
Jabatan
1 Dokumen Kab.Barru
Pgnlngklatan Kinerja dan Reformasi 36 OPD Kab.Barru
Birokrasi
1,9 |BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Cakupan kebutuhan admlnlstra5| yang 100% Penye@aan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8 Surat Kab.Barru
Daerah Kabupaten/Kota terpenuhi Pemerintahan Daerah
f ; Som 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 450K Kab.Barru
aparatur Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 1 Unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau ’
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Jenis Kab.Barru
Pengadaan Ba.rang Milk Daerah Penunjang Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 buah Kab.Barru
Urusan Pemerintahan Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang- 134 orang Kab.Barru
Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 17 0K Kab.Barru
Perundang-Undangan
2 |P ian dan F Tran.sparan5| dan akuntabilitas 150 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 150 Paket Kab.Barru
penyediaan Barang dan Jasa Pemda
Pengelo!aan Layanan Pengadaan Secara 3 Jenis Kab.Barru
Elektronik
02 |SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Kebutuhan Administrasi yang | (100%) 10 . . . Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 [PEMERINTAHAN DAERAH terpenuhi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2jenis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7 Orang Kab Baru
KABUPATEN/KOTA P 9 peg 9 9 9
Cakupan Sarana dan Prasarana 100% (10) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
. 5 Orang Kab.Barru
Aparatur yang terlaksana Kegiatan) Perundang-undangan
Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM | 100% (2 R Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung .. Penyediaan Komponen Instalasi )
Aparatur Kegiatan) Administrasi Umurm Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 jenis Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Jenis Kab Barru
0,
Tingkat Pencapaian Disiplin Aparatur 10(:(/(:.giatan) u Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 Jenis Kab.Barru
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2 Jenis Kab.Barru
Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 129/340 OK Kab.Barru
- . Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 1jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 Paket Kab.Barru
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung

Ket

Pemerintahan Dasrah Penyec.ilaan Jasa Penunjang Urusan 3jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat 398 eks Kab.Barru
Pemerintahan Daerah
Pgnyedlgaq jasa komunikasi, sumber daya 4 Rekening Kab.Barru
air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Paket/Tahun Kab.Barru
. - Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Penye.dlaan Jasa Perr_\ellharaan, Biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah . - . - Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan .
. . Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 4 jenis X . 3 Unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah X Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Urusan Pemerintahan Daerah
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemellharaaq, Pajak dan lPerlzman 18 Unit Kab.Barru
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Jenis Kab.Barru
PemellharaaanehablIltam Gedung Kantor 4 Paket Kab.Barru
dan Bangunan Lainnya
. Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Layanan - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 2 jenis DPRD 125 Pasang Kab.Barru
Pelaksanaan Medical Check Up 25 Orang Kab.Barru
. . Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Layanan - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi .
Layanan Administrasi DPRD Administrasi DPRD 2jenis DPRD 72 Kali Kab.Barru
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
DPRD 36 OB Kab.Barru
Program Dukungan Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat . Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung - .
Tugas dan Fungsi DPRD Kelengkapan DPRD 76 kali Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 3 jenis Pembahasan Rancangan Perda 15 Kali Kab.Barru
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat 76 kali Penyelenggaraan Kajian Perundang- 150 OH Kab.Barru
Kelengkapan DPRD Undangan
Fasilitasi Penyusunan
Jumiah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat 76 kali Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah 4 Ranperda Kab.Barru
Kelengkapan DPRD .
Akademik
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat . . . Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung - . .
Kelengkapan DPRD 76 kali Peningkatan Kapasitas DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD 3jenis Bimbingan Teknis DPRD 25 Orang Kab.Barru
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 360rg/bin Kab.Barru
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 108 org/bin Kab.Barru
Penyeranan dan Penghimounan Aspirasi Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung
verap gnimp P Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 2jenis Kunjungan Kerja dalam Daerah 755 OH Kab.Barru
Masyarakat
Masyarakat
Pelaksanaan Reses 3 Kali Kab.Barru
Fasiltasi Tugas DPRD Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pendukung Fasilitasi 1jenis Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan 356 OK Kab.Barru

Tugas DPRD

Tugas DPRD

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PERENCANAAN
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan .
Hasil P g Keluaran Kegi g Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian| Kegiatan
asil Program . eluaran Kegiatan . eluaran Sub Kegiatan | Target Capaian
Capaian Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan kebutuhan administrasi yang o R ) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
PEMERINTAHAN DAERAH terpenuhi 100% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4 orang Kab.Barru
Cakupan kebutuhan sarana dan . 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah P.e nyedlaan Komponen Instalasi 2jnis Kab.Barru
prasarana perkantoran yang terpenuhi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Cakupan kebutuhan kompetensi
spesifik urusan dan sub urusan yang 1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 jenis Kab.Barru
terpenuhi sumberdaya aparaturnya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 3020K Kab Barru
Kab.Barru
Pengadaan Ba.rang Miik Daerah Penunjang Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 unit Kab.Barru
Urusan Pemerintah Daerah
Penyefilaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4500 Surat Kab.Barru
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber .
Daya Air dan Listrk 2 rekening Kab.Barru
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 4 unit Kab.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas ’
Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48 unit Kab.Barru
PemellharaaanehablIltam Gedung Kantor 1 unit Kab.Barru
dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN, Jumlah dokumen perencanaan sebagai
PENGENDALIAN DAN EVALUASI acuan pelaksanaan program dan 3 dokumen |Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 500 orang ; 2 dokumen Kab.Barru
PEMBANGUNAN DAERAH kegiatan
pe::::z:I?:nk::]nezv:;::;l:i,:i':\ge’rja Koordinasi Penyusunan dan Penetapan
terhadan pelaksanaan rencana 14 dokumen Dokumen Perencanaan Pembangunan 3 dokumen Kab.Barru
pen':b':lngunan daerah Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan penyusunan dan/informasi Analisis Qata dan Informasi Pemerintahan Analisis Data dan Informasi Perencanaan
100% Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 2 dokumen Kab.Barru
pembangunan Pembangunan Daerah
Daerah
. . Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan .
" Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 2 dokumen Kab.Barru
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan
Laporan Berkala Pelaksanaan 12 dokumen Kab.Barru
Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen
:I':J?(‘;%‘:lhlnsﬁglo PZ?;::(SIL[::&N Cakupan OPD bidang ekonomi yang 100% Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 8OPD Kab.Barru
PEMBANGUNAN DAERAH dikoordinasikan dan difasilitasi ’ Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD ’
dan RKPD)
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Cakupan OPD bidang sosial budaya
yang dikoordinasikan dan difasilitasi

100%

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

50PD

Kab.Barru

Ket

Cakupan OPD bidang infrastruktur dan
pengembangan wilayah yang
dikoordinasikan dan difasilitasi

100%

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

10 OPD

Kab.Barru

Cakupan OPD yang terkoordinasi dalam
penanggulangan kemiskinan

100%

Koordinasi Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)

50PD

Kab.Barru

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

4 0PD

Kab.Barru

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

6 OPD

Kab.Barru

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

8 OPD

Kab.Barru

KEUANGAN

2,1

BPKAD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5500 surat

Kab.Barru

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor|

17 unit

Kab.Barru

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3 Jenis

Kab.Barru

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

288 kali

Kab.Barru

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8 Unit

Kab.Barru

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

4 jenis

Kab.Barru

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

1 Gedung

Kab.Barru

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

24 unit

Kab.Barru
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kegiat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

62 unit

Kab.Barru

Ket

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

8 org

Kab.Barru

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD

37 SKPD 12 Laporan

Kab.Barru

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

2 Kali, 1 Dokumen

Kab.Barru

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD

2 dok

Kab.Barru

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian
dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

1 Perda

Kab.Barru

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

1 dok

Kab.Barru

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Lingkup
Keuangan Daerah

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah

1 Keg

Kab.Barru

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah

10 SKPD

Kab.Barru

Penatausahaan Barang Milik Daerah

5 dokumen

Kab.Barru

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

4DOK

Kab.Barru

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

1 Perbup

Kab.Barru

2,2

BAPENDA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

400 surat

Kab.Barru

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

2 rekening

Kab.Barru

Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

1 orang

Kab.Barru

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

15 Unit

Kab.Barru
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program T Kegiatan T Sub Kegiatan .
. arget . arget . ; Kegiatan
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 jenis Kab.Barru
Pemellharaanlrehabmtam gedung kantor 1 gedung Kab.Barru
dan bangunan lainnya
Administrasi Umum Perangkat Daerah I?enyedlaan komponen Instalasi 3 jenis Kab.Barru
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7 jenis Kab.Barru
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan "
Konsultasi SKPD 231 kali Kab.Barru
Pengadaan Barang Milik Daerah - -
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 2jenis Kab.Barru
Administrasi Kepegawaian Perangkat Pendidikan dan Pelatihan Pegawal 6 orang Kab.Barru
Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kab.Barru
Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Perencanaan pengelolaan pajak daerah 4 jenis Kab.Barru
Pelnyuluhan dan penyebarluasan kebijakan 7 kali Kab.Barru
pajak daerah
Penyediaan sar.ana dan prasarana 7jenis Kab.Barru
pengelolaan pajak daerah
Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak 1 dokumen Kab.Barru
daerah
Pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan . .
Basis data Pajak Daerah 1 sistem, 5 jenis Kab.Barru
Penetapan wajib pajak daerah 1 dokumen Kab.Barru
Pe.nelman dan verifikasi data pelaporan 41aporan Kab.Barru
pajak daerah
Penagihan Pajak Daerah 19 kali Kab.Barru
Pengendalian, plemenksaan dan 11 Kali Kab.Barru
pengawasan pajak daerah
2,3 |BAG.UMUM
1 Program Pengelolaan Barang Milik Terpenuh!nya Ke!)u(uhan Kontrol 100% Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga 1 buku Kab.Barru
Daerah Administrasi Keuangan
3 |KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN - . ’ - ) - " )
1 |PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan kebut'l;:\a:nit::i'nlnlstraﬂ yang 100 gz?;la:a/t\g?;r;::aa Kepegawaian E:rr:j(ggrrir; :e:: zzlzgr;afrl r;:egiawm 24 orang
KABUPATEN/KOTA P 9 9 ¢
Cakupan ketersediaan Sarana dan e
Prasarana Aparatur 100 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 150 orang
Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM 100 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Jumlgh Jen|§ sub kegiatan pendukung 2jenis Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah kebutuhan pgralgtan rumah 2jenis
Aparatur Daerah administrasi umum perangkat daerah tangga yang disediakan
Cakupan penyebarlujlsan |nf?rmaS| dan 100 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Jumiah perjalanan dinas keluar daerah 142 orang (102,40)
p per g konsultasi SKPD
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

Jumlah perjalanan dinas kedalam

Ket

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah 26 unit Pengadaan Mebel daerah 9 unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung .
. 10 unit
Kantor atau Bangunan Lainnya
Keg|at§n Penyediaan Jasa Penunjang Urusan|  Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan 1 jonis Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikelola selama satu 3780 eks
Pemerintahan Daerah daerah tahun
. . - Penyefilaan Jasa lPemellharaz?n', Biaya Jumlah STNK kendaraan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Miik Daerah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara 40 unit Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan dinas/operasional yang diperpanjan: 19 unit (10,9)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9 yang dip Kendaraan Dinas Operasional atau P . yang diperpanjang ’
perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana gedung kantor atau bangunan 21 unit
lainnya
Persentase aparatur yang dilayani pada Kegiatan Pengadaan. Pemberhentian dan Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan
2 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | bidang Pengadaan, Pemberhentian dan 100% 9 ) 9 N jumlah jabatan untuk pelaksanaan 2 dokumen
" Informasi Kepegawaian ASN
Informasi pengadaan ASN
Persentase aparatur yang dilayani pada - I
bidang Mutasi, Promosi dan 100% Koordinasi dan Fasiitasi Pengadaan PNS 276 orang (108,168)
. dan PPPK
Pengembangan Kompetensi
Jun:nlah jabatan. p.lmpln.an tlnggj c!an 35 Jabatan Koordinasi pelaksanaan administrasi 125 orang
jabatan administrasi yang diisi pemberhentian
Jumlah aparatur yang lulus pendidikan 294 Fasilitasi lembaga profesi ASN 174 orang
dan pelatihan
Persentase aparatur yang dilayani pada
bidang Diklat, Penilaian Kinerja dan 100% Pengelolaan data kepegawaian 2 dokumen
Penghargaan
P t paratur yang . . . .
peraturan disiplin PNS 99,54 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan mutasi ASN 281 orang
Pengelolaan kenaikan pangkat ASN 950 orang
Pengelolaan promosi ASN 3 dokumen
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN 33 orang (31,2)
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja
3000 orang
Aparatur aparatur
Pengelqlaan pemberian penghargaan bagi 300 orang
pegawai
Pembinaan disiplin ASN 0,972
4 |PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan .
Hasil P g Keluaran Kegi g Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian| Kegiatan
asil Program . eluaran Kegiatan . eluaran Sub Kegiatan | Target Capaian
Capaian Capaian
. . Penyelenggaraan pengembangan
1 |PROGRAM PENGEMBANGAN g:ﬁ'a:r:‘b::”;::‘fg;nKife';‘:?&Z:.erial dan Kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan 28 rang (1658,10,150)
SUMBER DAYA MANUSIA gemboang P ) pimpinan tinggi, jabatan fungsional, g (166,15,
Fungsional A .
kepemimpinan dan prajabatan
5 |PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Bidang I .
PROGRAM PENELITIAN DAN Cakupan penyelenggaraan program o . Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan
' |PENGEMBANGAN DAERAH kelitbangan 100% Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 1 dokumen Kab Barru
Pengkajian Peraturan
Uji Coba dan Penerapan Rancang
Cakupan inovasi yang diterapkan 100% Pengembangan Inovasi dan Teknologi Bangun/Model Replikasi dan Invensi di 1 dokumen Kab.Barru
P yang P ’ 9 9 9 Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan ’
Teknologi
VI |UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
1 |INSPEKTORAT DAERAH
1 Progra.m Penunjang Urusan Cakupan Kebutuhan Adl.mnlstrasl Yang 100% Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Jenis
Pemerintahan Daerah Terpenuhi Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & 34 Kali
Konsultasi SKPD
Keg|at§n Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1500 Surat/Laporan
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2 Rekenin
Daya Air & Listrik 9
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Orang
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemehharaan & Pajak .
. . Kendaraan Perorangan Dinas Atau 7 Unit
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah X
Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Mebel 15 Unit
Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya 27 Unit
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor
) 1 Kantor
& Bangunan Lainnya
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah .
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel 4 Unit
Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya 7 Unit
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan Pegawai 36 Oran
Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas & Fungsi 9
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 36 Orang
Perundang - Undangan
2 Program Penyelenggaraan Persentase tln.daklanjut hasil Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 38 LHP
Pengawasan pemeriksaan Internal
Pengawasan Keuangan Pemerintah 7 Laporan
Daerah
Reviu Laporan Kinerja 54 LHP
Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program Kegiatan Sub Kegiatan .
. Target . Target . . Kegiatan
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian
Pengawasan Desa 7 Laporan
Kerjasama Pengawasan Internal 3 Laporan
Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI & Tindak Lanjut Hasil 3 Laporan
Pemeriksaan APIP
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Penanganan Penyelesaian Kerugian 5 Laporan
Dengan Tujuan Tertentu Negara/Daerah it
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 40 Laporan
Program Per Kebijak P tase pendampingan dan Kgglatan Perumusan Kebl]akz.m Tgknls di Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
3 . . . 3 h Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 1 Dokumen
Pendampingan dan Asistensi asistensi Pengawasan
Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 1 Laporan
Fasilitasi Pengawasan s
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi z:nmd;mz::inljiaer:;]&stenm Urusan 7 Laporan
Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, 6 Laporan
dan Penilaian Reformasi Birokrasi it
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan 4 Laporan
Korupsi
Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi 1 Dokumen
Penegakan Integritas
VI [UNSUR KEWILAYAHAN
1 |KECAMATAN
1.1. |KECAMATAN BARRU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN ’ ) )
1 |PEMERINTAHAN DAERAH Ez;y;?;r:afgzeﬁ:“"'a”g Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 sz’gj 3;621‘(‘)"{?)’::3“ Kec.Barru
KABUPATEN/KOTA ’
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Wifi/Speedy : 5 Rek, Air : Kec.Barru
Daya Air dan Listrik 1 Rek, Listrik : 6 Rek '
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6 Orang Kec.Barru
Pemelllharaan Barang M””,( Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyal 2 Jenis Kec.Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Roda 4
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan -7 Unit. Kendaraan Kec.Barru
Eae:g:;in Dinas Operasional atau Dinas Roda 2 11 Unit
Pemeliharaan Mebel 3 Jenis Kec.Barru
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 6 Jenis Kec.Barru
dan Bangunan Lainnya '
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 4 Jenis Kec.Barru
Lainnya
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Penyediaan Komponen Instalasi

Ket

Perundang-undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah Listri/Penerangan Bangunan Kantor 6 Jenis Kec.Barru
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 4 Jenis Kec.Barru
Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1080 OK, 1584 OK, 220 Kec.Barru
Konsultasi SKPD OK, :
Pengadaan Barang Milik Daerah .
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24 Unit Kec Barru
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
. 9 orang Kec.Barru
Kantor atau Bangunan Lainnya
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegavwa| 10 Des/Kel Kec.Barru
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
PROGRAM PENYELENGGARAAN — ] . ! )
2 |PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Koordlnam Penyelgnggaraan Kegiatan Penlngkatan Efefktl.ﬁtas Kegiatan 4SOP Kec.Barru
PUBLIK Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Peningkatan Efekifitas Pelaksanaan
tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 10 kegiatan Kec.Barru
Daerah yang ada di Kecamatan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
3 |MASYARAKAT DESA DAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Forum Musyawarah Perencanaan 12 Unit Kec.Barru
KELURAHAN Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana 19Kip Kec.Barru
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Des/Kel Kec.Barru
Evaluasi Kelurahan Kec.Barru
Pgmberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Penyelenggaraan Lembaga 84 Lembaga Kec.Barru
Tingkat Kecamatan Kemasyarakatan
PROGRAM KOORDINASI Koordinasi Upaya Penyelenggaraan i:e;?)llisl:de;r?easri]aK'erzzltI::'aanN':Z?:r::I
4 |KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN paya Fenyelengy Publk » Tentara hasion: 10 aduan Kec.Barru
UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
1.2. |KECAMATAN TANETE RILAU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 |PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8 orang Kec. Tanete Rilau
KABUPATEN/KOTA 9 9
Administrasi Umum Perangkat Daerah Pgnyedlaan Komponen Instalasi 7 Jenis Kec. Tanete Rilau
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga 18 jenis Kec. Tanete Rilau
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 4 Jenis Kec. Tanete Rilau

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

22 jenis, 60 mtr, 6000
lembar,38 orang, 8399
OH

Kec. Tanete Rilau
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

8 jenis

Kec. Tanete Rilau

Ket

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

22 jenis, 60 mtr, 6000
lembar,38 orang, 8399

Kec. Tanete Rilau

OH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Wife 3 rek. Air. 2 rek. 3 .
) o Kec. Tanete Rilau
Daya Air dan Listrik rek

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

roda4: 3unit,roda2:3

Kec. Tanete Rilau

Daya Air dan Listrik

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau unit
Lapangan
Pemeliharaan Mebel 3 Jenis Kec. Tanete Rilau
PemellharaaanehablIltam Gedung Kantor 5 paket Kec. Tanete Rilau
dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 4 Jenis Kec. Tanete Rilau
Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN — ] . ! )
2 |PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Efekitas Kegiatan 10 Des/Kel Kec. Tanete Rilau
PUBLIK Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Peningkatan Efekifitas Pelaksanaan
tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 4 SOP Kec. Tanete Rilau
Daerah yang ada di Kecamatan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
3 |MASYARAKAT DESA DAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Forum Musyawarah Perencanaan 10 kegiatan Kec. Tanete Rilau
KELURAHAN Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana 6 paket Kec. Tanete Rilau
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24 orang Kec. Tanete Rilau
Evaluasi Kelurahan 10 Des/Kel Kec. Tanete Rilau
Pgmberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Penyelenggaraan Lembaga 22 Lembaga Kec. Tanete Rilau
Tingkat Kecamatan Kemasyarakatan
PROGRAM KOORDINASI Koordinasi Upaya Penyelenggaraan i:e;?)llisl:de;r?easri]aK'erzzltI::'aanN':Z?:r::I
4 |KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN paya Fenyelengy Publk » Tentara hasion: 1 unit Kec. Tanete Rilau
UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
1.3. |KECAMATAN TANETE RIAJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN , ) .
PEMERINTAHAN DAERAH Eenyefil?ar? Ja;a Pe:unjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat %4 Ol?)' 243;%”5;(12'020 kec. Tanete Riaja
KABUPATEN/KOTA emerintahan Daeral r,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 6 rekening kec. Tanete Rigja
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

; Ket
Program Kegiatan Sub Kegiatan LE T

Kegiatan

Hasil Program Targ.et Keluaran Kegiatan Targ.et Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Roda 4 : 3 Unit & Roda 2 kec. Tanete Riaia
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau 4 unit ' )
Lapangan
Pemellharaan/Rehab|I|taS| Gedung Kantor 6 jenis kec. Tanste Riaja
dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 2 jenis kec. Tanete Riaja
Lainnya
. . Penyediaan Komponen Instalasi .
Administrasi Umum Perangkat Daerah S 65 buah kec. Tanete Riaja
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11 jenis, 10 kali, 7 lusin kec. Tanete Riaja
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 4 Jenis kec. Tanste Riaja
Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 48 OK, 444 OK, 528 OK, .
Konsultasi SKPD 434 0K kec. Tanete Riaja
Pengadaan Ba.rang Milik Daerah Penunjang Pengadaan Sarana dan ?rasarana Gedung 4 Jenis kec. Tanste Riaja
Urusan Pemerintah Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 1 Unit kec. Tanete Riaja
Lainnya
Pengadaan Mebel 2 jenis kec. Tanete Riaja
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegavwa| 30K kec. Tanete Riaja
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
PROGRAM KOORDINASI Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ;:etzilltiisl:dec?r?:s?aK:'ZiltlzIanN':esig:r::I 168 Orang/bulan,3
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN paya Fenyeiengg publ , “eniara Hasion: o Dranguan, kec. Tanete Riaja
UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah jenis,51 lembar
Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN — ] . ! )
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Efekitas Kegiatan 7 DesalKel. kec. Tanete Riaja
PUBLIK Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Peningkatan Efekifitas Pelaksanaan
tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 4 SOP kec. Tanete Riaja
Daerah yang ada di Kecamatan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
MASYARAKAT DESA DAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Forum Musyawarah Perencanaan 13 Kegiatan kec. Tanete Riaja
KELURAHAN Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana 2 Paketiunit kec. Tanete Rigja
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 kelompok kec. Tanete Riaja
Eemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Fasnnﬁa Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan 4 kegiatan kec. Tanste Riaja
tingkat kecamatan Kewajiban Lembaga Ken !
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Ket

KECAMATAN PUJANANTING

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

14 orang, 29 jenis, 8626 ,
27 Orang 100 %

Kec.Pujananting

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Wifi: 1 Rek Air : 2 Rek
Listrik : 2 Rek 100%

Kec.Pujananting

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1orang 100 %

Kec.Pujananting

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

8 unit

Kec.Pujananting

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Roda 4: 3 unit, roda 2: 2

Kec.Pujananting

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional unit
. . Penyediaan Komponen Instalasi . . .
Administrasi Umum Perangkat Daerah S 5 Jenis Kec.Pujananting
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga 2 unit Kec.Pujananting
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3 Jenis Kec.Pujananting

Perundang- Undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

18 ok, 8342 ok/oh

Kec.Pujananting

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pemerintahan Daerah

berdasarkan tugas dan fungsi

Urusan Pemerintah Daerah Kantor atau Bangunan lainnya 2 Jenis Kec Pujananting
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 2 orang Kec.Pujananting
Perundang-Undangan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan . .
2 Pelayanan Publik Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 Desikel Kec Pujananting
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Peningkatan Efekifitas Pelaksanaan
tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah 4 SOP Kec.Pujananting
Daerah yang ada di Kecamatan Kecamatan
3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana 3 unit Kec.Pujananting
Kelurahan Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 jenis Kec.Pujananting
Evaluasi Kelurahan 7 DesalKel Kec.Pujananting
Pgmberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Penyelenggaraan lembaga 11 Kegiatan Kec.Pujananting
Tingkat Kecamatan Kemasyarakatan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Republik Indonesia, Tentara Nasional . .
4 |Ketentraman Dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 10aduan Kec.Pujananting
Kecamatan
1,5 |KECAMATAN BALUSU
1 Program Penunjang Urusan Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah Pendidikan dan pelafihan pegawai 5 orang Kec. Balusu
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No

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja .
. . Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Target Sub Kegiatan Kediat
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian| f-€giatan
Capaian Capaian

Penyediaan komponen instalasi

Ket

PEMERINTAHAN DAERAH

Perundang-undangan

Adminitrasi Umum Perangkat Daerah o 13 Jenis Kec. Balusu
listrik/peneranganan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 Jenis Kec. Balusu
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1 Jenis Kec. Balusu
Perundang-undangan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan
Konsultasi SKPD 466 OK Kec. Balusu
Pengadaan bz.lrang milik daerah penunjang Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 4 Jenis Kec. Balusu
urusan pemerintah
Pengadaan Mebel 28 unit Kec. Balusu
Penyefﬂa Jasa Penunjang urusan Penyediaan Jasa Surat menyurat 30 jenis, 9.l500 lbr, 36 Kec. Balusu
pemerintahan daerah Pegawai, 18 org
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Telepon : 2 rek, Listrik : 2
. - Kec. Balusu
air dan listrik rek
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Orang Kec. Balusu
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
Pemellharaan.Barang milik daerah penunjang pemellharaal.m Pajak dan.penzman, 10 Unit Kec. Balusu
urusan pemerintahan daerah kendaraan dinas Operasional atau
lapangan
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 12 unit Kec. Balusu
Pemeliharaan mebel 2 unit Kec. Balusu
Pemellharaan/rehabllltam gedung kantor 2 Unit Kec. Balusu
dan bangunan lainnya
2 Progra.m Penyelenggaraan ] Koordlnam Penyglgnggaraan Kegiatan Penlngkatan Efek.tlw.tas Kegiatan 6 DesalKel Kec. Balusu
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Pemerintahan Di Tingkat kecamatan Pemerintahaan Di Tingkat Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan pertisipasi masyarakat dalam
3 Pemberdayaan kelurahan forum musyawarah perencanaan 1 Paket Kec. Balusu
Desa dan Kelurahan )
pembangunan di kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana 1 Paket Kec. Balusu
Kelurahan
Pemberdayaan masyarakat di kelurahan 33Kip Kec. Balusu
Evaluasi Kelurahan 4 Kali Kec. Balusu
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Penyelenggaraan lembaga-lembaga
) Kec. Balusu
tingkat kecamatan Kemasyarakatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan S|nerg.|tas denga.n kepqllsmn N.egar.a .
4 . ! republik Indonesia dan instansi vertikal di 14 Org Kec. Balusu
Ketertiban Umum Ketentraman Dan Ketertiban Umum .
Wilayah Kecamatan
1,6 |KECAMATAN SOPPENG RIAJA
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 2 orang Kec. Soppeng Riaja
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

; Ket
Program Kegiatan Sub Kegiatan LE T

Kegiatan

Hasil Program Targ.et Keluaran Kegiatan Targ.et Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Administrasi Umum Perangkat Daerah Perundang-undangan 4 Jenis Kec. Soppeng Riaja
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan .
Konsultasi SKPD 13 OK Kec. Soppeng Riaja
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang . .
Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Mebel 6 Jenis Kec. Soppeng Riaja
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung . .
Kantor atau Bangunan Lainnya ‘unit Kec. Soppeng Riaja
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan . .
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 paket Kec. Soppeng Riaja
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber . .
Daya Air dan Listrik 3 Rekening Kec. Soppeng Riaja
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Soppeng Riaja
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 11 Unit Kec. Soppend Riaia
Penunjang Urusan Pemerintahan Kendaraan Dinas Operasional atau - S0ppeng Riaj
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 2 unit Kec. Soppeng Ricja

dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN

2 |PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Efekitas Kegiatan 7DesalKelurahan | Kec. Soppeng Riaja
PUBLIK Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang .
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Perencanaan.Keglatan Pelayanan kepada 7 DesalKelurahan Kec. Soppeng Riaja
. Masyarakat di Kecamatan
daerah yang ada di Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Pelalfsanaan urusan pemennlt alhan yang .
" terkait dengan pelayanan perizinan non 7 DesalKelurahan Kec. Soppeng Riaja
dilimpahkan kepada Camat
usaha
PROGRAM PEMBERDAYAAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

3 |MASYARAKAT DESA/KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Forum Musyawarah Perencanaan 1Kegatan Kec. Soppeng Riaja
Pembangunan di Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan 2 Paket Kec. Soppeng Riaja
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Kelompok Kec. Soppeng Riaja
Evaluasi Kelurahan 7 Desa/Kelurahan Kec. Soppeng Riaja
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Penyelenggaraan Lembaga .
Tingkat Kecamatan Kemasyarakatan 14 Aduan Kec. Soppeng Riaja
PROGRAM KOORDINASI Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ;:el:%:is;?:diir;g?: gﬁglrsal?\?a’:izi:a
4 |KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN paya Menyelengg PUDT , enara asion: 1 Kegiatan Kec. Soppeng Riaja
UMUM Ketentraman dan Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan

1,7 |KECAMATAN MALLUSETASI
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program T Kegiatan T Sub Kegiatan .
. arget 8 arget . : Kegiatan
Hasil Program 4 Keluaran Kegiatan 4 Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Penyefna Jasa Penunjang urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5jenis Kec. Mallusetasi
Daerah pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber . .
Daya Air dan Listrik 132 rekening Kec. Mallusetasi
Penyediaan Jasa Peralatan dan 18 unit Kec. Mallusetasi
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5 orang Kec. Mallusetasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5 jenis Kec. Mallusetasi
Perundang-Undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan .
Konsultasi SKPD Kec. Mallusetasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 27 unit Kec. Mallusetasi
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau '
Lapangan
Pemeliharaan / Rghabllltam Gedung Kantor 4 unit Kec. Mallusetasi
dan Bangunan Lainnya
Pengadaan Ba.rang Milik Daerah Penunjang Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8 jenis Kec. Mallusetasi
Urusan Pemerintah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pglatlhan Berdasarkan 5 orang Kec. Mallusetasi
Tugas Dan Fungsi
PROGRAM PEMBERDAYAAN Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
2 |MASYARAKAT DESA DAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan forum musyawarah perencanaan 8 desalkel Kec. Mallusetasi
KELURAHAN pembangunan di kelurahan
Pgmberdayaan Lembaga Kemasyarkatan Penyelenggaraan Lembaga Lembaga 41embaga Kec. Mallusetasi
Tingkat Kecamatan Kemasyarakatan
PROGRAM KOORDINASI Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ::e;?)llisl:de;r?easri]aK'erzzltI::;nN':Z?:r::I
3 |KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN paya Fenyeleng publik Indonesta, Tentara Masior 1 unit Kec. Mallusetasi
UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Pembangunan Sarana dan Prasarana
MASYARAKAT DESA DAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahagn 6 UNIT Kec. Mallusetasi
KELURAHAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 KLP Kec. Mallusetasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN — ] . ! )
4 [PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Efekffitas Kegiatan 8 desa /el Kec. Mallusetasi
PUBLIK Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
VIl [UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
01 |KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Penunjang Urusan Cakupan kebutuhan administrasi yang o . . . Jumlah sub Jenis Kegiatan Pendukung . Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
! Pemerintahan Daerah terpenuhi. 100% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 1 Jenis berdasarkan Tugas dan Fungsi. 8 0rang Kab. Barru
Cakupan ketersediaan sarana dan 100% Administrasi Umum Perangkat Dagrah. JU”"?’.‘ suleenls Kegiatan Pendukung 3 Jenis Pgnyedlaan Komponen Instalasi 5 Jenis Kab. Barru
prasarana aparatur. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program T Kegiatan T Sub Kegiatan .
. arget . arget . ; Kegiatan
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian
Cakupan peningkatan kapasitas sumber 100% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10 Jenis Kab. Barru
daya aparatur.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan .
Konsultasi SKPD. 329 Kali Kab. Barru
- Jumlah sub Jenis Kegiatan Pendukung
Pengadaan Bar?ng Mik Daerah Urusan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan 1 Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 5 Jenis Kab. Barru
Pemerintahan Daerah. .
Pemerintahan Daerah.
Penvediaan Jasa Penuniana Urusan Jumlah sub Jenis Kegiatan Pendukung
¥ . jang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2 Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 210 Surat Kab. Barru
Pemerintahan Daerah. )
Pemerintahan Daerah.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber .
Daya Air dan Listrik 3 Jenis Kab. Barmy
. - Jumlah sub Jenis Kegiatan Pendukung Penyediaan Jasa Pemellharaan, biaya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah . e ! . Pemelharaan dan Pajak Kendaraan "
. . Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 2 Jenis X . 5 Unit Kab. Barru
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. N Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Urusan Pemerintahan Daerah.
Jabatan.
Pe.mellharaan Peralatan dan Mesin 4 Unit Kab. Barru
Lainnya.
. . Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ideologi
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI Jumlah pertmuan pengembangan Perumusan Kebijakan Tekhnis Dan Peru;uuzfnh;:;:i::'}I'(eelfr::‘ianZins:;ua':ga an Wawasan Kebangsaan, bela Negara
2 [PANCASILA DAN KARAKTER P peng 9 8 Kali Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi J, ) . P 1 Jenis Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan 100 Orang Kab. Barru
wawasan kebangsaan . Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan . .
BANGSA Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Karakter Kebangsaan.
Kebangsaan.
PROGRAM PENINGKATAN Perumusan Kebijakan Tekhnls Daq ‘ Jumlah subﬂJenls Keg|at.an Pendukung Pelak.slanaan Kﬁbuakgn dibidang -
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan | Perumusan Kebijakan Tekhnis Dan Pemantapan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
PERAN PARTAIPOLITIK DAN . . L I " ; A - F— X RS
M jumlah St: yang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI . P o - S ' ) .
3 mengetahui dan paham tentang Undang| 135.371 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 1 Jneis Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 63 Ormas/Orpol Kab. Barru
PENDIDIKAN POLITIK DAN o : ) A . ; - I L
Undang Politik Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, | Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA " . o " "
BUDAYA POLITIK Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala | Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Umum Kepala Daerah serta Pemantauan
Daerah serta Pemantauan Situasi Politk. | Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik. Situasi di Daerah.
" . . . Pelaksaanaan Kebijakan dibidang
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Jumlah kegiatan Kemitraan F;erl:\?:;a[;: EZ::E:ZHZTSE:: ! Peru}Jr:Jun;l:: ;:Eiiir;f ?slgtl;‘iasnd:in;:;l;r;?a an Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
4 |PENGAWASAN ORGANISASI " 9 i 2 kali P 9 I P 2 Jneis Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 55 Ormas Kab. Barru
F [s} Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
KEMASYARAKATAN. S Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Kemasyarakatan. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. -
Asing di Daerah.
Pelaksaanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 55 Ormas Kab. Barru
Mediasi keta Ormas, Peng: !
Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
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Program Kegiatan Sub Kegiatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi Sub Ket
Program T Kegiatan T Sub Kegiatan .
. arget . arget . ; Kegiatan
Hasil Program . Keluaran Kegiatan . Keluaran Sub Kegiatan |Target Capaian
Capaian Capaian
Pelaksaanaan Koordinasi dibidang
FPROGRAM FEUEINAMY DA e iy e ot T | S e o o S B
5 [PENGEMBANGAN KETAHANAN penyuluhan mengenai bahaya narkoba 100% Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan ) - P 1 jenis " g . vaang 200 Orang Kab. Barru
. . L L o Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Narkotika, Fasilitasi Kerukunanan Umat
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA miras, pidana perjudian dan prostitusi Ekonomi Sosial dan Budaya. .
Budaya. Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah.
Pelaksanaan Koordinasi dibidang
PROGRAM PENINGKATAAN ! ) . Jumlah sub Jenis Kegiatan Pendukung Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelejen,
Persentase Masyarakat yang terlibat Perumusan kebijakan tekhnis dan " § Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
KEWASPADAAN NASIONAL DAN 3 g o Perumusan kebijakan tekhnis dan pelaksanaan . . . N
6 dalam menjaga ketertiban dan 100% pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan . 2 jenis Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 8Tim Kab. Barru
PENINGKATAN FASILITASI keamanan Nasional dan P Konfik Sosial Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Perbata tara N Fasiliasi
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. asional dan Penanganan Konflik Sosial. Penanganan Konflk Sosial. eroatasan antara Negara, Fasiltast
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta
Penaganan Konflik di Daerah.
Persentase keaktifan Fokmas 100% Pelaksanazn Koordinasi Pimpinan Daerah 7 Fokmas / Forkopimda Kab. Barru
Kabupaten Kota.
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